Menimbang

BUPATI BANGLI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUFATEN EANGLI

TAHUN 2013 - 2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E3A

BUPAT] BANGLI,

a. bahwa untuk mewujudkan riang wilayah Kabupaten
Bangli vang hijaw, produktif dan herkelanjutan dengan
memanfastkan ruang wilayah secara berdaya guna dan
berhasil guna dalam rangka meningkatkan kescjahteraan
masyarakat berdasarkan Tri Hita Karana diperlukan
penataan ruang wilayah kabupaten;

b. bahwa dalam rangha mewyjudkan  keterpadusn
pembangunen antar sekeor, wilaysh, den masyarakat,
maka Rencana Tata Buang Wilayah merupakan arahan
dalam pemanfastan ruang bag semua  kepentingan
secara terpedu yvang dilaksanakan secara bergamp oleh
pernenntah, masvarakat, dan/atay dunia ussha;

¢. bahwa sesual dengan Undang Undang Nomoer 26 Tahun
2007 tentanp Peoataan FEuang, maka tiga tahun sejek
diundangkannye harus  segera menyusun  Peramuran
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
vang mengecl pada Peraturan Pemerintah Nomer 26
Tabhun 2008 tentang Ferncana Tata Ruang Wilayah
Nasional {RTEWN], dan Peraturan Daersh Frovinsi Bali
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provingi {RTREWP) Bali, dan menjadi matra rusng
dari Rencana Pembangunan Jengka Pamang Daerah
(RPJPD Kabupaten Pangl;



Mengingat

. bahwa berdasariasn perimbangan sepagaimana

dimaksud dalam buruf a, hurui b, dan huruf ¢, perlu
membentuk Peraturan Daeral tentang _En:nmna Tata
Ruang Wilayah [ RTRW } Kabupater Banplh,

Undang-Undang Dasar Republik Indonegia Tshun 19435,
Pasal 18 ayat (6};

Undang-Undang Nomor 6% Tabun 1938 tentang
Pembentukan Daetah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-dasrah Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Musa Tenggata Timur |Lembaran Negara Republik ndenesia
Tahur 1958 Momor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 16497,

Undang-Undang Nemor 22 Tahupm 2004 tentang
Femerintahan Daerab Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 MNomor 125, Tambahan Lembaran Negama
Republik Indonesia Nomor 43437) sebagaimana teleh diubah
beberapa, kali, terakhir detigan Undeng-Undsng Nomor 132
Tahun 200# tentang Perubahan Kedue Atas Undang-Undeng
Notmor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintaben Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
4B44y;

Undang-Undang Nomotr 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang |Lembaman Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomot &8, Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia
MNomor 4720}

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang
Pambentukan Perabiran Ferundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tehun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor
2234y,

FPeraturen Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Fencana Tata Ruang Wilsyakh Nagional {Lembaran Negarma
Republk Indemesia Tahun 2008 Nomor 428, Tambahan
Lembaran Negama Republik Indonesia Nomeor 4833);

Permturan FPemerinteh Nomor 153 Tahun 2010  tentang
Penyelngmraan  Penataan  Ruang  {(Lemtharan HNegars
Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 5183);

Peratitan Pemetintaly Nomor 68 Tahun )10 tentang
Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan
Rueng (Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2010
Nemor 118, Tambahan Lemmbaran Negam Republik [ndonesia
Nomar S160);



Menetapkan

10,

11.

12,

Persturani Pemerintah Womor § Tahun 2013  (entang
Ketelitiann Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indemesia Tehun 2013 Nomor 8, Tarnbahan
Lembaran Nagara Republik Indemesia Nomar 3393);

Parafiran Daerah Provinai Bali Moot
3 Tahun 200} tentang Desa Peloaman |Lembaran Daerah
Frovingi Bali Tehun 2001 Nomor 29 Seri D Nomor 29
sebagaimana telah divbah dengan Peraturan Daerah
Provingi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Perubahan Atas
Perapuran Daerah Provinsi Bali Nemor 2 Tahun 2001 tentang
Dhesns Pakaaman (Lembaran Dasreh Provinsi Bali Tahun 2003
Nomor 11, Tambahan Lemnbaran Doerah Provinsi Bali Nomor
3}

Peraturan Dwaetah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Prowinsi Bali Tehun
009 - 2029 (Lembaran Deemb Provinai Bali Tahun 2009
Nomer 16, Tambahan Lernbaran Deerah Provina Bali Tahun
2009 Homaor 15);

Feramuran Dasmah Kabupaten Bangh Momot £ Tahun 2008
teritang Urusan yang Menjadi Kewenangan Petnerintah
Kabupeten Bangli {Lembaran Daerah Kabupaten Bangh
Tahun 72008 HNomor 8, Tambehan Lembarsn Deerah
Kabupaten Bangli Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAERILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGLI

Can

BLUIPATI BANGLI

MEMUTUSKAN .

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUFATEN BANGL] TAHUN 2013 - 2033
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12.

Undang-Undang Nomor 232 Tahun 2004 fenang
Fermerntahan Deerah (Lemberan Wegara Republis Indonesia
Tahun 2004 Momor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik mdonesiz Nomot 4437) sehagaimana telgh dinbeh
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor i2
Tahun 2008 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Teshun 2004 tentang Pemerintahes Daerah
iLembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2008 Nomor
5%, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Homor
4844],

Undang-Undang Nemor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Fuang (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambeahan Lembarm Negara Republik Indenesia
Nomor 4725);

Undang-Undang  Nomer 12 Tahun 2011 tentang
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2011 Nomor 82,
Tambehan Lembatan Megara Republik [ndonesia Nomor
2334,

Peraturan Pemerintah Nomer 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Buang Wilaysh Nasional (Lembatat Negara
Republik Indemesia Tahun 2008 Momer 48, Tambzhan
Lambaran Negara Republik Indonesia Momor 4833},

Persturen Permerititalh Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penatasn  Ruang (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lemberan Negara Republik Indonesia Normor 5103);

Feraturen Pemerntah Nomor 68 Tahun 2010 tentang
Benitukt dan Tata Cara Feran Masyarakat dalam Fenataan
Ruang (Lembarem Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 118, Tambabian Lembaren Negara Republik Indonesia
MNarmor 5 160);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Ketelitan Petz Rencana Tata Ruang {Lembaran Negara
Republik [ndonemia Tahunn 2013 MNemor B, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S39:3);

Peraturan Daerali Provitisi Bali MNomer
3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman (Lembaran Dacrah
Prordngn Bali Tahun 2001 Homor 29 Seri D Nomor 29
sebagaimana telah diubah  dengan  Peraturan  Daerah
Provinsi Bali Womor 23 Tabun 2003 Perubghan Atas
Peraturan Daereh Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Desa Pakraman (Lembaren Dasral Provinsl Bali Talhuan 2003
Nomor i1, Tambahan Lembaran Dasrah Previnism Bab Nomor
30

Petomitan Daerah Provinsi Bali Nomeor 16 Tabhun 30809

tenitang Rerwana Tatsa Rusng Wilayah Preving Beli Tahun
2009 - 2029 [Lembaran Daersh Provinel Bali Tahun 2009
Nomer 16, Tambahan Lembaran Dmerah Prowvinsi Bali Tahirn
2005 Nomor 15);

Feraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5§ Tahun 2008



MMenetapion

tentang Urusan yeng Menjadi Kewernangan Pemnetintah
Kabupatenn Hangli  {Lembgran Daerah Kabupaten Bangh
Tahun 2008 Nomer B, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bangli Homor 7).

Dengan Peraetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEEAH
KAPUPATEN BANGLI
dan

BUPATI BANGLI
MEMUTUSEAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEM BANGLI TAHUN 2013 — 2033



1.
a.
3

oe

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal |

Dalgm Feraturan Deerah ini, yeng dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Bangli.

Bupati adalah Bupat Bangli,

Dewan Petwakilan Rakvar Daerah yang selanjutnya
disshut DFRD adalah Dewan Perwabkiian Rakyat Daerah
Kabupaten Bangli.

Pemerintalh Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Bangh.

Tri Hite Kararno adalah {alsafah hidup masyarakat Bali
yang memuat tga unsur vang membangun keseimbangan
dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan
ruhan, mapizsia dengan manysia, dan manusia dengen
lingkungannya yang menjadi sumber kesejahterasn,
kedamaian, dan kehahagiaan bagi kehidupan manusia,
Ruang adalal wadah yang melipufi ruang darat, ruang
laut, dan ruang udara, termasuk tuang di dalam bumi
sebagai =atu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
makhluk lain  hidup, melekukan kegiatan, dan
memelihara kelangsungan hidupnyva.

Tata ruang adalabk wujud stuktur ruang dan pola ruang.
Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permulaman
dan sistem jaringan prasarane den sarana yang berfungsi
sebagal pendukung kegiatan sosial ekonomi masyaralket
vang secara hirarkis memiliki hubungan fungsicnal.

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam
suatz wilayah yang melipud peruntukarn ruang untuk
fungsi ndung dan peruntukan riang untuk fungsi budi
daya,

1. Penatpan ruang sdalah suani gistern proses perencanaan

11.
12,

13.

14,

15,

tata tuang, pemanfaatsn ruang, dan  pengendalian
pemanfaatan ruang.

Penvelengparaan penataan ruang adelah kegiatan
pengeturRn, pembinasn, pelaksanasn dan pengawasan.
Pengaturan penatasn ruang adalah upayas pembentukan
landasan hukum bag pemerintah, pemernintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota dan mesyarakat dalam
penataan ruang,

Pembinaan penataan ruarg adalah upaya untuk
meningkatkan kinerja PenAataan ruang Yang
diselenggarakan cleh pemerintah, pemenntahl provinsg,
pemerintah kabupaten fkota dat masyaralkat.
Felaksanaan penataan ruang adalah upayva pencapaian
tujuarn penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan
tata ruang, pemaniastan ruang, dan  pengendalian
pemeniaatan miang.

Pengawasan penataan  ruang Adalabh upaya agar

4



16,

17,

1E.

19
20,

21.

24,

23,

a4,

25.

26.

27,

28.

penvelenggaraan penataan ruang dapat diwuajudien
gesuzad  denpan ketentuan  peraturan perundatg-
undangarn.

Perencunaan tets ruang adalah suatu proses untuk
menentukan strukiur ruang dan poia ruang yang meliput
penvusunan dan penetapan rencana tata rlang.
Pemanfsatan ruang adalah upaya untuk mewujndban
strulktur taang dan pola ruang sesuai dengan rencana
tata ruang melalui penyusanan dan pefaksanaan program
beserta pembiayaennys.

Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk
mewujudkan tertib tata ruang.

Fencans tata ruang adalab hasil perencanaan tata riang.
Rencana  Tata Kuang Wilayakh Kabupaten, yang
selanjutnya disebut RTRWK, adalah hasii perencanaan
tata rueng vang merupakan penjebaran strategl dan
arahan kebijakan pemanfaatsn ruang wilayah nasional,
pulau/kepulauan dan provinsi ke dalam stuktur dan
pola ruang wilayah kabupaten.

Rencena umutn tata ruang adalah rencana tata ruang
yang dibedakan  menurut  wilayeh  administrasi
pemerintahan, secara hierarkhi terdiri afas rencana tata
ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah
provingi, rencana tate ruang wilayah kabupaten, dan
rencang tata roang wilayah kota.

Rencana tinei tata rueng adalah penjabaran dari rencana
umiimn kata Tuang yvang terdirl atas rencana tata ruang
pulau/kepulauan, rencana tata rueng kawasan strategis
nasional, rancana tata ruang kawssan strategis provinsi,
rencana detail tata ruang kabupaten/keota, dan rencana
tata ruang kawasan strategis kabupaten /kota.

Wilavalh adalah ruang yanhg merupakan kesatuan
geografis heserta segenap unsur terkait yang hatas dan
sistamanya ditentukan berdasarkan aspek administratlf
dan/etau aspek funpsicnal.

Keawasan adalah wilayah yang memiliki fangsi utama
lindung atau budi dara.

Kewasan lindung adalah lkawasatt vang diterapkan
dengan fungsi utame melindungi kelestarian lingkungan
hidup yvang rmencakup sumber daya alam dan sumber
daya buatan_

Kawasan budi daya adalah wilayah yang diteraplkan
dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar
kondisi dan Fotensi sumber daya alam, sumber daya
menusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan perkotaat: adalah wilavah vang mempunyai
kegiatan utame bukan pertanian dengan susunan funpgs
kawasan sebagei tempat  permukimen perkotasan,
pemueaian dan dietribust pelayanan jasa pemerintaban,
pelayvanan soginl dan keegiatatt ekonomi

Kawagan perdesagn adalah wilayah vang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan zumber
daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat  pertnukiman  perdesaan, pelayanan  jasa
pemerintahan, pelayatat aesial, dan kegiatan ekonomi.



9.

30,

31,

3.

33.

24,

35.

36,

37

38

IG.

40,

41

42.

43,

Kawa=an strategis adalah  wilavah yang penataat
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai peogaruh
sangat penting dalam lingkup provins tethadap ekonomi,
sosial, budaya, dan/atan lingkungan.

Kawasen ° strategis kabupaten adalah wilayah yang
penatasn ruangnya dipeieritaskan katena mempunyad
pengaruh sangat penting dalam lingkup kebupaten/kota
terhadap ekonomi, sosial, budays, danfatau lingkungan.
Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan
dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesusi  dengan
Ketentyan peraturan perundang-undangan.

Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut FKN
adalah kawesan perkotaan yang berfungsi untuk
melayani kegiatan skala internasional, nasional, ataul
beberapa provins.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut FEW
adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk
melavani  kegiatan skala provinsi  ataw beberapa
kabupaten / kota.

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PHL
adalgh kawasan petrkotaan yang berfungsi  untuk
melayani kegiatan skala kabupateni/kera atau beberapa
hecatmata,

Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PFR
adalah kawmsan perkotaan yang bedungsi untuk
melavani kegiatan skala kecamatan atan beberapa desa.
Pusat Pelayanan Lingkungan veng selanjutnya disebut
PFL adalah pusat psrmulkiman yang berfungsi untuk
melayani kegintan skala antar desa.

Kawasan Suci adalah kawasan vang disucikan oleh umat
Hindu seperti kawasan gunung, perbukitan, danau, mata
air, campuhan, laut, dan pantai.

Kawasan Tempat Suci adalah kawasan di selitar pura
yvang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentn
sasuai  status pura sebagaimana  ditetaplkan  dalam
Bhisama  Kesuwian Fura Pansadha Hindu DPharma
Indonesia Pusat (PHDIF) Tahun 1994,

Kawasan Hutan Lindung adalah kawazan hutan yang
memiliki  sifat  khas yang mampu  memberkan
perlindungan  kepada kawaman sekitarnya maupun
bawahannya szebagai pengatur tata air, pencegahan
banjir, =rosi, dan pemebharaan leanburan tanah,
Kawasan Resapan Air ardalah kawasan yang mempunyad
kemarmmpuan tinggi untuk meresapkan air hujen s«hingga
merupakan tempat pengisian air bumi (gkuifer) yang
berguna sebaga surmber ar.

.Sempadan Sunged adalah kawasan sepanjang kiri-kanan

sungai, terrpasuk sungai buatanfkanal/saluran irigasi
primer vang mempunyai manfast penting untuk
mempertahanken kelestarian fungs sunga:,

Kawasan selitar danau/waduk adalah kawasan schechling
danau atau waduk yang mempunyal manfal pending
untuk mempertahankan kelestarian fungei danau atau
wadul,

Kawasan Sekitar Mata Air adalah kawasan sekeliling mata



4d,

43,

46,

47,

48,

49,

51,

o,

air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian
fungsi mata ar.

Ruang Terbuka Hijau Kota vang selanjutnya disebut
RTHK adalah ruanpg-ruang dalam kota dalam bentuk
area/Kawasan TnaM P mematjang ahlt Vang
didominasgi cleh tumbuhan yang dibina untuk fungsi
rerlindungant habitat tertentu, danfatay sarana kota,
dan/fatau pengaman JAnngan  pPrasarans, dan/atau
hudidaya pertanian.

Kawasen Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian
alam darat Mmaupun  perairEn | Yang  terdtama
dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
Kawasan Cagar Budaya dan Thmu Penmgetahuan adalah
tempat serta ruang Jdi sekdtar bangunan bernilai budaya
tinggi dan sebagai tempat serta ruang di sckitar situs
purbakaia dan kawasan veng memiliki bentukan peclogl
alami yang khas.

Kawasan Daya Tark Wisata Khusus, yang selanjuniya
disebut KDTWK, adalah kawasan strategis pariwisata
yang berads dalam geografis satu atau lebih wilayah
admiptigtrasi desa/lkelurahan vang di dalamnya terdapat
potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggl,
ketersediaan fasilitas wmum dan fastlitas  panwisata
secaTa terbaras serta aktivilas sozial budaya tasyarakar
yang aalirig mendukung dalam perwujudan
kepariwigataan, namun pengembangannya angat
dibatasi untuk lebih diarahkan kepada upaya pelestarian
budaya dan linghungan hidup.

Dave Tarik Wisata, yang selanjutnya dissbut DTW, adalah
segala sesuaty yang memiliki keunikan, keindahan, dan
nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,
budaya, hasil buatan manusia serta aktivitas sosial
budaye masyarakat yang meniadi sasaran atau tujuan
lynjungan wigatawean YOng dapat berupa
kawasan /hamparan, wilayah desa/kelurahan, maaa
bangunan, bengun-bangunan dan lingkungan sekitarnya,
jalur wisata yang Ilokasinys tersebar di  wilayah
kahupaten, kota.

Kawasan peruntukan permukiman adalah bagian darn
lingkungan hidup d4i loar kawasan lindung, baik yang
berupa kawasan perkotasn maupun kKewasan perdesaan
vang berfungei sebagai lingkungan tempat tinggal ataul
linglaungan hunian dan tempat kegiatan yang menduklung
perikehidupan dan penghidupan.

- Kzwasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang

diperuntakian bagi kegistan pertanian dalam art loas
vang terdiri atas kawasan budideya tanaman pangan,
kawasan budidaya hortilkultura, kawasan budidaya
pericabunan dan budidaya peternakan,

Kawapan peruntukan perikanan adaleh kawesan yang
diperuntukkan bagi kepiatan perikanan yang terdiri atas
kawasan perikanan tangkap di laut maupun perairan
umum, kawasan budwdays, perikanan dan  kawasan
pengcishan hasil perikanan,

Kawagan peruntulan pertambangan adalah wilayab yang

7



53,

=L

33.

v,

8.

59

a0,

ol.

62,

memiliti sumber daye bahan tambang yang berwujud
padat, cair atau gas berdasarkan petajdata geclogl dan
merupakan iempat dilakukannya selurubh  tahapan
kegiatan pertambangan Yyang meliput] penyelidilkan
umum, tkaploreai, operasi produksi dan pasca tambang,
baik df wilavah darat maupun perairan

Pergturan Zonasi adelah  ketentuan yang Mmengatur
teritang persyarstan pemanfaatan ruang dan ketentuan
pergendafiannya dan disusun untuk sefap blol/zona
peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci
tata ruang.

Daerah Alitan Sungai vang selanjutnya disebut DAS,
adalah syatu wilayah daratan yang merupakan satu
Kegatuan dengan sungei dan anak-anak sungainya, yang
berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air
yang herasal dari curah hufan ke danau atau ke laut
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah
topografia dan batas di laut sampai dengan daerah
perairen yang masih terpengarub alktivitas daratan.
Bhisama Kesucian Pura adalah nornma agama YAIE
ditetapkan oleh Sabha Pendita Parisade Hindu Dharma
Indonesia Pusat, sebagal pedoman pengamalan ajaran
Agama Hindu tentang kawasan kesucian pura yang belum
dijelaskan secara lengkap dalam kitab suc,

. Sad Kertth adalsh enam sumber kesejahteraan yang

harus dilestarikan untuk mencapail kebahagiaan lahir dan
batin yvang terdiri dari atma kertth, wana kerfif, danu
kertih, segara kertift, jong Rertth dan jagot Kertih,

Tri Mandsals gdalah pola petnbagian witayah, kawasan,
dan/atan pekarangan vang dibag menjadi tiga tingkatan
terdiri atas utemn mandold, modya mandola dan nista
mandala,

Cotimes Pathe adalah simpang empat saloal vang ruas-
ruasnya mengarah ke empat penjurs mata angn (utara,
timur, selatan dan barat) dan diperankan sebagai pusat
[puser) wilayah, kawasan dan/atau deaa

Desa Pokraman adalah kesaruan masvarakat hukum adat
di Provinsi Bali vang mempunyai satu kesatusn tradisi
dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu
secars MArun termmurun dalam ikatan kahyangan tiga atau
kahyangan desa vang mempunyai wilayah terfentu dan
harte kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah
tangganya sendini.

Aung-owig Desa Pekromoan adalah peraturan-peraturan
baik vang tertulis meupun tidek tertulis dan telah
disepaket bersarma oleh Desa Pekramorn

Palemahan dese pakrarman adalah wilayah yang dimiliki
ocleh desa pekraman vang terdiri atas satu atau lebih
bangar pakraman vang tidak dapat dipicab-pisabloan.
Masyarakat adalaly orang =zeorang, kelompok orang
termasuk masvarakat bukum adat, lembaga dan/aray
badan hukoam non  pemerintghan vang  mewakili
kepentingan individu, kelompeok, sektor, profesi lawasan
atay wilayah tertentu dalam penyelenggaraan penataan.
TUAnE



63,

64,

a5,

&6

6T

68,

b9,

Peran Masvarakat adaleh partisipasi aktif masyarakat
dalam peratcanaan tata CUang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.

Tri Wana adalah penjabaran dati Konsep Waonade, yau
konsep pengklasifikasian hutan dalam tipa tipe antara
mencakup : Mahavana {merupakan huten lindung yeng
tdak biss dimasuki keglatan budidave dan sebagai
lambang yoni dalam  Agama Hindu), Tepovana (hutan
vang penub dengan flora, tanam-tanamat, pohon-
pohonan obat yang merupakan laboratorium pengobatan
alamiah, dan digutiakan olah orang suci sabagai asram,
pertapaan atau sebagal tempat-tempat suci, serta suaka
alarn dan Srvane sdalah  jenis hutan wvang dapat
digunakan untuk diolah dan dibudidayakan termasuk
sebagai tempat tinggal.

Taman Geologl (Geopark} adalah kewasan yang memiliki
makne sebagei suatu warisan geologi, yang menjadi
tempat penerapan  strategl  pengembangan  ekonomi
berkelanjutan, yang dilakuksn melalui manajemen yang
terstruktur bail dan realistik,

. Kgrang bengang adalah ruang terbuka hijau pade batas

antar desa/unit permukiman sebagai salah saru usaha
mempertahankan idetititas,

Argaforestry adalah metode pertanian dengan menanem
pepohonan hutan di lahan pertanian,

Reaort Polisi Hutan [RPH) adalel merupakan bagman dati
Keaatuan Fengelolaan Hutan, VAT bertugas
mengamankan wilayah administrasi pengelolaan hutan
sesual fungst pokek dan peruntulbannya, yang dapat
dikelola secara efisien dan lestar.

Badan Koordinesi Penatasn Ruang Daerah  yang
selanjutnya disebut BEKFRD adalah badan bersifat ad hoc
veng dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-
Undeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
i Kabupaten Bangll detr mempunyai fungsi membantu
pelaksanaan tugas Bupati dalam keoordinasi penataan
riang di daerah.

Bagian Kedua
Asan
Pasal 2

FTRWK didasarlan azas:

FTOCEm R

Tri Hita Korana,

Sad Kerfth;

keterpaduarn;

ktsernalan, kesalarasan dan kessimbargan:
keberlanjutan,

keberdayagunaan dan keberhasiguniaan,
ketarbuliaan;

lkebersamaan dan keroitraas;
perlindungan kepentingan wmamn,
kepastian hukum dan keadilan; dan
altuntabilitas,



Bagian ketiga
Fungsi
Pagal 3

RTRWK berfungsi sebagai pedorman untuk:

a.

b.

C.

=

peNVUSUNAN rEncANE  pembangunan jangka parjang
daerah,

penyusunan rencana pembangunan jangka menengah
daerah;

pemanfaatan dan pengendalian cuang dalam  wilayah
kabupaten, .
mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan
perkembangat antar  kecometan;kawasan, serta
keserasian antarsektor;

. penetapan arahan lokasi dan fungsi ruang uniuk

investasi,
panatean ruang kawasan strategis kabupaten; dan
penataan ruang wilayah kecamatan fkawasean.

Bagian Heempat
Kedudukas
Pasal 4

ETEWK berkedudukan sebagai:

a.

{1}

{2)

penjabarusi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinst Eali
dan menjadi matra ruang Rencana Pembangunan Janpksa
Fanjang Daerah;

acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangksa
Menengah Daerah dan Program Pembangunan Tahunan
Bacrah;

acuan penyusunan reicans detail tata ruang kabupaten
den rencana tats ruang kawasan strategis kabupaten;
dan

. acuan sukerta tata palemahan desa pokraman, yang

selanjutmya menjadi baglan dari  awig-awig desa
pakraman di seluruh wilayah Kabupaten Bangli.

Hagan Kelima
Wilayah
Fasal 5

ETREWHK Bangli mencakup ruang derat, rueng udara
termasuk ruang di dalam bumi menurut kKetentuan
peraturen  perundang-undangan, dengen luas ruang
daratan kurang lebih 52081 (lima puluh dua ribu
delapan puluh satu! ha atau 9,24 % [sembilan koma diga
empat persen) dari luas wilayah daratan Provinei Bali.

RTEWK Bangli, secars administrasi terdirl dam 4 {empat]
wilayah kecamatan, meliputi;

a. Kecamatan Tembuku;

b. Hecamatan Bangli,

¢. Kecamatan Susul; dan

d. Kecomatan Kintemani

L1



{3] Batas-batas wilayah Kabupaten Bangli mencakup.

a. Sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten
HKarangasem dan Kabupaten Klungkung;

h. Sebelah selatan berbatasan  dengan wilayeh
Kabupsaten Gianyar;

¢. Sehelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten
Gianyar, Kabupaten Badung, dan HKabupaten

- Buleleng; dan

d. Sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten

Bulsleng.

[4j Ruang Wilavah Kabupaten Bangh terdiri dari total
palemahan seluruh desa pakraman di Kabupaten Bangli.

(5] Peta wilavah administrasi lkabupaten sebagaimana
dimakeud pada ayat (2], teccantum dalam Lampiran |
vang moeTupakan bagian tidak terpisahkan  dari
Pereturan Draeraly ini,

BAE I

TUJUAN, KERLIAKAN DAN STRATEGI
FPENATAAN EUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesaru
Tujuan Penataan Rang Wilayah
Pasgal &

Penataan ruang wilavah kabupaten Dbertujusan  untuk
mewyjudkan riang wilavah Keabupaten yang hijau, produlef
dan berkelanjutan scbagail penopang pelestarian lingkungan
Bali yang berbasis keunikan alam, budaya dasrah dan
komoditas ungeulan pertanian, hortilultura, perkebynan,
tanaman kehutanan, petemakan, perikanan dan industri
kecil yang mendukung Kepariwisatsan guna mendorong
pEmerataan  pengembangan  wilaysh dan  kessjahteraan
maAasyarakat

Bagian Kedua
Kebjjakan Penataan Ruang Wilayah
Pasal 7

Kebijakan penatasn ruang wilayah kabupaten dikembangkan
untuk  mewnjudkan fujuan  penatasn  ruang  wilayah,
meliput:

a. pametetaan pengambangan wilayabh melalui peningkatan
pusat-pusat pelayanen  kewasan  perkotaan yang
terintegrasi dengan kawasan perdesasn;

b. peningkatan aksesihilitas antar wilayah, antar kawasan
perkotaan, dan antar kawasan perdesazn di selurdh
wilayah kebupaten;



¢. peningkaten jangkaven pelayvanan sistem Jaringan
prasarana i seluruh wilayeh kabupaten;

d. pemantapan Kabupaten Bangli yang hijau, produletif, dan
berkelanjutan sshagai pencpang pelestarian lingkungan
alam Bali;

e. pemantapan potensi keunikan alam dan budaya dasrah
sehdgri potenst epariwisalaan;

{. peningkatan peran kemoditas ungguian  pertanian,
hortkultura, perkebunan, tanaman kehutahan,
peternakan, perkanan dan  industn kecil untuk
mendorong perekonomian daerah; dan

g pengelolaan wileyah yang memperhatikan daye dulung,
dave tampung, mitigasi bencana dan adaptasi terhadap
perubahan ikdim.

Bagian HKetiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah
Pasal &

Strategi pemerataan pengembangan  wilayah  melalwi
peningkatan pusat-pusat pelayanan kawasan perkolaan yang
terintegrasi  dengan kawasan perdesaan, sebagaimana
dimakend dalam Pagsal 7 buruf a, meliputi:

n. memantapkan Kawasan Perkotaan Bangli sebagai PKL
aekaligus sebagai pusat ibukota XKabupaten dan pusat
pelayatian wilayah kabupaten, yang didukung 1 (satu]
Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLpj Kintamani dan ¢
etmpatj PPK mencakup Kewasan Perkotaan Susut,
Kawasan Perkotean Tembuku, KEawasaen FPerkotaan
Kayuamba, dan Kawasan Perkotaan Belantih /Catur,

b. mengendalikan perkembangan kawasan perkotagn dan
pusat-pusat kegiatan khusus yeng berpotensi cepat
tambyuh dan sedang tumbuh; dan

c. meningkatkan rentang kendali pelayanan adminisirasi
pemerintahan dan pemerataan pelavanan kawasan di
Kecarnatan Kintamani melalui pemekaran wilayah.

Posal 9

Stretegi peninglkatan alsesibilitas antar wilayah, antar
kawasan perkotaan, dan antar kawasan perdesaan di seluruh
wilayah kabupaten, sebagaimena dimeksud dalam Pasal 7
huruf b, meliputi:

&, meningkatken aksesibilitas langsung Kawasan Perkotaan
Bangli dengan Kawasan Perkotean Semarapura sebagai
PKW dan Kawasan Perkotasan Denpasac-Badung-Giarnyar-
Tabanan sshagai PKN melalui jaringan jelan nasicnal;

b. meningkstkan kusalitar dan keterpaduan sistem jaringan
jalan provinei, jalan  kabupaten, jelam  desa dan
penyeberangan di Danaw Batur,

c, membangun jatingan jalan bara untuk membuka
kantong-kantong produksi wilayah, memparlancar ars
laly lintas dan misimbula Lawasarn - Kawasan
pengembangan baty dan terisclasi terutama di wilayab
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2,

f.

Banpli [Hara,

membangun jalan bary kerider arah timur - barat di
Wawasan Perkotasn Bangli wuntuk meningkatkan
keterkaitan kawasan ke bukota Kabupaten,
meningkatkan alksesibilitas ke kawasan-kawasan dava
tarik wisata, dan

meningkatkan pelayanan angkutan LTI,
penyeberangan danau dan angkutan pariwisala.

Pasal 10

Strategi penitigkatan jangkauan pelayanan sistem prasarana
di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf ¢ untuk mendukung peningkatan preduktiitas
dan pemmerataan pelayanan kepada masyarakat, meliputi

a
b,

C.

meningkatkan penyediaan dan pelavenat jarngan Listrik
ke seluruh wilavah;

mengembangkan jangkavan pelayanan sistem jaringan
telekomunikasi secara merata ke seluruh wilayah;
mendayagunaken potensi sumber daya air yang ada untuk
melavani kebutuhan jaringan irgasi dan kebutuhan air
baku uniuk air minum; dan

meningkatkan pelayanan dan optitalisasi sistem jaringan
prasarana  lingkungan meliputi  sistem  pengelolaon
sampah, penyediaan ait mindm yang merata baile di
kawasan parkotaan dan perdesaan serta pengelolaan air
limbah.

Pazal 11

Strategi pemantapan Kabupaten Bangli vang hijau, produktif
dan berkelanjutan sehagal penopang pelestarian lingkungat
alam Bali, sebagaimana dimsksud dalam Pasal 7 hurud d,
meliputs

A

memantapkan kawsasan lindung yang telah ditetapkan
serara nasional dan provinsi mencalup hutan lindung
dan taman wisata alam;

memelihara kualitas sistem wilayah sungai lintas wilayah
dan celungan air tanab lintas wilayah;

mewujudkan kewassn berfungei lindung dengen luas
paling sedildt 30% (tiga puluh persen] dan luas wilayah,
menetaplan kawasan hutan ateu vegetasi tutuepan lahan
permanen paling sedikit 30% {Hga puluh persen) dari hzas
DAS,

melestarikan kawasan pegunungan stbagal  kawasan
TesSaApan air,

meleatarikan kawasan Deneu Batur ssbagei reserveir
wilayvah pravins] Bali dan pusat pengembengan sumber
daya perikanan yang lestari,

mengembangkat  sistern  pertaruan  dan  tanaman
kehutanan terintegrasi antara fungsi lindung dan fungsi
produlos;

mengembangkan partizspasi masyarakat dalam pelestarian
lingkungan; '

mengembangkan program reboisasi berkelanjutan pada
lghan-lahan lritia bail 9i kawasan lindung maupun di
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lusr kawasan lindung; dan

|. mengembangkan pertanian organik secarn bertahap
untuk mendukung Bali sebagei pulau bersih, orgenik dan
provinsd hijau {Bak elean and green}.

, Pasal 12

Strategl pemantapan potensi keunilan glam dan budaya
deerah sebagai potensi  keparpansataan, webagaimans
dimaksud dalem Fasal 7 huruf e, meliputi

a. tnemantapkan dan mendorong percepatan pengembangan
kawasan Kawasan Dava Tarilk Wisata Khusus Kintamam
sebagai Kawasan strategis Pariwisata yang bervawasan
lingkungan,

b. memantapkan dan mengembangkan sebaran daya tank
wisata dengan daya tarik keindahan alam, aletivitas
budays lokal, agrowisata pertanian dan hortiloultura,
agtowisats perkesbunan, agrowisata perikanman, wisata
apiritual, industri kecil, petuatangan dan olahraga, desa
wisata dan lainnya yang berbasia ekowisata;

¢, meningkatkan daya saing kawasan Gunung Berapi Satur
dan Danau Batur sebagai kawssan taman geologi (geo
peark) dunia yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana
penunjeng  kepariwisataan maupun standar mitigasi
bencana vang berstandar internasionat;

d. melestarikan kawasan gunung. danau, campuhan, mate
air sebagai kawasan suci dan melindomgl kelestanan
Lkawgsan tempat suci;

e. melestarikan  kawasan cagar  budava, bangunan
bersejarah dan/atau bernial arsitektur tingg dan khas,

i memantapkan iniegrasi pertanian delam arti luas dengan
pariwisata melalui  pengembangan  agrowisate dan
permasok industri pariwiseta; dan

E. menguatkan ehksistensi dess-desa tradisionel, desa
pekraman, subak dan organisasi kemasyarakatan tainnya
dalam memantapksn kearifan lokal sebagai pondasi
pengembangan patiwisata berbasis ekowisata.

Pazsal 13

Strategi peningkaran peran komoditas unggulan pertanian,
hortikultura, perkebunan, tanaman kehutanan, peternakan,
perkanan dan industri Keeil untuk mendorong perekonomian
daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf [
Thelipalti;

a. memantapkan, mendorong dan mengendalilan
perkembangan Kawasan Andalan Nasional Denpaser-
Ubud-Kintarmnam dengan unggulan kegiatan pariwisata,
pertartian, industri kecil dan perikanan;

bh. mengembangkan sistern pertanian terintegrasi berbasia
ggribisnis yang terintegrasi dengan agrowissata:

¢, meningkatkan days saing komoditas unggulan  kopi
arabika vang telah mendepatkan pengakuan sertfikat
indiktngi geografis, komoditas jeruk, budidaya perikanan,
hasil perkebunan dan hortikultura lainnya,

d. mendorong pengembangan  hutan  rakyat  sebagad
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pedukung pelestarian lingkungan dan bahan baku
industri kel

mendorong pengembangan kawasan Kayuambua sebagrl
pusat kegiatan perdagangan dan jasa wilayah serta
pengembangat kawasan industn kecll terpadu;
mengembangkan  kawasan agropolitan  peternakan di
kawdsan Tiga-Pengelumbaran, kawagan  agropolitan
perkebunan di kawasan Catur, dan kawasan agropolitan
hortibnrhura di kavwasan Songan

mengembangkan kawasan minapolitan i Kawagan
Danau Batur dengan tetap menjaga kelestarian Kawasan
Danau Batur;

meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil predulsi
ifdustri kecil dan menengah (TKM] melaiui pengembangat
kapasitas sumbergaya manusia, permodalan  serta
teknolegi untuk meningkatkan deya saing: dan
memantapkan dan meningkattan kegiatan perekonemiat
perdesaan berbasiz pertamian, hortikultura, perikanan,
industti  kecil, dan pariwisata kerakyatan dengan
kelembagaan wsaha ekenomi yang efskeif, efisten, dan
berdaya saing diseral dukungan sarana dan prasarana
vang snemadai;

Pasal 14

Strategi pengeloleen wilayeh yang memperhatikan daya
 dukung, daya tampung, mitigasl bencana dan adaptasi
terhadap perubahan iklim, sebagaimana dimaksud dalam
Pagal 7 huruf g, meliputi:

a.

mengembangkan  kawssan budidava dengan  slstem
agroforesiry pada kawasan budidaya dengan kemiringan
di atas 40% jempat puluh petsen),

mereboisasi  lahen  kritis di  kawasan lindung dan
rehabilitasi tanaman pada kawasan yang memilika fungs
pelestarian dan nilat ekonom;

mengembangkan kegiatan budidava yang mempunya:
daya adaptasi bencana dan mengendalikan Kegiatan
budidaya di seldtar kawasan rawan bencana;
mengembangkan RTHK minimal 40% [(empat puluh
peraen) dari luas kawesan perkotaan untuk membatasi
perkembangan kawasan terbangun;

mengembangkan Kawasan budidava perilzanan maksimal
5% {lima persen} dari luas perairan Danau Batur;
mengendalikan alih  fungsi lahan peranian  dan
membatasi perkembatigan Kawasan tferbangun skala
beaar pada kawasan perdesaan,

mensataplan kawssan-kawasan yang memiliki potenei
rawan bencana;

menetapkan sonasi kawasan rawan bencana  letusan
gunung berapi Batur mencakup zona terlarang, zona
bahaya dan zona waspada,

mengembatigikan sistern penanggulangan bencana, jalur
dan ruang evakuasi bencana wilayah aecara terpadu; dan
mengembangkan sistermm  pola  tanam, pembibitan,
maupun pemeliharaan tanaman pertanian yang adaptif
terhadap perubahan iklim,
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(1)

[2)

{3}

[

(1]

(2]

(3

(4]

BAE H
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KARUFPATEN

Eagian Kesam

Lmuam
Paaal 15

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, meliput

a. sistem perkotaan yang berkaitan dengan kewasan
perdesaan; dan

b. sistern jaringan prasarana wilayah,

Sistem perkotaan yang berkaitan dengan  kawasan
perdezaan, sabagaimana dimaksud pada ayatl (1} huruf
a, meliputi :

a. sistem perkotaan;

b. sistem perdessan,

Sistem  jaringan prasarana  wilavah, sebagaimana
dimakeud pada ayat {1] hurul b, meliputi

a sistem faringan tranasportasi sebagal sistem jaringan
PrABATATIA UTAMA;

siatem jaringan energ;

sietem jaringan telekomuntkas,

sigtem jaringan sumber daya air; dan

sistern jaringan prasarana wilayah lainnya.

&0

Peta rencana stuktur ruang wilzysh  kabupaten
sebagaimana ditnaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran |l yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Bagan Kedua
Zistetn Perkotaan
Pasal 16

Sistem perlotaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
15 ayat (2} huruf a, meliput ;

a. Pusat Kegiantan Loksl {PKL};

b. Pusat Kegiatan Lokal Promosa IPKLD); dan

e, Pusat Pelayanan Kawasan {PPK).

Pusat Kegiatan Lokal [FEL) sebagaimana dimalksud pada
ayat {1) buruf a mencakup Kawasan Perkotaan Bangli,
meliputi wilayah Keiurahan Cempaga, Kelurahan Kawan,
Kelurahan Kubu, dan Kelurahan Bebalang.

Pusar Kegiatan lLokal PFPromesi [PELp) scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup Kawasan
Perkotgat Kintamani meliputi kawasan perkotaan Desq
Kintamani, Desa Batur Seclatan, Desa Batur Tengeh,
Diesa Batur Utara dan Desa Bayunggede,

Puaat Pelayanan Kawasan [PPK) sebageimana dimaksud
pada ayat [1) humaf ¢, mencakup:
8. Kawasan Perkotaan Susut meliputi kawasan
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[5)

Rk

(2)

perkotaan Desa Susut dan Desa Julahan;

b, Kawasan Perkotaan Tembuku meliputi kawasan
perkotaan Desa Tembuku dan Desa Jehem;

¢. Kawasan perkotaan Belantih-Catur tmeliputi kawasarn
perkotaan Desa Catur dan Desg Belantih; dan

d. Kawasan gperkotaan Kayuamba meliput kawasan
perkotaan Desa Tiga dan Desa Pengelumbaran.

Feta sistem perkotnan sebagainana dimaksud pada ayat
(1), tercantum dalam Lampiran 1l yang merupalkan
hagian tdak terpisahkan dari Peraturan Dacrah il

Sistern Pengembangan Perdesaan
Pazal 17

Sistern  pengembangat perdesaan  sebagaimana
dimmakaud dalem Pasal 15 ayat (2] huruf b yang mengatur
gistem parkotasn, melipati @

a. pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
schagal pusat permuliman dan  kegiatan  =osial
ekonomi yang melayani kegiatan skala antar desa;

b. pengembangan Kewasan Agropolitan yang mendorong
turmbuhnya kota pettanian meladui benalannysa sistem
dan usaha agribisnis untuk melayani, meodorong,
menarik, menghela kegiatan pembangunan perteslien
tagribiznis) di milayah sekitarnya; dan

c. pengembargan Kewasan Minapolitan veang mendorong
tumbuhnya kota perikanan melalui  berjalannya
sistern dan wuwsaha penkanan untuk melayani,
mendoreng, TnenArik, menghela kegiatan
pembangunan perikanan di wilayah selatarnys.

Sebaran PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, melputi:

a. FPL Dausa melayani kawasan perdesaan Desa [auss,
Dega Sats, Desa Bantang, dan Desa Kutuh

b. PPL Sukswana melayani kewasan perdesaan Desa
Sukawana, Desa Sakin, Desa Subaya;

c. FPFL Pinggan melayani kewasan perdesaan Desa
Pirggan, Desa Belandingan;

d, PPL Manikliyu melayani kawasan perdezaan Desa
Manikliyu, Desa Langgahan, Desa Lembean, dan Desa
Bayung Cerik;

#. PPL Ulian melayani kawazan perdesaan UDesa
Bunutn, Desa Ulian, Desa Gununghail,

f. PPL Serahi melayani kawasan perdessan Desa Serahi,
Deaa Awan,

#. PPL Belancan melayani kawasan perdesaan Desa
Mangguh, Desa Belancan,

h. PPL Katung malavani kawasan perdesaan Desa
Katung, Dcsa BPanua, Desa Bonyoh, Desa Abuan;

i. PPL Sekardadi meclayani kawasan perdesaan Desa
LZekardadl, dan Deza Sekaan;

;. PPL Kedisan' melayani Ykawasan perdesaan Desa
Kedisan, Sebagian Desa Buahan, Sebagian Deea
Trunyan;
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(3)

(4]

15}

(1}

(2]

k. PPL Songan melayani lkewasan perdesaan Desa
Songan A dan Songan B; dan

1. PFL Suter melayam kawasan sehagian Desa Buahan,
Dess Suter, Dean Abangsongan, sebagian Desa
Trunyan, dan Desa Abangbatudinding;

m. PPL Pengotan melayani kawesan perdesaan Desa
Pengotan, Desa Kayubihi, dan Desa Landih;

n. PPL Taman Beli melayani kawasan perdesaan Desa
Taman Bali, dan Desa Bunudn;

o. PPL Abuan melayrni Kawasan perdesaan Desa Apuan,
Clesa Demulih, dem Desa Abuan

p. PPL Selat melayani kawasan perdessan Desa Selat
dan Desa Pengiangan, dan

g. PPL Yangapi wmelayani kawasan perdesaan Diesa
Yangapi, Desa Peninjoan, Desa Bangbang, dan Desa
Lindisan.

Sebaran lawasan agropolitan sebagaimana  dimaksud
pada ayat {1) huruf b, meliputi :

a. Kawesan Agropolitan Catur;

b. Kawgsan Agropolitan Promosi Songan, dan

c. Kawasan Agropolitan Promaosi Tige-Pengelumbaran,

Kewaaan perdessgn lainnya vang mempunyal potens
sistern agribisnis terpadu, dapat dikembangkan scbagai
kawasan agropolitan promosi.

Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢, mencakup kewasan minapobtan Danau
Batur sebagei tempat budidaya perikanan darat dengan
Keramba Jaring Apung (KJA), kegiatan pengelolaan
perikanan tangkap, dan pengolahan dan pemasgaran hasil
perikanarn.

Bagian Ketiga

Zistem Jaringan Tratsportasi
Fazal 18

Simtem jaringan (ransportasi sebagai sistem prasarans
utama wilavah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (3) huaruf a, diarahkan pade optimalisasi dan
pengembangan  sisternn  jaringan transportasi  datraf,
rreliputi

a. sistermn jaringan jalan;

b, terminal dan jaringan angkutan Wmuwm,

¢, penyeberangan di Danay Batur, dan

d. sistem sarana penunjang transgortas lainnya.

Peta sistemn faringan transportasi darat sebagaimana
dirnaksud dalam ayat (1), tercantum datam Lampiran IV

vang merupakan bagian tidak terpisgahkan dan Peraturan
Daerah ini.

Paragral 1
Sstem Jaringan falan
Fazal 19
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(1) Sistern jaringan jalen stbegaimana dimaksud dalam
Pasal 18 gyat (1) huruf a, meliputi
a. jalan kolektor primer;
b. jalan lokal primer; dan
¢, jalan sekunder

[2) Jalan keolektor primer sebagaimana dimaksud dalarn ayat
1) hutrwl a, merupaken jaringan jalan yang telah ada
meliput] :

a. Jalan kolektor primer-2 {K-2) menupakan bagian dar
ruas jalan koleWtor primer (K-2) Provinsi Bali yang
mielintasi wilavah, terdiri atas ruas jalan .

Bedahulu - Sribatu;

Bangli - Fenelokan,

Banghi — Smbatu;

Sribatu — Fenelokan;

Fatieiokan — Kubutarnbahan,

Panelokan — Sutet - Menanggs

Sengeh - Kintamari,;

Ubud - Tegalalang — Penelokan, dan

Ubud - Kedewatan - Kintamani;

b. Jalan Lkolektor primer-3 {K3) merupakan bagian dan
ruas jalan kolelgor primer (K-3) Provinsi Bali yang
malititasi wiltayah, terdini atas truag jalan :

1. Penelokan - Kedisan;

2. Kedizsan - Toyabungkah,

3. Bangli - Nongan,

4. Pengotan - Kintamani; dan

5. Diauea — Madenan - Bondalen;

el Bl

c. Jalan kolektor primer-4 (K-4) merupakan jalan
kolsktor primer vang tidek termasuk jelan nasional
dan jalan provinsi, terdiri atas ruas jalan !

1. Tamanbali-Guliang Kangin;
2. Bunutin-Selati;

3. Macingan-Selat;

4. Tanggahan-Seroloadan;

5. Serokadan-Bangunlemah;
6, Lumbuan-Susut;

7. Pengelipuran-Buungan-Tiga;

B. Sekardadi-Bayung Gede

0. HKitarmaro-Langgahan,

i0. Belantih-Selulung:

11. Tembulou-Tohpati;

12. Bangbang-Nyanglan,;

13, Bangbang-Penaga Latidih;

14, Suter-Penaga Landih, dan

153, Jahewm-Landih.

(3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, meliputi jalan-jalan di luar jalan nasional, jalan
provinei dan jalan kolekior primer {K-4] yang telah ade
vang menghubunghan ibukota kabupaten dengan
ibukota kecarnatan, ibikota kebupaten dengan pusat
desa, antar jbukota kecamatan, jbukota kecamatan
dengan pusat dess, dan antar desa.

1%



i) Jalan selunder sebagaimana dimaksud pada avat {1]
huruf ¢, merupakan jaringan jalan di seluruh kawasan
perkotaan di luar jelan sistem prnimer yang melintasi
kawasan perketaan vang telah ada meliputi

(3)

.

b

.

jaringan jalan yang menghubungkan pusat leota
dengan sub pusat pelayanan kota;

jaringan jalan yang menghubungkan sub  pusat
pelayanan kota dengsn  pusat-pusat  kawasan
permiukiman; dan

jaringan  jalan di dalamn  kawasan permukiman
perkotaan,

Usulan pengembangan dan penimgkatan jaringan jalan,
meliputi

B

pengembangan barma Tuss jalan Simpang Sidan -
Jalan Ida bagus Mantra yang berada di luar witayah
kabupaten, agar terintegrasi langsung memadi ruas
jalan lda Bagus Mantra - Simpang Sidan - Bangli
untuk meningkatkan akses langsung dari PKN
menuiu PEL Kawasan Perkotaan Bangli,

peningkatan fungsi jalan kolektor pnmer 3 [(K-3}
menjadi jelan keleker primer 2 (K-2), pada ruas jalan
Ubud - Kedewatan — Kintamani untuk mendulkung
pengembangan Kawassn Andalan Masional Denpasar-
Ubud-Kintamani,

. pengembangan baru tuas jalan Bayung  Gede-

Manikliyu-Belantih-Catur, umtLk membulka
aksesibilitas kawasan pengembangan kintamani dag
aekaligus mendukung pengembangan  Kawasan
Andalan Nasionel Denpasar-Ubod-Kintamati, dengan
fungei jalan kolektor primer-3 (K-3);

. pengembangat baru ruas jalan dad parkir Pura Ulun

Batur [Desa Batur Selatan] = Kuburan Cima [Desa
Batur Utara) sebagai jslan strategis prowvinsi untuk
memperlancar arus laly lintas regional menerus dan
kelancaran peleksanaan upacara  keagarmaan  di
sekitar Pura Ulun Danw Bator;

pengembangan baru ruas jalan dan peningkatan ruas
jalan antar wilayah Songan - Paleg dan Songan-Pradi
Kangin ke wilayah Kabupeten Karangasem, serta ruas
jalan Scngan - Pradi Kauh ke wilayah Kabupaten
Buleleng;

pengernbangatt baru ruas jalan lingker barat Kawasan
Perkotaan Bangli di wilayah Desa Bunutin Tembus
Kavwagan LC;

pengembengarn  baru  ruag jalan Desa  Bunutin
(Kecamatan Bangli - Banjar Talangjiwa, Desa 3elat
(Kecamatan Susut];

penpetibangan  baru  ruas  jalan  Kawasan LC
(Kecamatan Bangli) - Desa Demulih [Kecamatan
SusLt);

pengembangan baru ruze jalan Keturaban kKawan
(Kecatnatan Bangli) - Br. Tegalalzlang [Kecamatan
Tembuky] sampai kawasan Tohpati, Kabupaten

Klungkung,

Zi
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j. pengembangan haru ruas-ruas jalan di kawasan
perkotaan untuk melayani penpembangan kawasan
permuliman;

k. pengembangan baru  ruas-tuas  jalan  untuk
memperlancar perperakan antar dusun di kawasan
perdegast

. pengembengan baru ruas jalan Tandang-Buanasari-
Yeh Mampeh dan ruas jalan Songan-Blandimgan,
untuk mendukung jalur-jalur evakuas bencana pada
kawpsan rawan bencana gunung berapn Gunung
Batur ;

m. pengembangan baru ruas jalan untuk mendorong
pengembangan kawasan-kawasan daya tark wisata;
dan

n. pengembangan baru  ruas-ruas  jalan  untuk
meningkatkan akseaibilitas kawasan permukimean
teripolir,

Sebaran jaringan jalan  kabupaten  sebagaamana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c serta ayat (2] huruf

o, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Parapgraf 2
Terminal dan Janngan Angkutan Umum

Pazal 20

Terminal dan jarifigan angkutan umum sebagaumana
dimalsud dalam pasal 18 avat (1} huruf b, mehiputi :

a. terminal penumpang; dan

b. treyek emgkutan LrIum.

Terminal peoumpang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g merupskan jaringan prasarana angkuian
penumpang meliputi
a peningkatan fasilitas terminal Type B vang telah ads,

meliputi - _

1. Terminal Loksa Crana Bangli; dan

2. Terminal Kintamari.
b. peningkatan fasilitas Terminal Type C yang telah ada,

mehput !

1. Terminal Kayuamba: dan

2. Terminal Yangapi.
c. pengembatgan bam Terminal Type C, meliputi

1. Tertninal Belantih/Catur;

2. Termingl Kedisan, dan

3. Terminal Bayung Gede.

trayek angkutan umum sebagaimans dimaksud pada
avat (1) hurul b, merupakan jaringan pelayanan
anglcutan penumpang melipuati
8. travel angkutan kota dalem provinsi (AKDP) meliputi
fravek :
1. Terminal Kintammeni = Terminal Loka Crana Bangli:
2. Terminal Loka Crena Bangh - Terminal Type A
Menpwi (Kabupaten Badung];
3. Terminai Loka Crane Bangli - Terminal
Klungkung,

!
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4. Termitel Loka Crana Bangli - Terminal Batubulan
(Kabupsaten Gianyar),
5 Terminaj Kintamani - Terminal Penarukan
{Kabupaten Buleleng);
%. Terminal Loka Crana Bangh - Terminal Penatakan
(Kabupaten Buleleng);
7. Terminal Loka (rana Bangli -  Terminal
Kavuarnba/Terminal Yangaps; dan
8 Terminal Kintamani - Terminal Belanth/Catur
atall Tertninal Kedigan atau Terminal Bayungeede.
b, trayek angkutan perkotaan di Kawasan Perkotaan
Bangli atau Kawasan Perkotaan Kintameni; dan
c. trayek angkutan perdesasn ¢i kawasan perdesaan
Kecamatan Bangli, Kecamatan Susut, Kecematan
Tembuku, dan Kecamatan Kintameni.

Paragraf 3
Penyveberangan di Danau Batur
Pasal 21

Penyeberangan di Danau Batur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 syat (1) hurul ¢, merupakan rangkaian
kelanjutan sistem jaringen jalan i perairan danau Bartur
untuk melayari pergerakan penumpang dan panwisals,
eliputi .

a. dermaga penyeberangan;

b. trayek angkutan danau; dan

g. kapal denau,

Dermaga penyeberangan sebapaimana dimaksud pada
ayvat {1] huruf a, diarahkan pada pementapan dan
peningkatan koalitas dermega yang telah ada meliput
Dermaga Kedisah, Dermaga Toyabungkah, Dermaga
Terunyan, dan Dennaga KEoburan Terunyan,

Trayek angkutan danau sebagaimana dimaksud pada
avat {1} huruf b, adalah alur lintagan penyeberangan di
perairan danau Batar yvang tidak saling menggangiu
atau saling mendukung dengan jalur lintasan wisata,
kegiatan perikanan, dan kegiatan sesial keagamaan,
mencaloup

a. trayek Kedisan - Terunyan/Kuburan Terunyan;

b. ’&r&a:ek Toyabungkah - Teranyan/Kuburan Terenyan,

¢. trayek Terunyan - Kuburan Terunyan.

Kapal danau sebagaimana dimaksud pada avat (1) buruf
h, adalah moda anghutan berupa kapal danau yang
layzic jadlan dan memenuhi standar Keamanan sesual
ketentuan yang berlaku,

Paragraf 4
Sistem Sarana Fenunjang Transportesi Lainnya
Pazal 22
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(2]

(3]

(4]

Sistern saraps  penunjeng  transportasi lainnya
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 18 ayat [1) huruf d,
meliputi :

a. angkutan barang;

h. anglkutan penumpang tdak dalam trayek; dat

¢. manajernen dan rekayasa [alu lintas.

Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada apat t1]
huruf a, meliputi
a. anglutan barang meliputi :

1. arahan pergembangan terminal barang di Kawasan
Perkotaan Kavuambua untuk mendukung
penpgembangan  kawasan perdagangan dan jasa
wilayah;

2. arahan pengembangan terminal agribiznis uniuk
mengangkut barang hasil pertanian dan perikanan
maupun hasil pengolahanoya di Kewasen
Agropolitan dan Kawasan Minapelitan; dan

3. lalu Hntas angkutan barang diarahkan melalui
jalar jalan provinsi dengar fungsi jelan kolekior
primer 3 dan jalan lokal primer untuk termingl
agribisnis.

b, emgkutan barang khusus bebaran, meliputi:

1. jalur lintasan angkutan barang khusus bebatuan
di kawasan Balders Batur adalah jalur jalan Tabu -
Yeh Mampeh - Bukit Mentk — Culali, sevta jalan
Tandang — Bunasari — Yeh Mampeh; dan

2. pengaturan wakiu beroperasi anglutan barang
kHusus bebatnan di kawasen Kaldera Batur pada
jalur Penelokan-Kedisam

Anglutan penumpang Hdak dalem travek sebagaimana

dimaksnd pada ayat {1} huruf b. meliputi

a. peningkatan pelayanan fastlitas parkdr wisata dan
parkir bus panwisata terpusat di sekitar Museum
Sunung Apil Batur Penelckan; dan

h. pengermnbangan angkutan wisata khusus skala kecil
sebagai transfer moda angkutan bus pariwisata, yang
melayant angloutan wisata ke Danau Bawr, Dermaga
Penysberangan Trunyan, Kawasan Toyabungkah,
Kawasan Songan, reteana Kawasan Taman Geologl
(Geopark) Gunung Batur dan kawasan lainnya di
seputaran koridor Kaldera Batur.

marnsjemen dan tekayasa lalu lintas sebagaimana

dirnaksiud pada ayat (1] huruf ¢ meliputi

a. Manajemen daen rekavasa lalu lintas diloksanalkan
untuk mengeptimalkan penggunaan jeringan jalan
dan geraksn lalu lintas dalam rangka menjantin
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran
lalu iintas dan angkutan jalan.

b, Prnsip-prinsip manajemen den rekayasa lalu lintas
dilakulean dengan:
1, penyediaan fosilitas parkr;
2. penetapan prioritas angkutan umum;
3. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan

pejalan kald;
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pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;

. ptinisahan atau permnilahan pergeraken arus lalu
lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas,
dan alsesibilitas;

6. penyediaan jalur bersepeda di kawasan perkotaan

atou kawasan efelctif pariwisata;

7. pemaduan berbegai meda anglutan; dan

&. pengendalian lalu lintas pada persimpangan dan

ruas jalan.

4

Penyediaan fasilitas parkir, meliputi pervediaan

patkir terbuka untuk umum dan wisatawan terdiri

dar

1. pengembangan parkir wisata den parkir buy
pariwisata terpusat di sekitar Museum Gunung
Api Barur di Penelokan; dan

2. pengembangan kantong-kantong parkir skala kecil
untul  menunjang keglatan sosial  ekonomi
masyarakat dan kepariwisataan ssbegai stop over
tersebar pada kawasan perkotaen dan Kawesan
days tarik wisata.

Bagian Keempal
Sistem Jaringan Energl
Pasal 23

{1} Sistem jaringan energi schagaimana dimeksud dalam
Pasal 15 avat [3] humi b, meliputi -

a. pembangkit tenaga Liatrik,

b. transgmisi tenaga listrik; dan

2]

{#)

.

jatingan pipa gas.

Pembangkit tenaga listrik sebagaimana diihaksud pada
ayat (1) huruf a, meliputs ;

.

pembangkit tenaga listrik yang sudah ada meliputi
jaringan interkoneksi tenaga listmk Bali, yang
pembangkitnys berada di luar wilayah kabupaten
melalui  gardu distribusi  Kintamani dan  gandu
diseribusi Bangli; dan

pengembangan pembangkit  tenaga  listrik  (FLT)
altematf dari sumber energi terbarukan terdiri atas
PLT Mikro Hidro, PLT Biomasa, PLT Bayu, PLT Surya
dan PLT lainnya.

Trafiatnigi tenaga Metrik sebapaimana dimaksud pada
avat (1} huruf b, meliputi

=]

pemantapan interkoneksi fransmisi tenaga listrk
antar sistem, meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggl
[SUTTI dart Saluran Udara Tegangen Wenengah
[(3UTM} dar Gardu I[nduk [GI] Payangan <dan GI
Serongga di Kabupaten Gianyar di bantu Gardu
Distribusi Kintamani dan Gardu Distmbusi Bangli;
dan

h. jaringan transmisi  sefuruh  wilayah kabupaten

meliputi sistermn feeder Hota, fesder Kayubihi, feeder
Penolakan, feeder Penulisan, feeder Tembukuw,
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[o)

{1}

(2)

(3]

{4]

13}

penyulang Buahan dan penyuwang Susut.

Jaringan pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf b, dikembangkan terutama di Kawasan Perlkeotaan
Bangli dan KDTWK Bangli setelah melalui kajien,

Peta sistern  jaringan  tenaga  listrilk  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3], tercantum dalam
Lampiran ¥, merupakan bagian tdak terpisahkan dan
Peraturan Dlastah ini

FRagian Kelima
Sistern Jatingan Telekomunikasi
Pasal 24

Pengembangan aistem  jaringan telekomunilasi
schagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayae (3) huruf ¢,
diarahkan pada upava peningkatan  pelayanan
telelcomunikasi secara memadai dan merata ke seluruhb
wilayeh kabupaten dan secara maksitnal dapat melayani
telekomunikasi tingkat nasional dan intermasional.

Fenpembangan sistem  jaringan telekaotmunikasi

aebagpimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

a. jaringan terestrial meliputi sistern kabel dan sistemn
nirkabwel: dan

b, jaringan satelit.

Pengembangan jaringan  tergstrial  sistern  kabel,
sehagnimansa dimalkesud pada ayat (2) humaf a, diarahkan
pade:

a peninghatan kapasites lavanan stasiun  Telepon
Qtomat [STO) yang teiah ada meliputi 3TO Kintamani
dan STO Bangli:

b. pengembangan STO baru dan sesua perkembangan
kebutuhan pelayanan;

¢, pengembangan jaringan baru gecara
berkesinambungan untuk menyediakan pelavanan
telekomunikasi di seluruh wilaveh kabupaten;

d. pengembangan telekomunikasi  jaringan  label,
diintegrasikan penempatannya %esual  kapasitas
pelayanan, estetika lingkungan dan keamanan; dan

e pengembangan janngan kebel telepon bawah tanah
vang terintegrasi dan  terpadu  deéngat  jaringan
infrastruktur lainnys secara bertahap pada Kawasan
Perkoteen Bangll dan Kelurahan Belalang setts
Kawasan Efektil Pariwisata KDTWE Kintameni

Pengembangan janingan terestrial sistemn  nirkabel,
sebagaimana dimmaksud pade ayat (2} huruf a,
dlarahkan pada penataan lokesi menars telekomunikasi
dan Boze Trunsceiver Station (BT3)  terpedu uniuk
pemanfaatan secara bersama Aniar Operator  yYeang
sebaran lokasinya ditcteplkan dengan  Peraturan
Gubernur dan /atau Peratran Bupaiti,

Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada avat (2]
huruf b, dikembanghkan untuk melengkapl =istem

5



6]

(1)

{2}

()

[4)

jaringsn terestrial terutama untuk kawasan-kawabarn
terpencil dan terisolir,

Peta sistern jaringan  telekomunikasi sebagaimana
dimeksud pada ayat (2] huruf a, tercantum dalam
Lampiran VI, merupakan bagian tidak terpisabkarn dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistemn Jaringan 3umber Dava Air
Fasal 25

Pengemmbangan sistem  jaringan sumber daya  air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat {3] huruf d,
diarahkan pada periindungan den pelestarian sumber
daya air, pendayagunaan sumber daya ajr, dan
pengendalian daya rusak air meliputi ;

a. sistatn wilayah sungad;

h. celmngan air tanab (CAT);

c. sistem jaringan irigasi;

4. sistem pengelolaan air baku untuk air minuem; dan

e, gigtern pengendalian banjir.

Sistern wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam
pada avat (1) huraf a, merupakan bagian dari
pengelolaan Wilayah Sungai Bali-Penida (WS Strategis
Nasional} pada sebagian Sub W3 03.01.01, Sub WS
03.01.1Z, 3ub W5 03.01.13, Sub W5 03.01.18, dan Sub
WS 03%.01.19 yang terdin atas 1 (satu) buah danau dan
14 Daerah Aliran Sungai (DAS} 20 lintas wilayah,
melipuifs :

Danau Batur;
sebagian DAS Bubuh;
sebagian DAS Melangit;
gehagian DAS Sangeang.
sebagian DAS Ayung:
gehpgion DAS Yehalang,;
sebagian DAS Anyar;
. sebagian DAS Batas,
sebagian DaS Silagading Tiga;

sebagian DAS Puseh;
. sehagian DAS Jinah;

sehagian DAS Luah;
. sebagian DAS Bungbung;

sehagian DAS Pengsangan; dan
0. ssbagian DAS Deling.

Danau Batur sebagaimana dimakeud pada ayvat (2] hutuf
a, metupakan danau alam yang merupakan sumber air
permukaan terbesar di Pulau Bali dengan luas kawasan
perairan kurang lebih 1 667 ha [seribu enam raius =narm
puluh tujuh) terietal di Kecarmnatan Kintamani.

Cekungan air tenah {CAT) sebagaimana dimaksud pade
ayat (1) huruf b, di wilayah kabupaten merupakan CAT
lintas kabupaten/kota meltiputi sebagian CAT Tejakuia

S TRTrOEe T ACTR
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(7]

dem sebagion CAT Denpasar-Tabanan.

Sigtemn jaringan irigasi sebagaimana dimakeud ayat (1)

huruf ¢, meliput :

A, Bistem  jJarmgan  irigas  kewenangen pemerintah
provinsl meliputi 4 Daerah Irigasi (D] dengan luas
kurang letih 617 {enam ratus tujuh belas) ha meliputi

1. T Apuzan dengan luasan kurang lebih 160 (geratus
enam puluhj ba;

2. [ Bekutel dengan luasan kurang lebih 224 (dua
ratus dua puluh empat) ha,

3. D] Tembuku dengan luasan kurang lebih 152
[seratus limg puluh dua] ha; dan

4, DI Padpadan dengan [uasan kurang lesbih &1
(delapan pulih satu)] ha. .

b. sistem  jaringan idgasi kewenangan pemerintah
kabupatsn /kota melipoti 48 Daerah  [rigasi (D)
dengan lues kurang lebih 3668 [tiga ribu enam ratus
enam puluh delapan) ha, tersebar di seluruh wilayah.

Penanganen sistem  jaringan  inigasi  sebagaimana

dimaksud pada avat [5) ditujuken untuk mendukung

ketahanan pangan nasional, ketahanan budeya dan
pengelolaan lahen pertanian berkelanjutan, meliputi

a. pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas
pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi yang
telah ada untuk melayani artal pergawahan yang
ditetapkan Tnasnya secara berkelanjutan,

b. pembanpgunan Waduk Jehem dan Waduk Lembah
Pantunan untuk mendukung ketersediaan saur baku
untuk jaringan irigasi;

c. mempertahankan produktvitas lahan sawah vang
telah ada dalam rangka ketahanan pangen termeasuk
Lketpheanan aistemn budaya Bali dan Sistern Subak yang
menyertainys;

d. pendayagunaan potensi mata air dan sair tanah Yang
tersebor hampir merata di wilayeh Kabupaten pada
kawasaty vang mengalami kesulitan air permukaan
terutama untuk keperluan pertanian yang terditi atas
perkebunan dan hortikultura; dan

e. pendavagunaan air permukaan Danau Batur untuk
trigaal pertaniarn hortibultura secara terbatas.

Alstem pengelolaan amir bake wntuk  air  minum
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d, meliputi
permanfaatan sumber-sumber air baku permukaan dan
pir tansh mencakup pembangunan, rehabilitasi serta
operasi dan  pemelibaraan sarana dan  prasarana
pengelolaan air haky untuk air minum melalui:

a. Pemanfastan Danaln Batur, sungai-aungai di sebagian
W5 Beli-Penida, =zerta cekungan air tanah lintas
Lkabupaten, kota sebagai sumber air baku permukaan;
dan

b. pendayagunaan sumber-sumber mata air, air tanah
untuk memperiuag sediaan air baku untuk pelayanan
aiT minum,
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(1]

(2

(3]

(4]

Sistermn pengendalian banjir sebagaimana dimal¢sud pada
ayat (1) haruf e, meliputi pembangunan, rehabilitasi
gerta  operasi dan pemeliharaan  bangunan-bangunan
pengendali banjir, normalisasi sunpal didukung oleh
upaya-upaya non stuktutval seperti mistem peringatan
dinj dan pemetaan kawasan rawan banjr.

Peta asizstem jaringan sumber daya air sebagaimana
dimakaud pada ayat (1§, tercantum dalam Lampiran Vi
merupakan bagian yang tidak terpisahken dari peraturan
dasrab ind.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringsn Prasarana Wilayah Lainnya
Paaal 26

Rencata pengembangan sistem  janngan  prasarana
wilavah lainnya, sebagaimana dimaksud dalem Pasal 15
ayat (3] huraf =, meliputi:

a. sistern penyediaan air minum [SPAMY

L, sistem pengelolaan sammpah;

£, gistem pengelolaan air limbah;

d. sistem penanganan drainase; dan

e. penyediaan jalur dan ruang evakuast bencana.,

Sistern penyediaan air minum {SPAM] sebagaimana

dimaksud pade gyat [} buruf a, meliputi

g penlngkatan dan pemeratean pelayanen air minum
perpipaan dan non parpipaan di kawasan perkotaan
dan kawasan perdesaan di seluruh wilayah;

L. pengembangan Sistem Penyedizan Air Minum {8PAM)
perdesaan pada kawasan-kawpsan perdesaan yang
tdak terlayeni jaringan air minuim perpipaan yang
dikelola Perusahaan Daerah Air Minum [FDAM)
Bangl; dat

c. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAL]
di wilayah dilalukan dengan dua sistem, meliputi ;

1. sistem pemointpaan bagi kawasan pelayanan yvang
sumber air bakunya lebih rendah meliputi FDAM
Init Kubu/Kayubihi, Unit Kintamani, Unit Malet,
Unit Peninjean, Unit Ternbuky dan Unit Undisan;
dan

2, sistern gravitasl bagi kewasen pelayanan yang
aumber air bakunya lebih tinggl meliput PDAM
Cabang Bangli, Unit Tatnanbali, Unit Dermulih,
Unit Susut/Selat, Unit Abyan / Apuan,.

Sistam opengelolnan sampah =ebagasmana  dimaksud

pads ayat (1) haruf b, mencakup penyelengearaan sistem

pengelolaen sampah dan penanganan sampah.,

Penyelenggaraan siatem pengelolaan sampab

sebapaimana dimalksud pada ayat (3], mencakup:

a. pengurangan sanpall wntak sampah rumah tangga
dan sampah eejenis sampah rumah tangea mehput
pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang

18



(3]

(o]

{7)

(8]

sampah, dan/atau permaniaatan kembali sampah;

b. penanganan sampah untok samnpah rumah tanges
dan sampah seienis sampah rumah tanggs meliputi
pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan, dan pemrozesan akhir; den

. pedoman pengelolaan sampall spesifik akan diatur
dengan Peraturan Bupati, .

Penanganan sampah, sebagaimana dimaksaud pads ayat

{3], dilaksanakan melalui:

2. sgampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah
tangga  dikumpulkan  setelah melalui  tahapan
pengurangan sampah, ke tronsfer depo atau ke
rtempat penampungan sementara [TPS) tersebar di tiap
desa di tiap kecamaran selurub wilayah kabupaten
oleh; dan

b. pengurangan sampah  di trapsfer depo atau TPS
sebelutn diangkut ke tempat pemrosesan akhir (TPA}

Tempat pemrosesan akhir (TPA) Kebupaten terletak di
Dusun Bangklet, Desa Kayubihi, Kecamatan Bangli,
sekaligus merupakan TPA Regional Bengli melayani
seturuh wilayah Kabupaten, sebagian wilayah Kabupaten
Gianyar [Kecamatan Payangan, Kecamatan Tegalalang
den Kecamatan Tampaksiring), dan sebagian wilayah
Kabupaten Karangasem [Kecarnatai Sidermern,
Kecamaten Rendang dan Kecamatan Selat).

Penyelenggaraan  sistem  pengelolaan  air  limbab
sebagaimana dimaksud pada ayat (1], hurnaf ¢, dilakukan
dargaty;

a. sistern  pembuangan  air limbah  setempat  yang
dilakukan secara individual yang diarahkan terutama
pada kawasan permulkimen yang letaknya tersebar
dan di kawasan perdesaan;

b. sistem pembuangan air lUmbah terpusat yang
dilakuken secara kolsktil melalui jaringan pengumpul
dan diolah serta dibuang secars ferpusat yang
diarahkean pada kawasan yang padat kegiatan,

c. mistern  pembuangan  terpusat  skala  kecil pada
kawasan permukiman padai perkotaan yang tidak
terlayani sistern jarlngat gir limbah terpusat kKota
dalam bentuk Sistemn Sanitasi Masvarakat (Sanimas);
dan

d. pada kawasan peiayanan yang memiliki karakterisitik
kualitas dan kuantitas Air limbah  vang sangat
berbeda, dengan lingkungan sekitarnya, di arahkan
untuk memiliki sistem pengolahan dan pengelolaan
secara tersendin  [seperti : kawasan induatri, remah
sakit, hotel, rumal makan dan sebagainva).

Fengembangen sistem pembuangan air limbah terpusat

sebagairmana dimaksud pada ayar (7] huruh b, di

Kabupatenn beserta wilayah pelayanannya dalam fangka

menengah, diarehkan pada -

a. Kawasan Ferkotaan Bangli meliputd  Kelurahan
Cempagr, Kelurahan Kawan, Kelurghan Kubu, dan
Kelurahan Belalang;
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b. Kawasatn Perkotzan Kintamani meliput Desa

Kintamani, Desa Batur Sslatan, Desa Batur Tengah,
Desa Batur Utara, serta Desa Bayunggede; dan

c. Kawagan Daya Tarik Wisata Toyabungkah dan pusat-

pusat kawasan daya tarik wisata lainnya.

[9) Sistem penanganan drainase sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruh 4. meliputi
A Pengembangan sistem janngan drainase didasarkan

atzs kesatusn sistem dan sub  sistem tata ear
meliput janngan pnmer berupa  sungaiftukad
utama, jaringen sckunder berupa parit atau saluran-
saluran vang ada di tepi jalan dan jaringan tersier
erupa saluran - saluran kecil yang masuk pade
kawasan perumahan;

pembangunan sistem pembuangan air hujen yang
terintegrasi mulai  dari  lingkungan  perumahen
gampesi saluran Jrainase primer yang dilengkap
bangunan pengonirol genangan, bak penampung
gedimen, pemburten keonstruksi baru  berupa
turap/senderan, rehabilitasi saluran alam vang ada,
pernbuatan parit infiltrasi, operasi dan pemeliharaan;
datt

pemisahan antars jaringan drainase dengan janngan
irigasl dan jaringan air limbah.

{10y Penyedizan jalur «dan ruang evakuasi bencana,
sebagaimane dimeleud pada ayat (1] huruf e, meliputi

H,

b.

g.

jalur-jalur jalan vang digunekan sebagai jalur
pelarian darurat bila terjadi bencana tanah longsor.
bencana kebakaran, bencana gunung herapi, atau
banjir menuju ke tempat yang lebsh aman, terdiri
atae jalan-jalan yang posisinya berlawanan dengan
arah datangnya Rencana;

jalur-jalur jalan yang digunakan uniuk membawa

kotban bencana ke ruang evakuasi bencana, dan

riang evakuasi bencana dapat berupa :

1. lapangan olah rage terbuka di tiap Kawssan
Perkotaan dan di tiap Kawasan Ferdesaan;

2. gedung clah raga atau gedung serbaguna di tiap
Kawasan FPerkotean dan di tiap Kawasan
Ferdesaan; dan

3. rumah sakit terdekat atau rumah saldt rujukan.

{11] Peta sistem jaringan prasarana air minum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran
VI, serta Peta rencena sistem prasarana lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6 dan asat (3],
tercantum dalam Lampiran [X, merupakan bagian yeng
tidalk terpisahkan dart peratutran daerals ini

Bapg IV

RENCANA POLA RUANG WILAYVAH KABUPATEN
Bagian Kesatl
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(1}

12]

(3

{4)

Limum
Pasal 27

Rencana pola ruang wilayah kebupaten, meliputi :
a. tencana pengembangan kewasan lindung, dan
b. rencana pengembangan kawasan budidaya.

Rencana pengembangen kawasan lindung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} huruf a, meliput

a. Kawasan butan hndang,

b. kawasan vang memberikan perhndungan kawasan
bawabannya;

¢, kawasan perlindungan setempat;

d. kawasan sueka slam, peleatarian alam, dan cagar
budava,

e, kawasan rawan bancana alam,

[. kawasan lindung geolegy, dan

g. kawsasan lindung Jainnya.

Renrana pengembangan kawasan lindung sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf a, seluas kurang lebih
10.672 [sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh dua) ha
atau 20.5% [dua puluh koma lima persen) dari luas
wilayah.

Rencana pengembagan kawasan budidaya
atbagmmana dirmakesud pada ayat (1) huruf b, meliputi
Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas,
kawasman hutan ralcyet;

lkawasan paruntulkan pertanian;

kawasan peruntukan perikanan;

kawasat peruntukan industr;

kawasan peruntukan pariwisata,

hkawasan peruntukan peonukimasn,

kawasan peruntukan periambangan; den

kawasan peruntulkan pertahanan dan keamanan.

R AN TR

(5] Rencana pengembangan kawasan budidays sebagaitnana

)

oy

(&)

dimaksud pade ayat (1) huruf b, setuas kurang letih
41,409 {ampat pulull satu ribu empat ratus sembilan] ha
arall 79,5% [tyjuh puluh sembilan koma lima persen)
dari Tuas wilayah.

Rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana
pengembangan kawasan budidaya yang berfungsi
itndung dalam rangka mengemban fungsi  wilavah
Kabupaten sebagai kawasan resapan air Provinsi Bab
diarahkan seluas kurang lebih 41985 [empat puluh satu
ribu sembilan ratus delapan puluh lima) ha atau 50.61%
idelapan puluh koma e¢nam satu persen| dar luas
wilayah

Pesta rencana pola  reang wilavah | kebupalen
sehageimana dimalcsud pada ayat {1}, digambarkan pada
peta  dengan  tingkat  ketelitien minimal  1.50.000,
tercantum dalam Lempiran X dan merupakan bagian
yang tidak terpisankan dar Peraturan Daerah i,

Peta rencana kawasan lindung wilayah kehupaten
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sebagaimana dimeksud pada avat [3), tercantum dalam
Lampiran X1 dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Feraturan Daerah ini.

(%) Feta rencana kawasan budidaye wilaysh kabupaten
sebagaitnana dimaksud pada ayat (5), tercantun dalam
Lampiran Xl dan merupakan bagian vang tidak
terpisahikan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Rencans Pengembangan Kawasan Lindung

Faragrafl 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 28

"Kawasan huten lndung, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 eyat (2) huruf a, mencakup luasan kurang lebih
5.23% fenam riby dua ratuse tiga puluh sembilan] ha atau
11,98% (acbelas koma sembilan delapan persen) dar luas
wilayah kabupaten, meliputi :

a Hutan Lindung Munduk Pengajaran, seluas Kurang lebib
£13 {enam ratus tipga belas) ha;

L. Hutan lindung Gunung Abang Agung, seluas kuransg
lebih 14.006 (#mpat belas nbu enam) ha, yang masuk
wilayelh Kabupetsn Bengli seluss kurang lebih 1,407
geribu empat ratua tujuh) he; dan

¢. Hutan Lndung Penulisan Kintameni, seluas kurang lebih
5.664 [lima ribu ¢nam ratus enam puluh empatjha, yang
masuk wilavah Kabupaten Bangli seluas kurang lebih
4,219 [empat ribu dua ratus sembilan belas} ha.

Paregmf 2

Kawasan Yeng Memberikan Perlindungan Kawasan
Bawghannya
Pasal 2%
Kewasann yeang memberikan  perlindungan  kawasan
bewahannve sebagaimana dimeksud dalarn Fasal 27 ayar i2)
huruf b, mencakup kawasan resapan air yang tersebar pada

bagian tengah dan utara wilayah Kabupaten, baik dalam
bentuk kawasan hutan maupun perkebunan.

Faragral 3
Kawagan Perlindungan Setempat
Pasal 30

Kawasan perlindungan setempet, sebagaimana dimalesud
dalam Pasal 27 ayat (2} huruf ¢, meliputi:

a. keawasan suci;

b. kawasan tempat suci;

¢ kawasan sempadan sungai,

d. kawasan sempadan jurang;
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a,

f.

{1]

2]

(3]

{4}

k3]

(6}

{1}

[2)

kawazan sernpaden Danaw Batur; dan )
kawasan ruang terbuka hijau den ruang terbula hijau
kota (RTHK}.

Paanl 31

Kawasen suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
huruf a, meliputs:

a4, kawasan suci gunung,

b. kawasan auci danau;

Cc. kawasaty auci campubatt;

d. kawasan suci mata air; dan

e. kawasan suci cathus patha.

Kawasan suci gunung sebagaimana dimaksud pada aryat
(1} huruf &, mencakup seluruh Xawasan dengan
Lemiringan sckurang-kurangriya 45 (empat lima) derajat
pada badan gunung menuju ke puncak gunung yang
ada di wilayah kabupaten mencakup Gunung Batur,
Puncak Qunung Penulisan, dan leteng Gunung Abang;

Kawasan suci danau sebagaimana dimaksud pada avat
{1} huruf b, mencakup Kawasan Danau Batur beseria
sernpadan danaunya;

Kawasan suci campuhan sebagaimana dimaksud pada
gvat (1] huruf ¢, sebaran mencakup pertemuan aliran
dua buah sungsi di wilayah kabupsatern;

Kawasan sucl mate air sebagaimeana dimaksud pada
ayat {1) huruf d, sebaran mencakup tempat-tempat mata
air di wilayah kabupaten yang difungsikan untuk tempat
melangsungkan upacare keagamaan hagt umat skala
wilayah kabupaten maupun provinsi Bali, dan

Kawasan auci cathus patha sebagaimnana dimalsud pada
avat (1} huruf e, sebaran mencslup persimpangan-
.persimpangan utama wilayah atau desa pekraman, yang
difungsikan sebagai tempet pelaksanaan upacara tquur
kesonga, vang harus terlindung dari kegiatan yang dapat
mengganggu pelaksanaan kegiatan nitual keagamaan.

Kawpgan Tempat 3uci
Pasal 32

Kawagan tempat suci sebagaimaoa dimaksud dalam

Pasal 30 huruf b, merupakan kawasan radiug kesucian

pura, meliput:

a kawasan radius kesucian Pura Sad Kahyangoan,

b. kawasan radius kesucian Fura ODang Kahygangan dan
Pura Kahyangan Jagad lawirtyd, dan

¢. kawasan radius kesucian Purg kehyangan Tiga dan
pura lainnya,

Kawasan radius kesucian Pura Sad Hahyongan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf g mencakup
kawssan radius kesucian Pura Ulun Canu Batur, di Desa
Batur, Kecarmnatan Kintamani.
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(3] Kawasan radius kesucian Pura Dang Kehyangan dan
'Pura Kahyangan Jagat lainnye sebagaimana  dimaksud
pada ayat (1], huruf b mencakup kawasan sekitar
a. Pure Puser Tasik, di Desa Bangbang, Hecamatan

Tembulbo,

b. Pura Pucak, di Desa Demulih, Kecamatan Susut,

o Pura Bukit Jat, di Deza Buputin, Kecamatan Bangli;

d. Pura Kehen, di Desa Cempaga, Kecamatan Banghi;

e. Pura Pucak Hayng Ukir, di Desa Kubu, Kecamatan
Bangli;

{ Pura Pucak Fandaken, di Deza Kubu, EKecametan
Bangli;

g, Pura Hyang Waringin, di Desa Kubu, Kecamatan
Bangli;

h. Pura Tuluk Bivu, di Desa Batur, kecamatan
Kintarmai;

i, Pura Alas Arum, <1 Desa Batur, Kepamatan
Kintamani;

j. Pura Jat, di Desa Batur, Kecamatan Kintamani;
k. Pura Penulisan, di Dese Sukawana, Kecamatan

Kintamani,

|, Puta Indra Kila, di Desa Dausa, Kecamatan
Eintameni,

m. Pura Balngkang, di Desa Pinggan, KEecamatan
Kitntamani;

n. Pura Tuluk Piyu, di Desza Suter, Kecamatan
Kintamani;

o. Pura Mungpu, di Desa Suter, Kecamatan Kintamani;

p. Pura Dukul, di Desa Suter, Kecamatan Kintamant,

g. Pura Ulun Danu Songan, di Pesa Songan A,

Kecamatan Kintamani;

. Purg Pancering Jagat, ¢i Desa Trunyan, Kecamatan
Kintamani;dan

5. Pura PBukit Mesntk, di Desa Batur, Kecamatan
Kiritatrami,

4] Kawasan radins kesucian Pura Hehyangon Tiga dan pura
lainnya sebagoimana  dirmaksud pada ayat (1), huruf c
mencakup seluruh kawasan Kahyangan Tiga dan pura
lainnya yang tersebear ssluruh wilayah Kabupaten dan di
tap-Hap desa pakraman.

Kawasan Sempadan Sungai
Pazal 33

Kawasan sempadan sungei, sebagaimana diunaksud delam
Fasal 30 huruf ¢, sebarannya mencakup sempadan sungai di
kanan dan kit sliran 14 {empat belas) sungai yang ada di
Kabupeten yang merupakan hulu dari sistem sungai pada
wilayan kabupaten di bagian selamn, mencekup sémppadan
sunigai Tukad Barong (anak Tukad Bubuh}, Tukad Tingas.
Tukad Belok, Tulkad 3ama [anak Tukad Melangit), Tukad
Bila, Tukad Belitiung (anak Tukad Sangsang), Tukad Bangun
Lemmgh, Tukad Mundung, Tuked Daah, Tukad Basingah,
Tukad Bengsari, Tukad Tingkad Batu, Tulad Geria {anak
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Tukad Pakerisgn), dan Tukad Juuk.

Kawaszan Sempadan Jurang
Pasal 34

Kawasan sempadan jurang sebagaimana dimaksud dalam

Faszal 30 huvuf d, sebarannya meliputi:

a. sempadan jurang pada alivan sungei;

k. sempadan jurang pada dinding kaldera Gunung Barr;

¢, sempadan jurang pade kawaszan hutan, pegunungan dan
perbukitan; dan

d. sempadan jurang akibat perbedasn komtur tahen di luar
vang disebutkan di atas, yene memenuh  kritena
sernpadan jurang. -

kawasan Sempadan Danay Batur
Faszal 35

Kawasan sempadan Danav Batur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal A0 huruf 2, merupakan Kawasan Peraran Danau
Batur seluas lurang lebih 1 667 [seribu enam ratus enam
pulsh tujub) ha dan kawasan tertentu di sekaliling Danau
Betur  yang  mempurtyel manfaat penting  untuk
mempertaheankan Welestarian fungai deanau, seiuas kurang
lebih 102 |seratus dus) ha,

Kawasan Ruang Terbuka Hijeu dan Ruang Terbuka Hijau
Kota (RTHK)

Pasal 36

(1} Kawasan ruang terbuks hijau dan ruang terbuka hijau
kota [RTHK} sebagaimana dimaksud daelam Pasal 30
huruf I, dikembanghkan dengan tujuan :

a menjapa kessrasian dan Keseimbangan antars lahan
terbangun dan ruang terbuka vang berfungsi sebagai
Tesapan air,

b. mewujudkan kesimbangan antara linglungan atam
dan ngkungan buatan; dan

. meningkatkan kualiras dan estetka lingkungan.

2] Jenig ruang terbuka hijau di wilayah kabupaten meliputi

a. kawasan jaiur hijau;

k. sabuk hijaun berupa kawasan hutan, pertanian,
persawahan, perkebunan;

tanran kota yang tersebar dif kawasan perkotaan pada
berbagei skals;

taman pada obyelk wisata;

taman pada permukimma,

hutan kots;

setra yang tersebar diseluruh desa adat/ peKratman:
kuburan umum,

Tarman Makam Pahlawan;

lepangen oleh raga;

lapangat UPACATA;,

ra
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. parkir terbulea;

m_jalur di bawah tegangan tinggy,

1. sempaedan sungai dan sempadan danau;

¢ jelur pengaman jalan, medign jalan den pedestrian;
dan

p. bentang alam pegunungan, bukit, lereng dan lembah
di seluruh wilayah.

Jenis ruang terhuka hijau sebagaimans dimaksud pada
ayat [2), sebagian merupaken ruang terbuka hijau kota
{RTHEK], meliput :
. taman kota;
taman pekarangan di permukiman;,
taman median jaian dan telajakan;
seropadan sungai di kawasan perkataan;
hutan kota;
sabuk hijau berupa kawasan pertanian, persawahan.
perkebunan di kawasan perketaan,
kuburan utmam;
tarmnan rmakam pahlavwan;
lapengan olah raga;
. lapangan upacara; dan
parkir terbulka,

gopoop

sgEenn

Paragrafl 4

Kawnsan Suaka Alam, Peleatarian Alarm dan Cagar Budays

(1)

(2]

(3

Pasal 37

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan  cagar
budaya, sebagaimana dirmaksud delam Fas=al 27 ayat [2)
huruf d, meliputi:

a. taman wisara alam;

b. kawasen cagat budaya dan ilmu pengetahuan, dan

c. warisan budaya dunia.

Taman Wisata Alam (TWA) sebagaimana dimalesud pada

avat (1] hurif &, meliputs ;

a. TWa Batur-Bukit Pavang seluas kurang lebih 2Z.075
(dug ribu tujuh puluh litmaj ha, dan

b, TWA Pepielokan seluss kurang lebih 574 [lima ratus
tyjubh puluh =mpeat} ha,

Kawasan cagar budaya dan ilmu  pengetahuan,
schagaimana dimalksud pada ayat (1} buruf B, yang
terdapat di wilayah kabupaten, meliputi:

a. Pura Indralkila di Desa Dausa Kecamatan Kintamani;
B, Pura Tuluk Biyu di Desa Batur, Kecamatan

Kintamani;

c. Pura Ulun Danou Batur (i Desa Batur, Kecamatan
Kintamani;

d. Pura Tegeh Koripan di Desa Sukawans, Kecamatan
Kintemani;

Pura Kehen di Desa Cempaga, Kecamatan Bangli;
Pura Gede Pusering Jagat o1 Desa Trutyan,
Kecamatan Kintamani;

g Pura Candi Tehbing Tembahan, Desa Tambahan,
Kecamatan Tembulu,;

i By
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(1]

12]

(3]

(1]

(2]

)

h. Pura Fusch Manggul, Desa Mangguh, Kecamatan
Kintammani;

j. Pura Puncaksari, Desa Batukaaang, Kecsmaian
Kintameni;

j. Pura Puseh, Desa Batukaaang, Kecamatan Kintamani;
dan

k. Pura Puger Tazik Banpbang, Kecamatan Tembuku.

Wargan budaya dunis, sebagaimana dimakaud pada
ayat (1) huruf ¢ meliputi Pura Ulundanu Batur dan
Danau Batur, sebagai bagian dari sata kesatuan Baii
Cultural Landscape Subak Syslem.

Paragraf 5
Kawasan Rewar Bencana Alam
Pasal 38

Kawasan rawan bencans alatn, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat [2) hurw! e adalah kawasan yang
mering stau berpotensi tinggl mengalami bencana alam,
meliput:

2. kawssat rawan tanah longsor, dan

b. Kaweasan rawen bencana kebakaran hutan,

Kawasan rawan tangh iongsor sebagaimana dirmakaud

pada ayat (1] huruf a meliputy:

&. lereng kaldera Batur bagian dalam,

b. lereng Kaldera batur bagian luar pada arah utara,
barat dan selatan;dan

c. kawsasan dengan kemiringan terjal di seluruh wilayah
Kabupaten di luar lareng kaldera Batur.

Kawasarn rawan bencana kebakaran hutan, sebagaimana
dimaksud pads ayat (1} huruh b mencaktup kawasan
hutan yang menjadi EPH Kintaman: Barat, EKPH
Kintamani Timur dan KPH Penclaokan,

Paragral ©
Kawzasan Lindung Geologi
Pasal 39

Kawasan lindung geclogi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (2} huruf f, melipud.

8. kawasan cagar alam geolog;

b. kawasan rawan bencena alam geologi; dan

c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap ajr
tamah.

Kawasan cagar alam geologi sebagaimena dimalksucd
pada avat [1) buruf a, meliputi:

a, kawasan yang memilild keunikan bentang alam:dan

b. kawasan vang mempunyai Keunilkkan proses geologi.

Kawsasan rawar Lencana alam geologi aebagaimana
dirmaksud pada ayat (1) hurul b, meliputi;
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[

(4)

a kawagan rawan letusan gunung berapi;
b. kawagan rawan gempa bumi;

¢. kawnmsan rewan gerakan tanah; dan

d. kawasan rawan bahaya gas haracun.

Kawasan vang memberikan perlindungan terhadap air
tanall sehagai mana dimaksud pada avat (1) huruf c,
Trelipalti

a. kawasan imbuhan air tanah, dan

br. sempadan mata air.

Kawasan Cagar Alam Geologi
Pasal 40

Kawasan yang memiliki keunikan bentang alam,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a,
adalah kawasan benteng alam Gunung Batur yang
berupa  kawah, kaldera, Ieher wvulkamtk, vang
menagmpillan panorama alam yang indah dan menjadi
daya tarik wisata alam utema dan taman geolog
unggulan dunia.

Kawasatt vang mempunyal keunikan proses peclog,
asshagaimana dimaksud dalem Pasal 39 ayat (2] huruf b,
adalah kewasan gunung berapi Gunung Batur yang
masih alctif, mudah dilihat dan dinikmari peristiva
letusannya secara lengsung dengan adanya kemunculan
gas solfatara, fumearoia, dan gae beracun lainnya

Kawasan Rewan Bencana Alam Geglog
Paggl <41

Kawasan trawan letusan gunung berapi, sebagaimang
dimaksud dalam Fasal 3% ayat {3} huruf a, adalah
kawasar herada di sekitar kawah atau kaldera Gunung
Batur danjatau kawasan i seletar Cunupg Batur yaneg
gsering terlanda awan panas, afiran lava, aliran lahar
lontaran atau guguran batu pijar dan Jartau aliran gas
beracun.

Kowasan rawan letussn gunung bYerapi, sebagairnana
dimaksud pada ayat {1), dibagi menjadi tga zona,
rmelipnati -

a. kawasan rawan bencana [ atau daerah waspada;

b. kawasan rawan bencana 1 atau daerah bahaya,den

c. kawasan rawan bencana [ atau daerah terkarang.

Kewmasn rawan bencatta |oatou  daerah wespada,
sebagrimena dimaksud pada avat [2) hunef a, sebaranmyva,
mencakup kawasan antara batas kaldera [ sampai batas
Kaldera I mencalup kKewasan Kaldera Batur dengan
radius kurang lebih & {enam) km dari pusat letusan
Crunung Batur,

Eawasnan rawan bencana I atauw daeral bahaya,
sehagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b, sebaranmya,
mencakup kawasan kaki Gunung Batur sebelah utara,
timur laut dan timur hingga berbatasan dengan dinding
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(5]

{6)

(8]

(9}

(1}

{2}

(1}

kalders dalam Batur dan Danau Batur dengan petkiraan
fuas dergan jari-jari kurang lebih 3 [Hga) km dari puncak
Gunung Batur yang sangat tergantung letusan gunung
ppi tersebut, termasuk didalamnya Desa Songan A dan
Desa Songan B.

Kawosan rawani bencang I atau daerah terlarang,
sehagaimana dimaksud pads ayat (2) hurul o,
seharannya mencakup kawasan Gunung Batur di bagian
puncak, lercng bagian tenggara, selatan, barat Jdaya,
barat dan barat layt dengan perkiraan hias kurang lebib
336 (tiga puluh tiga koma enam) km? sedangkan
kampung f desa vang terkena [/ termasuk didalamnya
yaltit Toya Bungkah, Seked, Yeh Mampeh, Panghkung
Kucing, Latengaya, dan Tamansari; dan

Koawasan rawan gempa bumi, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3% ayat {3) huruf b, di wilayah kabupaten
berdasarkan ssjareh kegempaan yang sda termasuk
dalam kawasan rawan bencana gempa bumi menengah,
kecuall gempa setempat terkait letusan gupung berapi
batur yang berupa pempa vullank

Kewasan rawan gerskan tanahk, sebagaimana dimaksud
dalamn Pasal 39 myat [3) bhurof ¢, yang ssbarannya
dominan di s#luruh dinding Kaldera Gunung Batur.

Kawasan rawan hbahava pgas beracun, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat {3} huruf d, tersebar di
kawagan sekitar kawah/kaldera gunung berapi Gunung
Berapi Batur.

Pata lawagan rawan letusan gunung berapi dan kawasan
rewan gerakan tanah sebagaimana dimaksued peda ayat
2] dan ayat (7), tercantum delam Lampiran X dan
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah itii.
Kawasan Yang Memberkan Perhndutigan
Terhadap Air Tanah
Feeal 42

Kawasan imhithan air tanah sebagaimena dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a, sebarannya berada pada

‘bagian tengah dan utara wilayah Kabupaten yaitu dari
Desa Kubu ke amh utara,

Kewasan sempadon mata air scbagaimana dimalksud
dalarn Pasal 39 ayat (4] huruf b, sebarannyva metiputi 164
{seratus enam puluh empat) mata air di seluruh wilayah
kabupaten.

Faragraf 7
Kawasan Lindung Lainnva
Pasal 43

Kawasan lindung lainnya sebagaimeana dimakaud dalam
Pasal 27 ayat (2] huruf g yang terdapat i Kabupaten,
adalah kawasan perlindungan plasma nutfah.
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{2] Jenis plasma nutfah di Kabupaten merupakan ciri khas
berupa tanaman dan sabwe ungguian Kabuparen secara
regional, nasicnal maupun internasional meliputi:

s, komoditas taneman perkebunan kopi  tersebar di
lernbah  Kintameni meliputi desa-desa Selulung,
Belantih, Catur, Pengejaran, Belanga, Binyen,
BPatukaang, dan Mengani,

b, kamoditas tanaman jeruk kintamani terasbar di

. lembah Kintamani; dan

¢, sarwa Lkhas anjing kinamani di Desa Sukawana,
Kecarmaten Kintamatii

Bagian EKetiga
 Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas
Fasapl 44

Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas sebagaimana
dimakaud dalam Fasal 27 ayat {4) huruf a, seluas kurang
lebih 453 lempat ratus lima putuh tiga) ha atau G,87% (nel
koma delapan tujuh persen) Jdari luas wilavah, terdapat
kawagan hutan produksi rerbatas Batur Bukit Payang di
seldtar lereng Gunung Batur pada sisi utara timur laut,
Kecamatan Kintameani,

Kawasan Peruntukan Hutan Ralgyat
Pasal 45

Kawasan peruntukan hutan rekyat sebagaimana dimaksud

dalam Pasel 27 ayat (4} huraf b, seluas kurang lebih 4.046

fempat tibu empat pulub enam] ha atau 7,77% [tujub kome

tujuh tujuh persen] dari luas wilayah, dengan jenis
komeditas tanaman albesta, ampupu, mahoni, nangka,
jempinis, cemara, dan bamby vang sebarannya, meliputi:

a. kawasan hutan di sekdtar huten lindung,

b. kawapan hutan peda kawasan sempedan sungai dengan
skale kecil tersebar di saluruh wilavah kabupaten:

c. kawasan huwtan pada sempeadan jurang tersebar terutama
di Kecamatan Kintamani;

d. kawasan hutan rakyat lainnya terschar terutama pada
kawasan-kawasan dengan kemiringan di atas 40%, pada
radius kaowaszan tempat suci, serta kawasan sekitar
peruntuken pertanian dengan juasan lkecil di seluruh
wilayah; dan

& kawasan hutan bambu, tersebar di selurub wilayah.

Kawasan Peruntukan Pertanian
Pasal 46

(1] Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana ditnaksud
dalam Pesel 27 ayat (4] huruf ¢, meliputi: |
a. kawasan peruntuken pertanian lahan basah;
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b, kawasan peruntukan pertanian lahan kering dan
hortilaltura,;

¢, lawasan peruntukan peternakan; dan

d. kewasan peruntulkan perkebunan.

2] Kawasan peruntukan pertanian ssbhagawnana dimaksud
pada avat (1), diarahkan seluas kurang lebih 4.253
{ermpat ribu dus ratus ima puluh delapan) ha atau 8,17%
{delapan komea tujuh belas persen) dan luas wilayah.

Kawason Peruntukan Budidaya
Pertanian Lahan Basah

Fasal 47

(1} Kawasan petruntikan pertanian lahan basah sebagaitnana
dimeksud delam Pasal 46 eyat (1] huruf a, sebaranniya
saluas kurang lebih 2,735 [dua ribw tujuh retus tiga
putub limaj ha atau 5.3% (lima koma tiga persen| dari
luas wilayah tetap diarahkan pada lokasi yang telah ada
meliputi sehagian besar di Kecamatan Susut, Danghi dan
Tembul dan sebagian kecil Kecamatan Kintamani.

(21 Penetapan kswasan peruntukan pertanian tanaman
lahan bassh sebagai lahan pangan berkelanjutan mimimal
Q0% (sembillan puluh persen} dari srahan kawesan
neruntukan pertanian  lahen beasah  yang tersebar
sebagian besar di Kecamatan Susut, Bangli dan Tembuku
dan sebagian kecil Kecamatan Kintamani

Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering
dan Hortikultura
Pasal 48

Kawasan peruntukan pertanian  lahan  Kering  dan
hortkultura sebagaimana dimaksud delam delam Pasal 46
ayat (1) huruf b, sebarannya diarabkan seluas kurmang lebih
1.523 (seribu lima ratus dua puluh tiga) ha atau 2,9% (due
kome sembilan persen] dari luss wilayah diarablan di
seluruh kecamatan, dengan komoditas ungeulan  sayur
mayur terutama di sekitar Danau Batur dan komoditas
unggulan jeruk Kintamani ¢i kawaszan lembab Kintamani.

Kewasan Peruntuksan Peternakan
Pasal d9

Kawasan peruntukan peternalan sebagmimeane dimaksud

dalam Pasat 46 ayat (1} huruf ¢, sebarannya meliputi:

8. pemanfaaten  ruang bercampur  dengan  kegiatan
peruntukan laintya, terutama  lawssan  peruntukan
pertanian dan permukiman secara terbatas;

b. pemanfaatan lahan pelkarangan permukiman perdesaan.
untuk kegiatan peternialan skala rumah tangen;

c. pemantapen pelayanan Passar Hewan di Kelurahan
Cempage Bangli [untuk Kewasan Perkotaan Bangli dan
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12}

i1

(2]

13

sekitarnyal serta  Pasar hewan Kavuamba untuk
pelayanan regional; dan

pengembangan kawasan agropalitan Tiga-Pengelumbaran
untuk komoditas unggulan peternakan sapi masyarakat.

Kawasan Peruntukan Perkebunan
Fagal 20

Kawasan peruntuken perkebunan sebagaimana dimakaud
dalam Pasal 46 avat (1} humaf d diperuntukkan bag
tanaman perkebunan yang tnenghasilkan bahen balku
industri, digrahkan seluas lurang lebih 252392 {dua
puluh lima ribu dus ratus sembilan puluh dua) ha atau
48,6% { empat puluh delapan koma enam persént dari
luas wilayah.

Pemantapan den perluasan perkebunan rakyat dengan
kormoditas Unggulan vang berdaya saing nasional atall
internagional, meliput komoditas kopi arabika di
Kawasan Kintamani dan sebagian Kecamatan Bangli; dan
komoditas jeruk di Kawasan Kintamarni.

Kawasan Peruntulkan Penkanan

Paragraf o}
Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksod
dalam Pasal 27 ayat [} huruf d, meliputi:
a, kawagan peruntukan perikanan tangkap;
b. kewasan peruntukan budidaya perikanan; dan

. kawaean peruntukan pengolahan dan pernasaran
ihan.

Kawasan peruntukan perikanen tangkap sebapaimana

dimaksud pada ayat {1) hurul a, meliputi:

a. patikapan tangkap di perairan Danau Batur seluas
kurang lebih 1,640 {seribu enam ratus empat puhihj
ha atau 3,15% [ tiga kome lima belas persen] dan
luas wilayah;

b. Perikanen tangkap di sungai; dan

. DeEmMAntApaT prasarana  pendukung  lkegiatan

perikanan tangkap berupa patigkalan perahu Jiukung
petani ikan (Pendegal tersebar beberapa tempat |1
pesisir Danau Batur.

Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) haruf b, meliputi:

a. perikanan budidaya keramba jaring spung (KJA] di
Danau Batur dengan potentsi pengernbangan seluas
kurang lsbih 82 [delapan puwluh dua) ha atau 3%
(lima persen) dari luas Danawn Batur;

b. perikenan budidays di sawah, di kolam dan
saluran irigasi dengan prioritas pengembangan di
Kecamatan Susut, Kecamatan Bangli dan kecamatan
Tembuku; dan

c. pemantapan prasarana pendukung penyediaan benih
kegiatann budidays perikanan, berupa UPT Balai

3]
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Benih lkan (BBl di Kelurahan Cempags, Kecamatan
Rangli.

(4] Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran ikan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf o, meliputi -

4. Sentra pengolshan dan pemasatan hasil peridkanan
‘pudiriaya diarahkan di kawasan tinapolitan dan
kawasan indusir tertenitu Kayuambe; dan

h, Sentra pengolahen den pemasaran hasil penikanan
budidaya skala rumah tangga tersebar.

Kawasan Peruntukan Industri
Paszal 52

{1} Kawasar, peruntukan industri sebagaimana dimaksud
dalam Fasal 27 ayat {4} huruf &, merupakan kawasan
peruntukan  industn untuk usaha mikre, kecil dan
menengah yang potensi dan sebarannya, meliputi

a.

h.

industri terkeait kerajinan bambu sebagai ikon produksi
kerajinan Kabupeten, ersebar di Kecarmnatan Bangh
dan Kecamatan Susut.

industri terkait pengolahan bahan makanan potens
sumber dava periebunan vang ada seperti kopi. jeruk,
buah-bushan lannve,; :

industri terkait hasil perikanan di Kavwasan Minapolitan
Yang didukung kebutuhan pabrik pakan,
hatcheryfpembenihan,  industri jamring,  industr
pengolahan, cold storage, pabrik es, dan lainnya;
industri terkait bahan setengah jadi, untuk produksi
barang kergjinan dari bahan haszil kehutanan (kayul;
mdustrz keeil kerajinan dan cindera mata untuk
menunjang kepiatan pariwisata;

industri kecil makanan pengolahan hasil perikanan
budidaya;

industrdi  kreatif terkait rumah produksi atau
pangembangan perangkat Junak di kewasan sekitar
Danau Patur yang mampu memberikan 3Uasang segar
unituk pengembangen  keibnuwan yang ditunjang
telmologi komunikasi yang handal; dan

indystr kreatif lautniva.,

(2) Pengetnbangan Kawasan lodustn Tertentu unink Usahe
Mikro, Kecil, dan Menengah di Kawasan Perkotaan
Kavuambe dengan Juasan minimal 5 [lrna) ha mencakup
perusatan kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada
myat (1].

(1]

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Fariwisata
Fasal 53

Kawasan peruntulan pariwisata sebagaimana dimakand
dalam Pasal 27 ayat (4] hurul {, meliput:

a. Kawasan Dave Tark Wisata Khusus (KDTWK), dan

b. Kawasan Daya Tank Wisata (DTW].
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{3]

KDTWK sebagaimana dimaksud pada avat {1} huruf a,
merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Bali
seluas kumang lebih 17.935 (tujuh belas ribu sembilan
ratus tiga puluh limay ha, dengan kawasan efeknf
pariwisata 10% [sepulub persen) dari luas kawasan yairu
melpas kurang lebih 1.794 [seribu iujuhb ratus sembilan
tuluh  empat] ha meliputi sebagian wilayah Desa
Sukewena, Kintamani, Batur Ytara, Batur Tengsah,
Batur Selatan, Hedisan, Abang Songan, Abang
Batudinding, 3ongan A, Songan B, Trunyan, Buahan,
dan Suter,

Kawazan DTW scbagaimana dimaksud pada ayvat (1)
hyurof b, merupekan pusat-pusat kegiatan yang memiliki
potensi daya taril wisata, meliputi:

8. wisata tirte @ memancing dan berkeliing danau Batur,

b. wisats pancrama alatm : penulisan, kaweasan Batur-
Kintarnani-Penelpkan, Kawasan Danau Batur, Taman
Sari, Buldt Jati, Taman San Cempeage, Bulit Demulih,
Tangpahan Talang Jiwa, Bukit 3erckadan, Cekeng,
Bukit Pulssari, Lembah Pantunan, Panorama Deza
Jehemn, Desa Batukaang, bukih, Mungsengan,
Sengan, Panorama Alam Suter, Langgahan, Bunutin,
Sekaati, Bantang, Undisan, Landih, Apuan, Tiga,
Sekardadi dan Guliang Kangin;

e. daya tarik keragamean geologi {geodiverstyl Geapark
Ealdera Batur sebanvak 21 {dus puluh satu} titik
meliputi : Barur Caldera I, Batur Kaldere 2, Crater 1,
Crater 2, Crgter 3, Mount Abang, Bukit Dolom Cinder
Cones, Bunbulan Cinder Conge, Papang Cinder Cones,
Burnknye Landslide, Yeh Mampeh Cinder Cones, Lova
1949 Lava 1585, Lavae 1904, Lava 1905, Lava 1971,
Lauva 19826, Lova 1963, Lawa 1988, Love 1974, don
Leatke Barnyr,

d. sebaran geotrail route Geopark Kaldera Batur melipud
: Gunung Batur Museum — Penelokan, Fenelokan —
Kedisan, Kedizan - Seked - Tova Bungkah, Pos F3GB
- Purakmya - Punciek, Tove Bungkeh - Lava baotal,
Tove Bungkah - Songan, Songan, Kewsh III -
Sampeanwani, Sampeanwani - Seked — Penelokan,
Yehmampeh - Buldt Mentk - Bukit FPayang, Hulun
Danu - Blandingen - Finggan - Sukawabs -
Kintamani, Maniklivu — Lembean - Bunuatin — Ulian —
Gunung Baw ~ Awan = Serai — Sukawana, Kuburan 3
agaima- Penelokan, Fenelokan - Kedisan — Buahan -
Abang - Trunyan, dermage Kedisan - Tova Bungkah,
Toya Bungkah ~ Trunyan, Trunvan - Pura Hulun
Catu

& wisata panorama air terjun : air tefjun Dusun Kuning,

air terjun Subaya- Kutuh, &ir terjun Yeh Mampeh, air
terjun Bunutn,

f wisata petualangan dan olah raga @ pendalian, panjat
tebing, weeldng Kawamsan gekitar Gunung Batur dan
TWA Penelokan, sepeda gunung, terbang lavang;

g sgrowisata : agrowisats kopi arabika dan jeruk
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Belantih, agrowisata jeruk dan sirgak  Sekaan,
agrowisata perikanan di Danau Batur, agrowisata
savur mayur i Songan, sepanjang jalur Jalan Bangli
- Hintamani, sepanjang jalur jalan Kayuamba -
Kintamani;

h. wisata desa tradisiopal : Trunvan, Penglipuran,
Pengotan, Bayunggede dan Pinggan;

i. wisata mpiritual/budayve @ Pura Batur, Pura Kehen,
Pura Pucalk Sari, Kawasan Bulkit Demulih, Pura Tirlg
Pavuk, Pura Bangun Lemah kKangmn, Pura Puaer
Tasik, Pura Dalem Balingkang, Pura Daletn Jawa
{Langgar); _ _

j. wisata sejarzh/purbglkala : taman bali  raja,
peninggalan lesung, candi tebing Jehermn;

k. Wisata remaja : kolam renang Segening, kolam renang
Toyabungkah, ekowisata Bukit Bangli, dan

1. Wisata pendidikan : Museum Gunung Batur,

Tabel cakupan wilayah desa vang termasuk KDTWEK
Kintamani dan sebaran DTW sehapsimana dimsaksud
pada ayat (1), tercantum dalem Lampiran XIV, dan
merupaken bagian tidak terpizsahkan dan Peraturan
Dagrah ini.

Fetn sebaran KDTWHK dan DTW sebagaimana dimaksud
pada avat (1], tercantum dalam Lampiran XV dan
merupakan bagian tidak terpisahlean dam Peraturan
Daerah ini.

Kawazats Peruntulkan Permuyliman
FPazal 54

Kawpgan  peruntukan permukiman  sebagaimana
dimeltsud dalam Pasal 27 ayat (4] huruf g, yang
diarahkan kurang lebih seluas kurang lebih 5072 (lima
ribu tuwjuh puluh dua) ha atan 9,7 (sembilan koma
tujuh persen) dari total luas wilayph, malipui:

2. kawasan pertnukiman perkotaan;

b. kawzsan permuldman perdesaan,; dan

¢, peruntulan fasilitas penunjang permukiman

Sebaran kawasan permukimean petkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] hurul a, metupakan kawnsan
permauldman yang telah ada beserta perluasannya
meliputi;

A, Kewasan permukirnan di kawasan perkotasn Bangli
mahpuh pusat-pusat kawasgan peTmMukiman
Kelurahann Kubu, Kelurahan Cempaga, Kelurahan
Kawan dan Eelurahan Bebalang :

b. kawasan permukdman di kawasan  perkotpan
Kintamari melipuki pusai-pusat kawenzan
permukiman Desa Kintamani, Desa Batur Utara,
Degg Batur Selatsan, Desa Batur Tetigah dan Desa

Bayunpgeds;
c. kawasan permukiman di kawasan perlotaan
Tembuku tneliputi pusat-pusat kawasan
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permukiman Desa Tembuku dan Desa Jehem;
d. kawasan permukiman di kawasan perkotaan Susut
meliputt pusat-pusat kawasan permukiman Desa

Sulahan; dan
e. kawasan permukimaen di  kawasan perkotasn
Kayuamba meliputi puaal-pusat kawasarn

“permuldmean Dega Tiga.

(3] Sebarun kawasan penmukiman perdesaan sebagaimana
dimaksud pada avat (1] huruf b, melipug seluruh
kewasan permukiman perdesaan yang telah ada beserta
periuasannya di seluruh kawsasan perdesaan,

{4} Peruntulait Iasllitas peEnRnjang permukiman,
sehagaimana dimaksud pada ayat (1] huruaf ¢, edelab
bagian dari kawasan permukiman baik permukiman

_perkotaan maupun permukiman perdesaarn, meliputi
fasilitas perdagangan dan jasa;

fasilitas perkantoran pemerintanan;

[asilitas pendidikan,

[asilitas kesehatan,

fagilitas peribadatan; dan

familitas rekrenal dan olah rage.

mapp gp

Paragraf 7
Kawaszan Peruntukan Pertambangarn
Pasgal 30

Kawasen peruntukan pertambangan sebagaimang dimaksud

dalamm Pasal 27 ayat (4] huruf b, sebarannya metiputi:

a. lokasi kawasen pertambangan batuan terutama di
Kawasan Yeh Mampeh pada dasar kaldera Batur seluas
lurang lebih 60,32 {#nam puluh koma tiga dua) ha dan
ditegaskan lebih lanjut dalam REencana Detail Tata Ruang
Kawazan;

b. lokasi kegiatan pertambengan pengambilan wr bawah
tanah tersebar di seluruh wilayah kabupaten dengan
kapasitas pengeboran sesual dengan potensi  yang
tereedia dan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan
penatagunaan air; dan

c. lokasl kegiatan pertambangan skala kecil laitnya, pada
kawasan yang potensial dengan  memperhatikan
keleatarian linglkungan.

Paragrafl B
Kewasan Peruntukan Pertahanan Dan Keamanan

Pesal 36

Kawasan  peruntukan  pertahansn darn  kearmanan

sehagrimena dimaksud dalam Pasal 27 ayar (4 huruf g,

sebarannya mencakuyp fasilitas sarana dan prasarana militer

dan keamanan, meliputi :

a. Komande Distrik Militer (KODIM) dan Kepolisian Resort
{Polres) yang herlokasi di Kecamatan Bangli;, dan

b, Komando Rayon Militer {(KORAMIL) dan Kepolisian Sektor
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{1}

(2]

(3)

vang tersebar di setiap ibukota Kecamatan di Kabupaten
Bangh.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUFATEN

Fasal 57
Penetapan kawasan strategis  kabuparen  dilakukan
berdasarkan kepentingan:

a. pertumbuhan elkonon;
k. sosial den budeye Ball;, dan
c. fungs dan daye dukung lingkuagan hidup.

Eawasan strategis kabupaten berdasarkan kepentingan
pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dimaksud pada
ayat |1} huruf a, melipuei:

kawazan Perkotaan Bangh;

kawasan Perkotzan Kintamani,

kawasan Perkotaan Susut;

kawasan Perkotaan Tembuku;

kawasan Perdagangan dan Jasa Kayuambua,
kawasan Agropolitan Catur — Belantih;

kawasan sepanjang jalur jalan kolektor primer Bangh
- Kayuambua- Penelokan - Kintamani; dan

kawesan dajya tanlk wisate (DTW)

Kawazan strategia kabupaten berdasarken kepenhngan
sogial budava sebagaimana dimaksuyd pada ayat (1)
huruf b, meliputi:
a. Kewasan Sad Kohyangan Pura Ulhon Danu Batur, 4di
Deea Batur, Kecamatan Kintamani;
b. Seluruh Kawasan Pura Dang Rahyangan dan Pura
kafyangan Jagat di Kabupaten, meliputi:
l. lkawasan Pura Puser Tasilk, di Desn Banghang,
Kecematan Ternbuku,
2. kawasan Pura Pucak, di Desa Demulih,
Kecamatan Susut, .
3. kawssan Pura Bukit Jati, 4i DCesa Bunutin,
Kecamatan Bangli;
kawasan Pura Kehen, di Desa Cempags,
Kecamaten Bangli;
5. kawasan Pura Pucak Hyang Ukir. di Desa Kubu,
kecamatan Bangli;
%, kawasan Pura Pucak Pandakan, di Desa Kubu,
Kecamatan Bangli;
7. kawasan Purg Hyang Waringin, di Deaa Kubu,
Kecamatan Bangl;
¥, kswasan Purs Tuluk Bivu, d4i Desa Batur,
Kecamatan Kintamani;
9. kawasan Pura Alag Arum, 41 Desa Batur,
Hecarnatan Kintamani;
10. kawasan Pura Jati, di Desa Batur, Ketamatan
Kintaramni;

w o m e An TR
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(4]

(A

{1]

(2]

11. kawasan Pura Penulisan, di Desa Sukawana,
Kecamatan Kintathani,
12, kawasan Pura Indra Kila, di Desa Dausa,
Kecamatan Kintamari;
13, kawasan Pura Balingkang, di Desa Pinggan,
Kecamatan Kintamani;
‘14 kawamsan Pura Tuluk Bivu, di Desa Suter,
Kecamatan Kintameni;
15 kawssan Pura Munggu, di Desa Suter,
Kecamatan Kintamati,
16. kewasan Pura Dukuh, di Desa Sater, Kecamatan
Kintamen:;
17, kawasan Pure Ulun Danu ZSongan, di Desa
Songan A, Kecamatan Kintamani;
18, kawasan Pure Pancering Jagat, di Desa Trunyan.
Kecamatan Kintamani; dan
19, kawgean Pura Bukit Mentik, di Desa Batur,
Kecamatan Kintamern,
c. Kewasan Desa Budaye Khusus meliputi:
Desa Pakramati Ttunyan;
Desg Pakraman, Penglipuran;
Desg Pakraman Bayunggeds;
Desa Pakraman Fengotan, dan
Desa Pakraman Finggan.

e

Kawasan Strategis Kabupaten berdasarkan kepentingan
fungaei dan daya dukung lingkungan hidup, sebagaimana
dimaksud pada avat [1) huruf ¢, meliputi

& kavrasan sekitar GUnung Batur;

b. kawasan sekitar Dansu Batur,

¢ kawasan sekitar Dinding Kaldera Batur; dan

d. sebaran Lahan Krits di Kabupaten.

Peta kawasar strategis kabupaten sebagaimana
dimaksud pada avat (1) tercantum dalam Lemmpiran XVl
merupakan bagian yang tidak terpisabken dari
Peraturan Daerah ini.

BAB VI

ARAHAN FEMANFAATAN RUANG WiLAYAH KABUFATEN

Lrmym
Fasal 58

Arahan pemanfeatan Mlang whlayvah kabupaten mengacu
pada rencana sttukiur ruang dan rencans pola ruang
wilayah yang telah ditetapkan.

Arahan pemanfaatarn ruang  wilayah  kabupaten

dilaksanakan melalui;

a. pengembangan indikasi program utama pemanlaatan
tuang;

b, penatagunasn tanah;

C. penatagunasn air, dan

. penatagunasn ruang udara.
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(4

(3

(1)

2]

(3]

(4]

(5]

Pengembangan penatagunaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} diselengearakan melatui penvlisunan dan
penelapan Tmeracs  penatagunean  tanah,  nevaca
penatagunsan sumber daya Air, neraca penAlagunaan
ruang udara, den nereca penstagunaan zumber daya
alam jainnya.

Dalam penvelsnggaraan penatagunaan  sebagaimana
dimaksud pada ayat [2), dikembangkan peta dasar
wilayah atay kaowasan yang bersumber pada pets citra
satelit minimal tiga tahun terakhir dengan koordinat
terpadu antara peta dasar kabupaten dengan peta dasar
provingi dan kabupaten yang bérbatasan, yang
sslanjutnya dimutakhirkap setiap lima tahun oleh
pemenntah kabupaten.

Bupat menetapkan pedoman penatagunaan tanah,
penatagunasn  air, peénatagunaan ruang pdara, dan
penatazgunsen  sumber daya alam laimnya dengan
Peraturan Bupati atas persetujuan DPFRD.

Paszal 59

Fengembangan indikasi program utama pemeanfaatan
rvang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 avat [2)
huruf a, diselenggarakan dengan pengembangan indikasi
program utamsa jangka menengah lima tahunan yang
barisi usulan program utamsa, perkiraan pendsnaan
beserta sumbemya, instansi pelaksana, dan waktu
pelaksanaan.

Muatan indikasi program utamea meliputi

g indikasi program utama perwijudan struktur ruang,

. indikesi program utamsa perwujudan pola ruang: dan

c. indikesi program  wtama  perwujudan kawasan
strategls provinsi dan kabupaten.

Indikasi program utama perwujudan strukiur ruang

meliput:

a. pervwyjudan PKL, PKLp, PPK, FPL, Kawasan
Agropolitan dan Kawasan Minapolitan di wilpyah
kabupaten;

b. prerwijudan sistem prazarana wilayah dalam wilayab
kabupatren, tertliri atas;

perwnjudan sistem prasarana tran3portasi darat;

perwajidan sistem prasarana energ;

perwuptidan sistem praszrana telekomunikasi;

perwujudan sisterm pradarana sumber daya air

dan

5. perwujudan siatemn prasarana lingkungan,

el ol

Indikagi prograrn utema  perwyjidlan pola ruang
meliputi:

a. perwujudan kaweasan lindung;

b. perwujudan kawasan budidaya, dan

¢. perwujudan kawasan strategis kabupaten.

Indikasi waktu pelaksanasn sebagaimana dwmaksud
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(0]

(7}

(8]

[

(1)

(2]

(3]

pada ayat {1] terdiri dari 4 (empat] tehapan, yaitu:

s, tahap  pertamms,  yaitu tahun 20132018,
diptioritaskan pada peningkaten fungsi danh
pengembangan;

b. tahap kedua, yaitu tahun 2019-2023, dipricritaskan
peda peningkatan fungs dan pengernbangan;

¢. ‘tahap Ketiga, yaitu tahun 2024=-2028, diprioritaskan
pada pengembangan dan pemantapar, dan

4. tahap  keempal,  vaitu tahun 2024-20733,
diprioritagkan pada pemantapan.

Pemnbiayaan program pemanfosatan tuang sehagaimana

dimalsud pada ayat (1}, bersumber pada:

a. Anggaran Pendapatan den Belanja Nasional {AFBN};

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah [AFBLD)]
Prowvinsi;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {(APBD)
Kabupaten;

d. inveatas swasta;

e. lembsga donor; dan/atau

f Lkerja sama pernbiayaan.

Instansi pelaksans  program  pemanfaatan  ruang
sehagaimana dimeksud pada ayat (1), dapat dilekukan
olehi:
a. pemerintah;

b, pemernntah provinsi;

¢, pemerintab kebupaten;

d. dunia ussha,

s. Kerjesama Pemeriniah dan Swasta (KPS}, dan
{. masyarakat.

Kerja sama pembiayaan dan pelaksanasn pemanfaatan -
ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (8] huruf 4 dan
avat {71 huruf e, dilaksanakan sesuai peraturan
perundang-undangan.

Indikasi program Utama jangks menengah lima taliunan
seboagaimana dimaksud pada ayat (1], tercantum dalam
Lampiran XVII dan merupakan bagian tidak terpisahlan
dari Peraturan Dasrah ini.

Pasal 60

Penatapunaan tanah sebagaimane dimaksud dalam
Pagal 58 avat [2) huruf b, meliputi:

2. PengUAREaRT,

b. penggunaan; dan

¢. pemanfaatan tanah.

Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanalan
untuk pembangunarn prasarana dan  Sarana untuk
kepentingan umum memberikan hak priotitas pertama
heg pemerintal dasrah untul menerima pengalihan hak
atos tanah dari pemegang hak atas tanah.

Calam pemanfaatan ruang pada kawasan yang berfungsi
indung, diberikan prioritas pertama bagi pemerintah
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{1|

(2]

(3

i)

{1]

daerah untuk menerme pengalihan hak atas tansh dan
permegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan
melepasfan haknya.

Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat |:1]_
huruf &, yang berasal dari tanah timbul atau reklamasi
di wilayah perairan danau dan bekas sungai dikuasal
oleh Negath.

Pasal &1

Penatagunaan air sebagaimana dimeksud dalam Pasal
58 gyat [2) huruf ¢, meliputi

a. penatagunaan perairan danaw; dan

b, penatagunasn perairan darat fainnya-

Fenatagunaan perairan darat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] hurnzf b, mehipati:

a. air permukaan; dan

b. air tanah.

Arahan pematfaatan sumber daya ar permukaan

aebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf a, meliputi:

a. permanifaaten badan  sungai  diarahkan  untulc
perikanan, wisata tirta dan pembangkit listnik tenaga
ar,

b. pemanfaatan air sungai diarahkan untul aeir irgasi
dan air toittan;

c. pemanfaatan perairan daneu  diarahkan  untuk
perikanan, wigata titta dan angkutan danau; dan

d. pemanfaaten air danau diarahlan untuk memasok
air bawah tanah dan air minum pendudul di sekitar
danau.

Arahan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimakaud
pada ayat [2) bhuruf b, dilakukan metalui sumur bor pade
seHap celungan air taneh sesual peta  pengendalian
pengambilan air tanah dan perlindungan daerah resapan
meliputi

kebutuhan pokol sehari-hardi;

pertanian rakyat;

sanitasi Iinglungan;

indusatri;

pertarmbangan; dan

pAariwisata,

SE NN

Fasal 3

Penatagunaan roang udara sebagamana  diumaksud
dalam Pasal 58 gyar (2) huruf d, meliputi konsolidasi
pengaturan ruang udara mehiput.

frebuensi radic komunikasi;

bangunan parunjang telekamuanikasi;

media elekironik;

katinggian hargunan,

pengaturan baku mutu ddams,

peTipaturan  tingkar kebisingan atau pencemaran;
dan

ThEaD ol

51



g pemanfaatan ruang udara untuk pEnerbangarn

(2} Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

[

(1)

(2)

(1) huruf ¢, dibatasi maksimum 13 {ima belas} m,
kecuali bangunan umum dan Pangunan khusus yeEng
memeriuken persyaratan ketinggian lebih dari 15 (lima
belas] mm, sSeperti: menama pemancar, UARR listrik
tegangan titgel, mMeT¢U 2UAT, MENArd-menara bengEnan
keagamsan, bangunan-bangunan untuk keselamatan
penerbangan, bangunan petlahanan keamanan, dan
bangunan khuaus uneik kepentingan keselamatan dan
keamanan umum lainoya berdasarkan  pengkajian
denigan memperhatikan leamanan, kenyamanat, dan
kesergaion terhadap lingkungan sekitamnya, serta
dikoordinasikan dengan instansi verkait.

Arahan pemanfaatan ruang udara untuk penerbangan
sebagaitmana dimalksud pada avat (1) huruf g,
dilaksanakan mengkuti ketentuan keselamatan dan
keamenan penerbangan, menjaga kegakralan cempat
suci dan menjage kenyamanan masyarakat

BAE V1]

KETENTUAR PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum
Pazal 63

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang melipuo:
a. ketentumn umum peraturan zonasi;

b, ketertuan perizitnan,

c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
d. arahan pengenasn sanksi

Ketegtuan umum peratiran  zonasi  Aebagaimane
dimaksud pada ayat (1) huraf s, meliputi
a. ketsntuan  umuam  peraturan  zonasi  sistem

perlontasn

b. ketentuan umum = perafuran Zonasi  sistem
perdesaan,

c. ketentuan umum pernturan Zomasi sistem jaringan
transportasi darat;

d. ketentuan Umuam peraturan zonasi sistem janhgan
eNeTg;

e letentuan Uimum peraturan zonasi sistern jaringan
telekomunikeasi;

f. \etentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan
prasaransa sumber daya ai;

g ketentuen umurn peraturan zOMnAasi sistem jaringan
prasaransg lingkungan;

h. ketentuar umum  pPeraturan | Ionasi  KAWESan
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11]

[2)

£3)

lindung; dan
i, ketentuan wmum  peraturan  zonasi  kawasan
budidaya.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Faragral 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan

Pasal 64

Keteninan umum peraturan zohasi sistern perkotaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2] huruf a,

rielipati:

a. ketémrlan umutn  peraturan  zonasi  kawasan
perkotaan,

b. keteptuan umum peraturan  zonasi  kewasan
perleotaan berfungsi PKL dan PKLp; dan

e, ketentuan wumum peraturan  zonasi  kawasan
petkotaan berfungal FPK,

Ketartuan umum peraturan zonasi kewssan perkotaan,

agbagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf a, meliputy

a kawasan yang memiliki fungsi kegiatan utama
budidaye bukan pertanian atau lebin dari V3%
{tujuh puluh lma persen) mata pencaharian
penduduknya di sektor perkotaan;

k. kawasan yang memiliki jumlah penduduk sekurang-
kurangnya 10,000 [sepuluh ribu) jiwa;

¢. kawasan yang memiliki kepadatan penduduk
sekurang- kurangnys S0 {lima puluh) jiwa per hektar;
dan '

d. kawasan yang memiliki fungs=i sebagai pusat koleksi
dan distribusi pelayanan barang dan jasa delam
bentuk sarans den prasarana pergantian moda
tranaportasi.

Ketentuan umum peraturan zonast PKL dan PELp
sebagaimana dimeksud pada ayat (1] humaf 1,
merupakan  Hetentuan wmurn  peraturan | gonasi
Kawasan Perkotaan Bangli dan kawasan Parlotasn
Kintarnani, meliputi:

a, Orientasi ruang kawasan perkotaan disssuaikan
dengann  keralter  =zomial  budaya  masvarakat
setempat, mengacy pada konsep Caotus Patha, Tri
Mondala  serte penataan  lensskap dan  wujud
bangunen berciri arsitelotur tradisional Bali;

b. pemanfaatan ruang unbtuk kegatan  elonomi
perkotaan  berskala kabupatens atau  beberapa
kecamatan vang didukung dengan fasilitas dan
infrestruktur perkotaan yang  sesua dengan
kegiatan ekonemi vang dilayanimya,

¢, peningkatan kuantitas dan kualitas janingan jalan
kaviragan perkotaan untuk memeratakan
akeesibilitas antar bagian wilayah kota, antar
kzwasan permukiman den di dalem  kawasan
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(4]

permukiman serta jsringan jalan lintas regional di
kawasan Perkotaan,

pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanen
jaringan mir minum, jaringan dreinase, pengelolasn
persampahan, pengelolaan air limbah, jaringan
energi dan listrik, jaringan telekomunikasi dan
utilitas perkotagn lainnya,

mersvitalisasi  kawasan-kawgsan  tértentu yang
merupalan kawasan  heritage,  yang merjadi
Laralcter khas dan unggulan kota;

tatz bengunan diarahkan dengan intensitas
menengah hingga tinggi baik ke arah horizontal dan
vertilal terbatas setinggi-tingpinya 15 (lima belas] m,
besaran maksimal Koefisien Wilayah Terbangun
(KWT), setinggi-tingginve 60% {enam puluh persen]
dari luas Kawasan Perkotaan Bangli dan setingm-
tingginya 509t (lima puluh persen)  dari luas
Kawasan: Perkotaan Kintamani,

hesaran minimal penvediaan Ruang Tarbuka Hijau
Kota (RTHK), minimal 40% (empat pulub persen}
dari luas Kawesan Perkotasn Bangli dan minimal
50  (lime puluh persen) dan luas Kawasan
Perkotaan Kintamani, :
integrasi penatzan ruang  kawasan  perkotaan
dengan sukerta tate prelemeahan desd
adat/ pakromarn setempat,

penvediaan untuk ruang terbulka non hijau kota;
penvedizan prasarana dan sarana pejalan kala,
angkutan umum, kegiatan seloor - informal dan
ruang evakusasi bencana,;

memelihara, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi,
restoragl dan renovasi bangunan  yang memiliki
nilai-nilai sejaral, budaya, kawasan suci, tempat
suci, dan pola-pola permukiman  tradisional
saterpal; dan

Penatzan ruang kawasan perkotaan wajib dilengham
dengan Rencana Rinci Ruang Kewasan Ferkoizan
yang dilengkapi peraturan zomasi dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan ummum peraturan zonasi PPK sebagaimana
dirnaksud pada avat {1} huruf b, meliputi;

da.

pemeantapan Kawasan Perlotaan Susut, Kawasan
Perkotaant Tembuku, Kawasan Ferkotaan Catar-
Belantih dan Kawasan Perkotaan Kayuamba sebagal
FPK;

peretaan batas-betas  kKawasan perkotaan
diteta pkan dengan peraturan daerah;

Orentas] ruang kawasan perkotaan disesusikan
dengann  karakter sosial budaya masyvarakat
setemnpat, mengacu pada konssp Catus FPatha, T
Mondala =erta penataant lansekap dan  wujud
bangunan berciri arsitektur tradisional Bali,
pemanfaatan tuang untuk kegiatan ekonomi
perkotaan  berskala  Kecarmnafan  yang dicddukung
dengan fasilitas den infrastruldur perkotaan ypaog
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sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;

peningkatan kuantitas dan kualicas jaringan jeian
kawasaarn perkotaan untuk rmemeratakan
akmenibilitan antar hagian wilayah kota, antar
kawasan permuldman dan di dalam  kawasan
permukiman sertp jaringan jalan lintas regonal di

" Yawaaal Perkotaarn;

pemerataan dan peningkatan Kualitas pelayanan
jaringan air minum, jaringamn draimase, pengelolaan
persampahan, pengelolann elr limbah, jaringan
energi dan listrik, jaringan telekomunikasi dan
utilitas perlkotaan lannya;

tata hangunan diarabkan demgan intensitas
metiengah hingga tingg baik ke arah hotizontal dan
vertikal terhbatas setinggi-tingginya 15 (lima belas) m;
besaran makeimal Koefisien Wilayah Terbangun
(KWT), setinggi-tingzinya 0% [empat puluh persen)
dari luas kaweasan perkotaai,

besaran minimal penyediaan Ruang Terbuka Hiyau
Kota {RTHEK), minitnal 0% (¢nam puluh persen) dar
Tuas kewasan perkotaan

minimal RTHK pubiik 20% {dua puluh persen} dan
sisanya RTHK Private;

integrasi  penatagn  ruang kewasan perkotasn
dengan sukerta tata pelemohan desa adat/ pekraman
setempat;

penyediaan untuk ruang terbuka nen hijau kota,
penyedizan prasarana dan sarana pejalan kaki,
anghutan umum, kegiatan sektor informatl dan
ritang evaluasi bencana;

meémelinara, merevitalisasi, rehabilitas), preservasi,
restorasi dan rencovasi bangunan  yang ienlild
nilai-nilai sejarah, budaya, kawasan aluci, tempat
suci, dem pola-pola permukiman tradisional
setempat, dan

Penatanh ruang kawasan perkotaan wajib dilengkapi
dengan Rencama Rinei Tata BFuang Kawasan
Perkotazn vang dilengkapi peraturan zonasi dan
ditetapkan dengan Feraturan Daerah.

Paragraf 2

Katepmian Umnm Paraturan Fonasi Kewasan Perdesaan

Pasal 62

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdesanty
sebagaimana dimakaud dalam Fasal 63 ayat {2} huruf b,

rmelputi:

A keteptuan umum  peraflltal  Zomasl kKawasan
perdessan;

b, ketentuan umum persturan 2onasi Pusat Pelayanan
Lingkungan [PPL); dan

c. ketenmtuan umum peraturan onas | Kawasan
agropolitan; dan

d. kKetentuan umum o peraturan  zomasi | Kawasan

minapolitan,
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{2}

(2]

(4]

Ketentuan umuim peraturan Zonesi kawasan perdesaan
sebagaimana dimeksud pada ayat (1] hurul &, meliput:

B,

merniliki aglomerasi penduduk VAL
bermatapencaharian petani, nelayan, pengasin kecil
atau lebih dari 75% {tujuh puluh lima persen) mata

. penicaharian pendudubknya di sektor primer,

minirnal 75% tujub puluh bma persen) wilayah
metypalan peruntukkan pertarnan di luar kawasan
Lindung,

memilikd susutan fungs kewasan sebagal tempat
kawasan permukiman perdesasn, pelayanan jasa
pemerintahan desa, pelayanan sosial, dan hegiatan
ekonomi perdesaat,

mempertehankan kaerang bengang sebagal nueng
terbuka  hijau pada hatas antar desa funit
permukinan schagali salah sarl usaha
mempertahankan idantites desa;

mempertahankan proporsi lahan pertanian tanarmen
pangan minimal 90°% [sembilan puluh perzen] deri
total luas yang eda;

memniliki aksesibilitas antar desa, pusat pelayanan
perdesaan dan kawasan perkotaan;

peruntukan ruang terintegrasi dengan rencana taia
palemahen pada aQusg-audg Desa FPakraman
seternpat; dan

mengatutr deh membatasi pengembangan fasilitas/
akomodast parwisata perdesaan, vang disesuaikan
detigan funpgsi dan daya dulung lingkungan dan
dalam bentuk pariwisata kerakyatan,

Ketentuar umum peraturan zonasi Pusat Pelayanan
Lingkungan {PPL) sebageimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, melipuri:

Aa.

mermillki jumlah penduduk yang dilayeni paling
aedikit 5000 {lima ribu) jiwa dan paling banvak
10.000 (sepuluh ribu) jiwa;

memililkd fasilitas pelpyanan bebermpa desa vang
mengelompok dan  lebilr lengkap darm dega-desa
sekitaroyva, sepertd pasar desa, ssholabh menengah
pertamna, sekolabh menengah atas,  puakesmas,
lapangan Urmum atau fasititas umumn lainnya; dan
memiliki simpul janngan transportasi antar desa
maupun antar kawasan perkotaan terdekat.

Katentuan umum peraturan zonasi kavasan agropolitan
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, meliput:

.

memiliki satuy atau lebih pusat kegiatan pada
wilayah perdesaan gehagai  sistem  produks
pertanian, perebutian, horiloultura dan pengaolahan
sumber dayve alam;

memiliki  keterkaitan  fungsional dan birarks
keruangan satuan sistern petrmulkiman;
mengembangkan hkawasan agropolitan  berbasis
agribisnis yang meliputi subsistem hulu, subsistem
usahe pertanian, subsistem hilir dan  subeistem

penUnjAng;
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(1)

(2}

d. mengembengkan senira-sentra produlesi dan usaha
berbasis pertanian dan dilengkapi sarana dan
prasarana kegiatan agribisnis geperti jaringan jalan
ke pusat produksi, perbankan, terminal agribiants,
dan

e. dapat diijimkan untuk pengeiibangan  keglatan

'industni vang terpadus dengan kegiatan pertanian
sepanjang tidak merubah fungsi utama.

Ketentuan UImum pPEraturarn zHtaE] kawasan
minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat 1] huruf
d, meliput

a. memiliki potensi pengembengan budidaya perikanan
dengan sasaran produksi 750 ton/tahun;

L. pengembangan budidaya berbasis keramba jaring
apung (KJA] dengan maksimal luas 5% {lma parsen)
atau 84 Idelapen pulu dual ha dari luas pETRITAN
Danau Batur yang disebarkan pada beberapa blok
Kewasar;

o, memiliki  keterkamitan  fungsional dan  hirark
keruangan satuan sistem permulaman;

d. mengembangkan kawasan minapolitan herbasts
agribisnis vang meliputi subsistern hulu, subsistem
usahp perikenan, subsistern hilir dan subsigiemn
penunjang;

¢. mengembangkan sentra-sentra produksi dan usaha
berbasis perikanan dan dilengkapi sarana dan
prasarana kegiatan agribisnis seperti jaringan jalan
ke pusat produksi, perbankan, terminel egribisois -
atal pasar ikan, pabrik pakan, pembenthan,
industri  jaring, indusini pengolahan, oold storage,
pasgar ikan, pabrik es, dan lainnya,; dan

f. dapat difjinkan wntck pengembangan Kegiatan
industri yang terpadu dengan kegiatan perikanan
sepanjatg tidak merubah fungsi utama.

Paragraf 3

Ketentuan Umnum Peraturan Zonasi
Siatern Jaringan Transportasi Darat

Fazml 66

Ketentuen wmumm peraturat 2onasi sistem  jaringan

transportasi daral sebagaimana dimaksud dalam Pasal

63 avat {2) huruf ¢, meliputi:

a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan
jalan;

b. ketsntuan umum peraturan zonasi terminal Type B;
dar

¢, ketentuan urui peraturan 2onasi terminad Tvpe ©
dan Terminat Barang.

Ketentuan mum peraturan 200asi sigtem jaringan jalan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 8, meliputi:

a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nesional,
jalani provinsi dan jalan kabupaten ditentuken
berdasarian arahan rencana pola ruang,
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(3}

i-

lebar minimal ruang maniaat jalan [rumaga), Tuang
milik jalan [rumija), ruang pengawasan jalan
[ruwasja) dan garis sempadan bangunan (G3B) untuk
Hap ruas jalen ditetapkan sesiai  ketentuan yang
berlaku bDerdasarkan status, fungs dan keondisi
setiap ruas jaringan jalan di lapangan;

. 'ruang milik jalan paling sedikat memiliki lebar 35

{dua puluh lima) m untuk jalan raya, 15 (lima belas)
meter untuk jalan sedang dan 11 [sehelas| m untul
jalan kecil

dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar

rusang pengawasan jalan sebagaimena ditentukan

dari tepi badan jalan paling sedildt dengan ukuran
aebagai berikout:

jalan kolelktor primer 10 {gsepuluh) m;

jalan lokal primer 7 (tujuh] m;

jalan Hngkungan primer 5 [litmal m;

jalan arteri sekunder 13 (lima belas] m;

jalan kolektor sekunder 5 ilima) m;

jalan lokal sekunder 2 {tige) m; dan

. jalan lingkungan sekunder 2 {dua) m.

pelarangan kegiatan dan pemanfaatan ruang pada

rumaje, rumija dan ruwasja yang mengakibatkan

terganggunya fungsi jalan,

pengaturan persimpangan sebidang baik dengan

bundaran, Alat Penigaturan lsyvarat Lampu Lalulintas

(APILL} maupun non APILL;

kewsjibars melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas

IANDALL] sebagai persyaratan izin  mendirkan

bangunan bagi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi

jelan yang berpotensi mengganggd arls laiu lintas;
penetapan sempadan jalan secara umum ditentulkan
berdasarkan atas lebar badan jalan, telajakan, dan
lebar halaman depan bangunan yautu sama dengan
setengan lebar ruang milik jalan ditambah lebar
telajakan dan lebar halamman depan;
bangunan-bangunan yang dapat dibangun pada
areal sempadean jalan meliputi:

1. pagar tembok persil dengan  ketinggian
maksimutn 1,8 [satu koma delapan) m, khusus
untuk pagar depan hersifat itransparan, dan
mencerminkan termbok tradisional Bali;

2. bangunan Sangeah/Pemrajan, Pura, Tugu, Bale
Daja, Bale Dangin;

3. bale Bengong dan Pertamsanan, Jat

4, rempat parkir tidak beratap.

telajakan dan median depat dimanfratkan untuk

jaringan utilitas dan pertamanan.

Sth s k-

Ketentuan uwmum peraturatt zonas terminal Type B,
sebagaimana dimaksud pada ayat [1) hural b, melipurci

B.

penvediaan fasilitas pendukung termmal seperti
tempat parkir, tempat antre penumpang, temped
rungge penumpang, fesilitas kesshatan, facilitas
makan minum, fastlitas petibadatan dan lainnya; dan
berada pada jaringarn jalan provinsi atac kabepaten,
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(4)

Ketentuan umum peraturan zonasi terminel Type C dan
Terminal Barang, sebagaitnana dimaksud pada ayat (1)
huraf o, meliputi:

{11penyediaan fasilitas pendukung terminal gepert
tempat parldr, terpat antre penumpang, tempat
'tunggu penumpseng, fasilitas pergudangan, (Asilitas
timbang bamng, fasilitas kesehatan, fasilitas malan
minum, fasilitas petibadatan dan lainnys,; dan

(21 berade pada jaringan jalan kabupaten.

Faragral 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonas: Sigtern Jaritigan Energ:

Pasal 67

Keteptuen umum pereluran zonesi eiatcm jaringan energi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 avat (2} huraf d,
meliputi;

.

aregl lintasan dan jarak bebas antars penghantar 3UTT
serta penempatan tang SUTM dan SUTE  dengan
bangunan atau benda lainnya serta tanhaman harus
mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan -
dan  dibebaskan dari  bangunan  serta wajib
memperbatikan  keammanan, keselatmatan umum  dan
estetika linglangan;

Pengaturan jarak bebas sistem jaringan SUTT, meliputi:

1. lapangan terbuka pade kawasan luar kota sekurang-
kurangnya 7,5 (tujuh koma lima) m dari SUTT;

2. lapangar olah raga sekurang-kurangnya 13,2 (liga
belas koma fima) m dart SUTT;

3. jalan raya sekurang-kurangnya 9 (sembilan} m dari
SUTT,

4. pohon/tanaman sekurang-kurangnya 4,5 [empat
ltoma lima) m dart SUTT;

5. bangunen tidak tahan api sekurang-kurangnya 13,5
(tige belps koma lima) m dari SUTT;

4. bengunan perurnahan, perdagangan jasa,
perkantoran, pendidikan dan  lainnya  sekurang-
kurangnya 4,5 tempat komea lima) m dan SUTT,

7. SUTT lainnva, penghantar udara tegangan retdah dan
jaringan telekomunikasi sekuraneg-lurangnva 4.5
{empat korma lima) m dar SUTT;

8. jembatan besi, rangka besi penghantar listrik dan
lainnya sekureng-kuratgnya 4 (empat) m dari BUTT,

S. pompa hensin/tangki bensin sekurang-kurangnya 20
(dua puluh) m dari SUTT; dan

10, tempat  penimbunen bahan  bakar sekurang-
kurengnya 50 (lima puluh) m dari SUTT dengan
proveksi penghantar paling luar peda bidang datar
vang melewat kaki Hang.

Pengaturan jarak bebas penempatan tieng SUTM dan

SUTE, meliput:

1. jorak amtara tiang dengan tang pads jatingan umum
tdak melebihi 40 {empat puluh} m;
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2. jarak antara tiang jaringan umum dengan tiang atap
atau bagian bangunan tidek melebihi 30 (tga puluh
m;

3. jarek antara tiang atap dengan tiang atap bangunan
lainnva sebanyak-tanyaknya 5 (lima] bangunan
berderet tidak melebihi 30 [tiga puluh) m; dan

4. jérak bebas antara penghantar udara dengan benda
lain yang terdekat misalnya dahan atau daun, bapan
bangunan dan lainnya sekurang-KUrangrnya berjarak
0,5 [nol koma lima) m dari penghantar udara telanjang
tersebut.

penempatan gardu petyvulang diaralkan di luar kawasan

perumahan den terbebas dari regilko keselamatan umum :

dan

pengembangan jaringan baru atau penggantian jarngan

lama pada pusat Kawasan Perkotaan dan ruas-ruas jalan

utama diarabhkan dengan sistem jaringan bawah tanah,

Paragrat o

Ketenituan Umum Peraturan Zonas Sistein Jaringan
Telekomunikasi

Fasal 68

Ketentusn utmum  persturan  zonas  sistem  janngan
telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat
{2) huruf 2, meliput:

.

b

.

b,

{1

tersedie.  jaringen telekomunilkasi yang menjangkau
seluruh wilayah,

pembangunan jaringan telekomunikasi harus mengacu
pada rencana pola ruang dan arah perkembangan
pembangunan ;

jarak antar tiang telepon pada jaringan umum tidak
melebihi 40 {empat puluh) m;

penempatan  menara  telekomunikasi/tower  wajib
tnemperhatitan  keamanan, kesslamatayr umum  dan
eatetika lingkungan serta diarahken mernanfaatican tower
secars terpadu pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan;
dan

pengembangan jaringan baru atau penggantian janngan
Jama pads pusat Kawasan Perkotaan dan ruas-ruas jalan
utama diarahkan dengan sistem jaringan bawah tanah
atay jaringan tanpa kakel.

Paragraf 6

Hetentuan Umum Peraturan Zonas:
Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Pagal 60

Ketentuan umumt peraturan zonasi sistem  jaringan

prasarans sumber daya air sebagaimana dimaksud daiam

Pasal 63 ayat (2] huruf f, meliputi;

a. ketentuan uwmum peraturan zonasi sistem wilavah
sUngai;



b. Yetentuah UMUM peraturan zenasi cckyungan ait tanah
(CAM N

c. ketentuan umam peraturan zonasl sstem lanhgan
irigasi;

§. ketentuan umum peraturan zonasl sistem pengelolaan
air baku untuk air minum; dan

e. Wetentuan wMUum peraturan zonasi remcana sistem
pengendalian banjir.

{2) Ketentuagn umum zonasi  sglem wilavah sungai
sebagaimana dirmaksud dalam ayat {1 huruf a, meliputi:
a. pemanfaatan ruang pada kawasan di seldtar wilayah

sungai dengan (elap merjaga kelestarian hingkungan
dan fungei lindung kawasan;

b. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan
daerah tangkapan air;

¢. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam
pelestaran fungs: resapan air dan daerah tangkapan
air;

d. rehabilitasi huen dan lahan kritis, baik di datam
maupun di lnar kawasan hutan untuk memberikan
petlindungan terbadap kawasan di bawahnya dalam
rangka menjamin  ketersediagn  air  tanah, air
permukaan, dan unsur hara tanah; dan

e, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran
air untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas
air yang masuk dan vang berada pada sumber sumber
aIT.

{3} Ketentuan wmum zonasi cekungan air tansh [CAT)
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) horuf b, meliputy:
a. perlindungan kawasan resapan air Yang mampl

menambah gir tanah sacarn alami;

b, pengembangan zona konservasi air tanah  melipun
zona perlindungan air tangh yang meliputi daerah
imbuhan air tanah dan zona pemanfzatan air tanah
yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rasak;

¢. pemeliharaan cekungan air tanah melalui kegiatan
pencegahan dan/atau perbaikan kerisakan akuifer
dan air tanah; "

d. konservasi air tanah secara menyeluruh  pada
cekungan air tenah yang mencakup daerah imbuhan
dan dmerah lepasan air tanah, melalui: perlindungan
dan pelestarian air tanah; pengawetan air tanah; dan
pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran ait
taneh; dan

e. untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah
dilakukan pemantausn air tanah untuk mengetahui
perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lIngkungan
air tanah,

{4] Ketentuan umum poraturan 2onasi sistem jaringan irgas
sebagrimeanea dimaksud delam ayat §1) harub ¢, meliputi
a. mempertegas sistem jaringan Vang berfungsal sebogal
jaringan primer, sekunder dan tersier;
b. mir irigasi di jaringan priuner pada irigasi tekmis atau
setengah teknis menjadi tanggungiawab pemerintah,;
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16]

{1}

. Penpelolaan air irigasi di tingkat tersiet menjedi hak

dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air
(subak];

. pengembangan kawasan terbangun yang didalamnya

terdapat Jaringan itgasi wajib dipertahankan secara
figik maupun fungsional  dengan ketentuan
menyvediakan sempadan jaringan irigasi sekurang-
kurangnya 2 (dua} m di kiri dan kanan saluran;
bangunan millk organisasi subak pada lahan
pertanian vang diarahkan pengembeangannya sebagal
kawasai terbangun sesuai rencana pola ruang wajib
dipertahankan kesuciannya dan/stau  dipindahkan
getelah mendapat persetnjuan dari pengelola dan
lorarma subak bersanghkutan; dan

pembangunan prasarans pendukung irigasi aeperti pos
pantau, pintu alr, bangunan bagi dan bangunan
lainnya mengikutl ketentuan teknis yang berlaku.

Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan st
haku untuk air minum ssbagaimana dimaksud dalam
pada ayat (1) huruf d, meliputi:

a.

d.

pemanfaatan sumber air untuk kebutuhan air auinum
divtamakan darl air permukaan maupun air tanah
walip memperhatikan kelestarian hngkungen serta
kesucian kawasan;

. pembangunan instalasi pengolahan air minum tidak

diijinkan dibangun langsung pada sumber air bakuy;
perlindongan dan pemeliharaan bangunan
PeIarmpuUrigan air, bangunan pengambilan f
penyadapan, alat  pengukuran  dan peralatan.
pemantaluan, sistermn pemompaan, dan/atall bangonan
sarana pembawa serta perlengapanoya; dan
pengembangan kerjasama antar wilayah dalam
penvediaan air baku untuk air minum,

Ketenituan umum peraturan fonasi rencana  sistem
pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam pada
ayat (1] huruf =, meliputi:

I

b,

tidak diliinkan membangun pada kawasan resapan air
dan tangkapan air hujan; '

tidal¢ diijjinkan membangun pada kawasan tawan
lonrgsar,

c. normalisasi sungal secara berkelanjutan;
d.
», penpermbangan informas kawasan rawan barjir,

pengembangan bangunan penahan bangjir;, dan

Paragtal 7

Ketentuan Umum Peratutan Zonagi
Sistem Jaringan Frasarana Linghungan

Pasal 70

Ketentuah Umum  peraturan zonasi sisiem  jaringan
prasarans  lingkongan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 63 avat |2] huruf g, meliputi

a. ketentuan umum peraturat zonasl sistemn penysdiaan

air mitrum [SPAM);
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(3

d.

.

ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengelolaan
persampahan;

. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pengolahan

air iimbah;

ketemtuan umum peraturan Zonasi sistem penangansar
drainasa; dan

Katertyan umum peraturan gonss penyediasn jalur
dan ruang ¢valuasi bencana.

Ketentuan uniim peratirat zonasi sistétn penyediaan air
minum [SPAM) sebagaitnana dimaksud pade avat (1)
huraf a, melipuiti:

a,

.

E.

permanfeatan sumber air untuk kebutuhen air minum
diutamakan dari  air  permukaan dan  wajib
memperhatikas kelestarian lingkungan serta kesucian
kswasan;

harus tersedia jaringan perpipaan air minum kawasan
perkotaan atau kawasan perdesaan sampai dengan
sambungan rumaeah;

lingkungan perumahan harus mendapat air bersih
vang cukup deri perusghasn air minum dan atau
aumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

_ kapasitas untuk melayani kebutuhan peromahan

sekuratg-kurangnya 100 [seratus) literforang/hari di
kawasan poerkotaan dan sckurang-kurangnya 60
(enam puluh] liter/ orang, hari;

diutamakan  menggunaken sigtem  perpipaan
terlindungi seanai standar teknis yang ditetapkan; dan
tergedia laan umum dan kran kebakaran =esuai
ketentuan yang berlaku,

Ketentunan umum peraturan sonasi sistemn pengelolaan
persampahan sebagaimana dimaksud pada ayac (1) huruf
b, meliputi:

.

b.

ketentuen umum peraturan zonasi sarana dan

prasarana sampah linglungan dan kawasan, meliputi:

1. tersedia fasilitas pemilahan untuk meningkathkan
peran  Serta masyarskat dalam  penanganan
sampah serta peningkaten efelctivitas program 3R
[rense, reduce, recyclel; )

2. mudah dijangkau angkutan sampah;

2. memperhatikan aspek estetika dan  arsiteltur
lingkungan/kawasan, dan

4. mencegah perembesan air lindi, mengendalikan
dampak bau dan memperhitungkan dampak
kezehatan terhadap lingkungan askitar,

ketentuan umum peratirgn  20nasi  sarana  dan

presarana TPS, meliputi:

1. mmelibatkan peran masyarakat terutama dalem
pemilihan  lokasi dan  penyadiaan  lahan di
deleat /seldtar masyarakat yvang dhilayani;

2. tidak berada pads lahan RTH stan sempadan
badan air;

3. memperhatikan aspelt ingkungan dan earetika;

4. memperhitungkan volume sampah dan jangkauan
pElayatan,
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{3}

i

5 mudeh dijangkau kendaraan angkutan sampah
dan berada pada Iokas! yang aman terhadap
kegiatan lain; dan

6, mencegall perembesan air lindi, mengendalikan
damnpak bau dan memperhitungkan dampak
kesshatan terhadap lingkungan sekitar,

ketentUan  wmum  peraturan zonasi  sarana  dan

prasarana TPS terpadu (TPSTY, meliputi:

1. memperhatikan aspek sosial ckonomi masgyarakat
sekitat;

2. memaksimalkan kepiatan pengalahan dan/atau 3R
{reduce, reuse, recycle] sampah;

3. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan Jdan
kewajibarn pemerintab Kabupaten;

4. memperhatikan jurak pencapaian dan ketersedinan
fasilitas vang ada, dan

5. memperhatikan kecukupan ketersediaan  lahan
termasuk untuk zona penyvangga.

. ketentuan umum peraturan =zonasi sarana dan

presarana TPA, meliput:

1. ditengkepi dengan fasilitas  pengolah  limbah
dengan teknologi tinggi, ramah lingkungan dan
hemat lahan,

2. melibatkann peran swasta dalamn  penyediaan
dan/atau pengoperasian;

3. memperhatikan aspek geclogi tata lingkungan

lokasi dan sekitarmya,

memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat

gelitar;

5. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan
fagilitas vang ada;

6. tmemperhatikan kecukupan ketersediaan lahan
termasuk untuk 2ona penyangganya, dan

7. pengolahan dengan sanitary landfdl aan contrelied
landfil.

+

Ketentuan utnum peraturan Zonesi sistemn pengolahan air
limbah %ebagaimana dimaksud pada ayat (I] huruf c,
meliput::

a.

d.

£,

setiap kegiatan usaha yang memproduksi air limbah
diwajibkan untuk menyediakan instelasi pengolahan
limbah individu dan/atau kKomlral;

pernizahan antars jaringan drainase dan jaringan
pengumpul alr limbah pada kawazan perkotaan;

. pembuangan air fimbah melalui jaringan pengumpul

air limbah pada kawaszan perkotaan dan kawasan
sfeictil parivwizata ke dalamn sistem instalasi pengolah
air limbah terpusat;

pembangunan esiatern instalasi pengolah air limbah
rerpusat pade setiap lingkungan, dan/atau

penerapan teknologi pengolahan  eir limbah  yang
rameh Inghungan.

Ketentuan Umun peraturan zonasi rencana  sistem
penanganan drainase sebagaimana dimeksud dalam pada
ayat (1] huruf 4. meliput:

ad



(6}

1)

&. setap pembangunan wajib menyediakan jaringan
drainase lngkungan dan/atau SUmMur resapatl Yang
terintegrasi dengan sistem drainase selitarnya sesuai
ketentuan tekmie vang berlalku;

L. tddak memanfastkan saluran  drainase  untuk
pembuangan sampah, air limbah atau material padat
lainnya yang dapat mengurang kapasitas dan fUngsi
saluran; '

¢. pelarangan terhadap gangguan /pemotongan terhadap
galuran drainasge,

d. pengembangan hawasan terbangun vang didalamnya
terdapat jaringan drainase wajib dipertahankan secara
figik maupun fungsional dengan keteniuan tdak
mengurangl dimensi saluran eerta tidak menutip
sebagian atau keseluruhan ruas saluran yang ada; dan

e, tersedia sarana pengambilan sampah pada titik-titik
tertentu pada seluran draitiase.

Ketsrituan umum peraturan zonasi penvediaan jalur dan
ruang evaloaasi bencana, sebagaimana dimeksud pada
ayat (1) buraf e, meliputs:

A pemberian tanda-tanda, informaai dan sosiaisasi jalur-
jatur jalan yeng digunakan sebagai jajur evakuasi hila
terjadi bencana,

h. tersedianya tempat-tempat berkumpul bila  ierjadi
panicana;

c. pengembangan sistem  peringatan  dmi  terhadap
kemungkinan adanya bencana,

d. penyedipan ruang-ruang svakuasi bencana mencakup
lapatigan umum, gedungeerbagune atau rumah askt
rujukan; dan

g, jalmr jalan yang digunakan sebagai jalur evelkuasi
meripakan jalan-jalan utama wilayah yang terhubung
lebih  singkat dengan tempat-tempat &tau  ruang
evikuasi beiicana vang telph ditetapkan maupun
lokasi rumah sakdt,

Paragraf &
Ketentuan Umum Peraturan Zonesi Kawasan Lindung
Pagal 71

Ketentuen umum peratutan zonasi kawazan lindung

sebagaimana dimealisud dalamn Pasal 63 avat (2] hurai b,

meliput:

a. ketentuan umum peraturan zooas Kewasan hutan
Lindung,

h. ketsnituatt umutn peraturan zonasi kawasan yang
membenkan petlindungan lawasan bawahannya;

c. keteninan wmum peraturan sonasi | kawasan
perlindunegan setempat,

d. Ketentyan umium peraturan zondas kawasan suaka
elamm, pelestarian alam, dan cagar budaya:

e. ketentuan uinum peraturan zonasi kawasan rawan
bencana alamm;

. ketentuan umum peraturan zonas kawasan lindung

i)



(2]

(3]

(4]

3]

1)

[7}

(8]

peclogi; dan _
¢ ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hindung
lainnya,

Ketentuann wmum peraturan  zonesi kKawasan  yang
memberkan  perlindungan  kawasan bawahannya,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1] hurafl b, mencakup
ketentuan Uraum peraturan Zonasi resapan air,

Ketentuan umum  peraturan Zonasi kawasan

perlindungan  setempat, sebagaimana dimaksud pada

ayat {1] huruf c, melipui:

a  ketentuan umurm peraturan zonasi kewasan suci

b. lketentoan umum perzturan zonasl kawasan tempat
UL

C. ketertuan umum peraturan zonasi sempadan sungai;

d. ketentuan WNUM peraturan Zonasi SemMpadan jurang,

e. ketentuan umum peratiran zonasi Danay Batur dan
sempadannya; dat)

{ Lketentuan umumm peraturan zonasi ruang terbuka
hijau dan RTHE.

Ketentuan umlith peraturan zonasi kawasan silaka alam,

pelestarian  alam, dan cagar budaya, sebagaimana

dirnaksud pada avat {1} huruf d, meliputi:

a letentuan umum peraturan zonasi tamnan wisats
alarn; dan

L. ketentuan umuty peraturan zonasi kawasan cagar
budaya dan ilmu pengetahuan.

Ketentuan umum petaturan  zonesi kewasan rawan

bencena alam, gehagaimana dimaksud pada avat (1)

huruf &, meliput:

A, Ketenfuan umum peraturan zonasi kawasan rawar
tanah longsor; dan

b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan TRWAan
kebakararn.

Ketentuan uimwim peraturan zonadi kewasan lindung

geologh, sebagaimana dimakaud pada ayat (1) huruf f

melipuati;

2. ketentuap umurn peraturan zonasi Kawasan Capgar
alam geologi;

b ketentusn umum perafuran zonasi kawgsan raiwan
bencana alam gealogi, dan

c. ketetituen umum peraturan 2onasi kawsasan  yang
memberikan pertindungan terhadap air tanah.

Katerituan umum peraturan zonasi kawasan cagar ajam

geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (9 buruf a,

rreliputi

a, letentizan umum peraturan zonasi kawazsan yang
memiliki keurnilkan bentang alam; den

b, ketentuan umum peraturan zonesi kawasan yang
mempuryai keuniken proses geologi.

ketentiian umum perzturan zonasi kawssan [EwAn
bencana alam geologi sebagmimana dimaksud pada avat
(&) huruf b, meliputi:

(=10)



o letentuat umum peraturan zonasi kawasan rawarn
letusan gunung berapi;

b. ketenftoAn umum peraturan zonasl KAWASEN Tawan
gempa bumi;

¢. ketentuan umumn perafutran zonasl kawasan rawan
gerakan taneh; dan

d. lLe=teptuan umiim peraiurTan zomnasi Kewasan rawan
bahaya gas beracun.

{9] Ketentian umum peraturan zonasi kawasan yang
memberikan  perlindungan  terhadap © air  tanah
sebagaimana dimaksud pada avat [6) huruf o, meliputi
a.  ketentuan umum peraturan zonasi kawasan imbuhan

gir tanah; dan
b. keteptusn Lmurm peraturan zonasi sempadan mata
Bir.

(10} Ketentuan umum peraiuran zonasi kawasan lindung
lainnya, sebegaimana dimaksud pada avaet (1) huraf g,
vaity arghan peraturan zZottasi kawasan perlindungen
plaema nutfah,

Kstentuan Umum Peratutaty Zonasi
Kawagan Hutan Lindung

Fasal 73

Ketentuan wmutn peraturan zonasi kawasan hutan lindung
stbagaimans dimaksud delam Pasel 71 ayat {1] huruf a,
meliputi

a. memilikd faltor-faktor lereng lapang, jenis tanah, dan
intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan denpan
angka penyeimbang mempunysi jumlah nilai  skor
gekurang-lurangnya 175 (seratus fujuh puluh lime) atgw
lebih;

b. mempunyai lereng lapang serendah-rendahnya 40%
[empat puluh perssn] atau lebih;

¢. mempunyai ketinggian di atas perrmukean laut serendah-
randahnya 2.000 {dua ribu) m atau lebih;

d. kawssan hutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan,;

e, pemanfaatan mang yang dijjinkan tnencalup kegiatan-
kegiatan untuk kepentingan pendidiltan, penelibian, dan
pengembangen ilmu pengetabuan dan teknolog serta
ekowisata sepanjang tdak mengganggu lungsi lindung;

i tidak diimnkan melakukan pemanfaatan ruang vang

' mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan
kepwetan tanah, fungs: hidrologis serta kelestarian flora
dany faunea pada kawazan hutan Lindung,

g pengendalian fungsi hidrologis kawasan hutan yang telah
mengalarmi leernealkan melalui rehabilitagi dan kenservas,

h. penggunaan dan pemanfaatan taneh 4i kawasan lindung
harus sesuat dengan fungsi kawasan dan tidal boleh
menpganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam
dan =kosiatem alami;

i. penyelesaian dan penanganan berbagai kegiatan budidaya
di kawasan lindung sesuai dengan permasalalian yang
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dihadapi secara bertahap;

j. penataan batas di lapangen untuk memudahkan
pengendaliatnya, dan

k. reboisasi pada kawasan yang mengalami  lLritis
lingkungan;

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Resapan Air;

Pagal 73

Ketentuan umum peraturan zonasi kewasan resapan air,

sebzgmimana ditmaksud dalam Pasal 71 ayat (2], meliputi:

2. pemantantan rueng pada kawasan resapan air harus

tetap terjamin fungsi hidrologis secara maksimal, serta

membatazi perkembangan lahan terbangun, kemuringen

25% ({dua puluh lime persen| sampai dengan 40% (empat

puluh persenj yang mempunyai struktur geologi sesuai

untuk resapan air, ketinggian Kawasan 1.000 (senbu) m

sampai dengan 2.000 [dua ribtu) m diatas permukaan

laut;

meningkatkan dava serap air;

pemanfastan tuwang untuk budidaya pertenian  dan

perkebunan tanaman tahunan/tanaman keras dapat

diijinkan separjang tutupan lahan berupa ruang terbuka
hijeu tetap terjags;

d. kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan resapan
air dan dinilai mengganggu fungsi linghkungannya hatus
segera dicegah perkembanganmys dan secara bertahap
dikembalikan untuk fungsi lindung; dan

e, mengarehlkan perkembangan lahan terbangun mtensif
dilyar kawasan resapan air.

oo

Hetenmtuan Umumn Peraturan Sonasi
Kawaaan Perlindungan Setempat;

Pagal 74

Ketenfyan umum  peraturan  zonasi  kawasan  sucol
sebagaimana dimaksud delam Pasal 71 ayat (3] huarul a,
melipud:

{1} Penetapan kawasan suci, terdiri damn:

a kawasan suci gunune merupaken kawRsan gunung
dengan kemiringan sekutratg-Kuranghva 4539 (empat
puluh lima dergjat} sampai ke puncak, pengaturannya
disetarakan dengan kawasan hutan lindung dan
Kewasan resapan air dalam rangka penerapan konsep
wanea kertih; :

b. kawassn sucl Danau Batur, meripakan Kawasan
Pergiran Daenen Batur beserte sempadennya  yang
perypmturannya disetarakan dengan kawasan sempadan
daneau dengan lebar sempadan minimal 50 (lima puluh)
— 100 fperatus) m dari tepi dansu dalam rangke
penerapen  konsep doma kertth dan intensitas
pemanfoatan  perairen danau  untule  budidaya
perikcanan, KWT maksimum 5 % (lima persen] dar luae
peralran danau,

£, kawasan suci campuhan merupakan tempat lokasi
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pertemuan  dua buah sungai  pengaturannya
disetpraken dengan kawasan sempadan suhgai atal
selcurang-urangnya S0 (lme puluhp m dan tep
campuhan;

d. kewasan susi mata Bdr rmeripekan tempatjtempatl.
kaberadugn mata air yang digunakan sthagai lokasl
pengambilan air suci untuk upacara keagamaan bagi
umat Hindu pengaturanmya disetarakan dengan
kawasan sempadan mata air; dan .

e, kawasan suci cathus patha merupakan persimpangan-
persimpangan utama wilayah atau desa pekraman Yang
difungsilcan sthagai tempat pelaksanaan upacara
tawnr kesanga, yvang harus terlindung " dan kegtgtnn
vang fapat MEngganggu pelaksanaan keglatan ritual
keagamaarn. o

{2} pemanfaatan ruang di sekitar kawasan suci dittamalan
untuk peruntuken hutan, riang terbuka hijau, pertanian
dem sejeniznya,

(3} pengendalian  secara  ketat pernbangunan di dalam
kawaBan $Uck

(4) penataan kawasan suci  kecuall pegunungan dan
campithan petlu dilengkapi dengan rencana ringi tata
muang untuk mendukung kelangsungan fungsi lindung;
dan

(5} pelavangan semus jenis kegiatan dan atau usaha yang
dapat menurunkan kualitas linglungan hudup dan nila-
nilai kesucian.

Pasal 72

Ketsnrian umum peraturan zonasi kawasan tempat suci
schagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3} huruf b,
meliputi:

1] Penstapan kawesan tempat suci dengan status Pura Sed
Rahyongan dan Pura Dang Kahyangan dilakulkan oleh
Cubernur setelah mendapat rekomendasi datri PHDI Bali
dar Majelis Utama Desa Pekraman (MUDP| Provinsi Bali.

(2} radius kesuciars kawasan tempat sucei  ditetapkan
mangacy Bhisama PHDIP Tahun 1994, mencakup :

a. kewasan tempat sucl di sekitar Pure Sad Kahgangan
dengan radius sekurang-lurangnya apemneleng agung
yang disetarakan dengan 5000 (fima ribv) m dari sisi
luar tembok penirengker pura;

b. kawasan tempat suel di sekitar Pura Dang Kahyangan
dan pura Kaohyangan Jugat dengan radius selurang-
kurangnya apeneleng afit vang diserarakan dengan
2.000 {dua rbu} m dar s lwar tembok penyengker
pura; dan

e, kawasan empat suci di seldtar Pura Rahgangan Tiga
dan pure lainoya, dengan rediva sekurang-kKurangnya
apenimpug stau apenyengker, yang akan disesuatican
dengan kondist dan situasi actempat.

{3} persyaratan Kegiatan dan bangunan dalam radius
kawasan tempat suci ditetapkan sesnai kondisi setempat
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dan mengacy konsep tri wang yang dibagi menjadi 3 (tiga)

zona, melputi; _

&, zong int adalah zona utama kerang kekergn sesum
dengan konsep meha wana yang  diperuntukkan
sebagal hutan lndung, ruang terbuka hijau, kawasan
pertantian  dan  bangunan penunjang  kegiatan
Keagamaan,

b, zona penyangea adalah zona madya karang kekeran
yang sesuai konasp 1apa Wand diperuntukkan sebagal
kewagan hutan, tuang  terbuka  hijau, kewasan
budidaya pertanian, fasilites darmasala, pasgraran,
dan bangunan fasilitas umum penumjang kegiatan

¢. zona pemanfaatan adalah zena niste karang kekeran
yang sesuai konsep sH wana diperuntukkan sebagal
kawasan budidaya pertanian, bangunan permuldman
bagh pengempotl, penyungsung dan penyiwi pura,
bangunan fasilitas umum penunjang  kehidupan
sehari-heri masyarakat setempat serta  melarang
sermnuin jenis kegiatan wsaha dan/atau kegiatan yang
dapat menurunkan kualitas iingkungan hidup dan
filai-nilai kesucian tempat surci; dan

d. penentuan batas-batas terluar tap zona radius
kawasan tempat suci didasarkan atus batas-batas fisik
vang tégas berupa batas alami atau batas buatan,
disesuaikan dengan kondisi geografls masing-masing
kawasen dan panjang radius antara garis lingkaran
terluar zona pemenfastan dan titik pusat lingkaran
sckurang-kurangnya sama dengen radius kawasan
tempat suci sebagaimana dimaksud pada ayat {2),
vang akan diatur lebil lanjut dalam rencans rinei tats
ruang kawssan tempat 3UCL

Pasal 75

Ketentuan wumurm peraturan zonesi  sempaden  sungai
webageimana dimakeud dalam Fasal 71 ayat (3} horuf c,
nreliputi:

(1) Penetapan kawasan sempadan sungail, didasarkan atas
kawasan vang tidak termasuk rawan bencana banjir,
terdiri dari
a. lebar sempadan sungai pada kawasan perketaan © 3

[tiga] m untuk sungai bertanggul, 10 {sepulub] m
untiik sungai berkedalaman 3 [bga] sampa 10
isepuiubh) m, 1% (ima bkelas] m untuk sungal
berlredalaman 10 [sepuluh] sampai 20 [dus puluh) m,
dan 30 [Hga pulubh) m untuk sungen berkedalanan
lelih dan 20 [dua puluh) m; dan '

b. lebar zempadean sungai pada kewasan perdészaan : 3
(Hea] m untuk sungai bertanggul, 10 [gepuich) m
untuk kedalaman lebih dari 3 (tiga) m, 15 (ima belas)
m untuk kedalaman 3 {tiga) sampai 20 {dua pulah} m,
dan A0 {tiga puluh) m yntuk kedalaman lebih darn 20
fdua puluh] m.

{2] Kegiatan den bangunan yang diperbelehkan, bersyerat
oLl



atau dilarang di kawasan sempadan sungai terdir dari:

B.
b

pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau;

kegiatan kegiatan sepanjang tdek berdampalk negatif
terhadap fungsi lindungnya mencakup : obyek wisata,
mkreasi, kegiatan ritual keagamaan;

. pendirlan bangunan penunjang fungsi tamen rekreasi,

wisata alam |ekowisata), olahraga air, kegiatan sosial
hudaya dan pengelolaan badan air atau pemanfaatan
Aair;

pemnanfaatan untuk budidaya pertanian dalam art
luas dergen jemis tanaman dan budidaya perikanan;
pemanfaatan untuk pemesangan reklame den papan
pengumuman dengan pereyaratan tertentu;
pernanfaatan untuk petmasangan bentangan kabel
listrik, kabel telepon, dan pipa air minum dengan
persyaratan tertentul;

pemanfaatan untulk pemancangan tiang atan pondasi
prasarana jalan den jembatan dengan persyaratan
terteritid;

. pelarangan membuang sampah, linbah padat

dan/fatau cair; dan

ketenituyan pelarangan pendirian bangunan kecuali
bangunan prasarata lalu lintas air dan bangunan
pengambilan dan pembuangan air.

(3) persyatratan den  presSarans mminitnal pada kewasan
gempadan sungei, meliputi;

B

h.

|

penyedisan teman telajakan minimal 10% [sepuluh
persen) dar lebar sempadan;

pencegahan kegiatan budidaya sepanjang sungai
yang dapat mengganggy kelestarian fungsi sungai;

. pengendalian kegiatan di sekitar sempadan sungas,

penataan dan normalisasi ajur sungai dalam upaya
mengantisipasi bericana banjir;

pengamanan deeralb aliran sungai, dan

sempadan sungai pada sungal tanpa bahaya banpur
vang memiliki jurang, mengikuti ketentuan aturan
sempadan juratig,

Pasel 77

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan
jurang sebagaimana dimaksud dalam Fasal 71 ayat (3 hurnf
d, meliputi;

(1} penetapan jarak sempadan jurang, terdiri atas:

a.

Q.

daratan di tepian jurang yang memiliki kemiringan
lereng sekurang-kuranpnya 45% [(empat puluh lima
persen), kedalaman sekurang-kurangnys 5 {(limeaj m
den bidang datar bagian atas sekurang-kurangnva 11
[aebealas) ™,

sempadan jurang bagian atas sebagaimana dimaksud
pada huruf a, hamus memililki lebar sehkurang-
lurangnya 2 (dua) kali kedalaman jurang dan tidak
kurang dari 11 (sebelas) m dihitung dan tepi jurang ke
atah bidang datar, dan

bangunan untuk kepentingan umum, keagamaan,
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hankam dan akomodasi wisatas pads kawasan daye
taril wisats khusus (KDTWK] atau kawasan daya tatik
wisata (DTW], dapat dilakukan pade sempadan jurang
dengan ketentuan tidak kurang dar 11 (sebelas) m
dihitung dari tepi jurang ke arah bidang datar, setelah
dinvatakan stabll melalui peneliian  teknis dari
ihstansi berwenang

|4) kegiaian dan bangunan yanpg dipetbolehlan, bersyarat
atay dilarang i kawasan sempadan jurang, terdiri atas.

.

kegiatan kegiatan sepanjang tidak berdampak nega kil
terhadap fungsi lindungnya mencakup | ohyel wisata
tanpa bengunan berupa wisata alam dan olahrags
petualangan, kegiatan terkait kehutanan, perkebunen,
dan kegiatan ritual keagamaart,

bangunan bangunan fasilitas penunjang pariwisata
serni  permanen dat  temporer, bangunan  umum
terkait sosiel keagamaan, hanlkam dengan persyaratan
teresdianya bangunan pengaman, kecuali sepert
digebutkan pada ayat {1) huruf ¢ diatas;

pencegahan kegiatan budidaya pada sempadan jurang
yang dapat mengganggu  kelestarian  fungs
perlindungan setempat; )

. pengendalian kegiatan budideya pada kawasan jurang

den sempadan jurang; dan

pelarangan pendirian bangunan pada jurang dan
kawasan sempadan jurang dalam jarak 2 {dua} kel
kedalaman jurang dihitung dari hibir jurang ke arah
bidang datar, kecuali seperti disebutkan pada avat (1)
huruf ¢ diatas.

i3] persyaratan minimal kawesan sempedan jurang meliputi
Lkegiatan penatean perlindungan sempadan jurang untuk
mengantisipasi bencana longsor serta  bangunan
pengaman pade kawasan yang diperuntukan untuk
fasilitas urnunt atau rekreesi wisata,

Pagal T8

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Danau Batur
dan sempadannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
ayat [3) huruf e, meliput:

{1} penstapan jarak sempadan danau, mencakup daratan
dengan jarak 50 -100 {lima puluh sampai seratus) meter
dari titik pasang air danau tertings, dan/atau vang
lebarnya proporsional terhadap bentuk dan kondisi fizsk
air danau;

(2] kegiatean dan banguoen vang diperbolehksn, bersyarnt
ateu dilarang, melipwuti:

g,

kegiatan vang diperbolehkan, mencakup: hutan
lindung; tarnan wisata alam; cagar alat; kotservagi;
ruang terbuka hijaw; rekreasi terbuka; penambmatan
perahu; dan tempat sue

kegiatan vang  diperbolehkan  dengsn  svarat,
mencakup: Jaringan  jalan; budidaya pénkanan,
budidaya pertanian; permukimen penduduk setempat
vang telah ada; penelitisn untuk tujuan il
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pengetahuan;  bangunan  penuriang transportas
daneu, fasilitas penunjeng wisata tirta dan wisata
alam: fasilitas penveberangan danau; Fasilitas parkir,
atop over pariwisata; bangunan pengelolaan  air
baku f minum /limbah; penangkapan ikan tradizignal;
normalisasi danau; dan pengarmatian tep danau.

¢, Regiatan dan pembangunan vaneg tidak diperbolehkan,
mencakup: fasilitas  dan  akomodasi pariwisata
terapung, beangunan panggung, reklamasi danau di
luar kepentingan untuk perlindungan tepi danau; dan
pembuangan limbah langsung ke danaw, dan

d. pengendalian kegiatan yang dapat mengganggll nilai
wegucian danay, terutama pada kawasan pinggir
danau vang digunakan untuk keglatan upacara
keagarnagn, kegiatan pertanian maupun akomodasi
wizaksa,

{3) prasarana dan sarana mihimum yang yang dibutuhkan,
mencakup: bangunan pelindung tepi  danau;  pos
kemmanan dan penvelamatan; fasilitas sanitasi; dan jalan
setapak untuk jalur mspeksi dan rekreasi.

(4] ketentuan lain yang dibutubkem, mecakup:
a. pelarangan penggunaan bahan-bahan yang dapat
mencemari air danau,/ waduk;
b. pengamanan resapen air kawasan hulu; dan
c. pemilihan sistemn budidaya perikanan.

Pasal 79

Heterituan umum peraturan zonasi ruang evbuka hilaw dan

rueng terbuka hijau kota [RTHEK) sebagaimana dithaksud
dalam Pasal 7t ayat (3) huruf {, meliputi:

(1] Penetapan kawasan ruang terbuka hijau, meliputi;

g. tuang-ruang terbuka di kawasan perkolasn malpun
kawasan perdesaan vang difungaikan sebagai tuang
tanpa bangunan meliputi: taman kota, huwan kota,
lapanigan olahraga, pemakaman ummum dan  setrs,
lawasan  jalur hijau pertanian,  jalur-jalur
perlindungan lingkungan, tamnan pervmahan, sabuk
hijau berupe lahan pertanian dan hutan, kawasan
tindung berupa hutan lindung, Taman Wisata Alam
dan sejenisiya;

b. berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau
kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur: dan

c. didominasi komunitas tumbuhan,

(2) Pengaturan ruang terbuka hijau, meliputs:

a. penerapan konsep karang bengang pada perbatasan
antara kawaaan perkotean dengan kawasan perdesaan
dan antar kawasaen perdesaan pada kawasan yang
masih dapat diterapkan di seiuruh wilayah kabupaten
untuk menjaga lkualitas ruang dan  estetika
lingkungan;

b. rencana pengelolaan rusng terbuka hijau sepanjang
perbatasan wilayah kabupaten adalah minimum >0 m
fiima puluh meter} dari kari kanan garis batas wilayah,
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h.

keeuali peda kawassn perbatasan yang sudal padat
bangun-bangunan mengacll pada rencana pola Tuang;
pengembangan tRman-taman berupa tarnan
lingkungan perumahan, taman skala banjar, tamen
akala deasa, taman skala kecamatan dan tatnan skals
kotm vang terintegrasi dengan lapangan terbuka.
pemnentapan  taman-taman kotz  sebagal  pusat
kegiatan sosial, rekreasi, olah raga, dan keagamaan;
Pemanfetan taman pekarangan perumahan, halaman
perkantoran, halaman pertokoan dan halaman tempat
usaha lainnya stbagai ruang terbuka bijau dengan
proporsi tertentu sesuai luas lahan dan persyaretan
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan kKoefisien Dasar
Hijau (KDHJ yvang ditetapkan:

pendirian bangunan pada KTH pada ruang terbuka
dibatasi hanva untuk bangunan penunjang kegiatan
sosial, reloreasi, olah raga, pertanian, dan keagamgan;
RTH Kawasan PerdesaAn sekurang-kurangra 709
{tujuh puluh persen) dari Tuas lawasan perdesaan;
dan

Fenegasan dan pematckan batas-batas jalur hijau
vang telah ditetapkatl,

{3} Pengaturan RTHRK, mencakup:

a.

b.

c.

sekurang-kurangnya 40% [empat puluh persen) dari
luas Kaweasan Ferkotaan Bangli;

sekurang-kurangnye 3% (lime pulubh peraent dan
luas Kawasan Perkotaan Kintamani;
selkurang-kurangnya 0% {enam puluh perzen]| dan
Tuas Kewasan Perkotasn Susut, Kawasan Perkotaan
Tembuky, Kawassn Perkotaan Catur-Belantih, dan
Kawasan Perketann Kayuamba,; dan
selrurang-lurangnya mesinog-mesing ETHK memiliki
proporsi 20% [dua pulubh persen) RTHE publik.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal B0

i Ketentuan umum peraturan zonasi kawasen tarnan
wisata alam sehagnimana dimaksud datamn Pasal 71 ayat
(4] huruf a, meliputs:

A

penetapan kawasan terman wisata elam, neliput:

1. TWA vang telah ditetapkan pemerintal;

2, memiiiki daya tarik glam berupa rumbuhan, satwa
dan ekosistemnys yang masih asli serta formasi
geolog vang indah, unik, dat langhka,

3. memilild akeses wyang baik untuk  keperiuan
pariwisata;

4, memilikd luas vang cukup untuk menjamin pelestarian
sumber daya glarm hayatt dan ekosisiemnya untul
dimenfaatkan bag kegiaian wisata alam,; dan

5, kondisi lingkungan di sekitarnys mendukung upava
pengembangan kegiatan wisata alam.

tujuan perlindungan TWA untuk mehndung flora dan

fauna vang khas, bagi kepentingan plasma nutfah,
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ilmu pengetahuan dan pengembangan obyek dan daya

terik wisata,

pelestarian kawasan tarnen wisata alam dilaksanakan

melalui ; perlindungan dan pengamaEnan, iNventarisas

potensi kawasan, penelitian dan pengembangan yang
menunjang pelestarian  potensi; dan pembinaan
habitat dan populasi sabwva,

taman wisata alam dapat dimanfaatkan antak

keperluan pariwisata alam dan rekreasi, penclitian dan
pengembangan, pendidikan dan kegiatan penunjang

budidaya;

jemis-jenis usaha sarana pariwisata alam yang dapat

dibangun dalam kawasan taman wisata alam melipuu

kegiatan usaha:  bumi perkemahan, makonan dan

IMINUaAn, cinderamats dan  sarana  wisata

budaya/weritilan;

Ailarang melaksanakan  kegiatan yang  dapat

menyebabkan perubaben fungsi kewssan taman

wisata alam berupa:

1. berburil, menebang pohon, mengangioot kayu dan
sabwa atau bagian-bagiannya di datam dan ke luar
kawasan, serta memusnahkan sumber daya alam i
dalam kavwasan,

2, malakukan kegiatan usaha yang menimbulkan
pencemaran kawasan; dan

2. melekukan kegiatan usahs yang tidak sesuai
dengan rerncana pengelolaan dan arau rencana
pengusahaan yang telah mendapat persenijuan dan
peiabat yang beraenang.

Ketentuan umum peraturan 2onasi pada kawasan cagar
budayva dan ilmu pengetahuan, sebagaimana diroaksud
dalam Pasal 71 avat (4] humf b, meliputi:

a.

penetapan kawasan  cagar budaya dan  ilmu
pengetahuan, mehiput:
1. tempat 41 sekitar bangunan bemilai budaya tinggi:
2. mitus purbakala; dan
2, kawasan dengan bentukan geologi teriemtu yang
mempunyal manfaat tnggi untuk  kepentingan
gejarah, kebudeyaan, dan ilmu pengetahuan.
tijuan  perlindungan  kawasan, wntuyk melindungi
lceltavean budaya bangsa berupa peninggalan sejarah,
bangunan, arkeclogi, monume2n tasional,  dan
kerageman bentukan geolopl vang berguna untuk
pengembangan  {mu pengetahuan  dari  ancaman
kepunehan vang disebabkan oleh kegiatan alam dam
manugia,;

. pengamanan dan menjage pelestarian dari berbagai

hantuk ancaman baik oleh kegiatan manusia maupun
alarmn;

kawazan cagas budaya vang berupa tempat suci, tetap
dipertahankan dan tidak boleh dirubah fungsinya;

. pada fungsi bangunan yang bukan merupakan

kawasan tempat suci  dapat berubah dengan
mempe=rtahankan bentuk asli bangunan;
permmanfaatan kawasan uvntuk kegiatan penelitian,
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()

pendidikan, dan pariwisata;

Z. pelarangan kegiatan dan pendinan bangunen yang
tidak sesuai dengan fungs kewasan;

h. pelestarian kawasan mencakup kegiatan untuk
mempertahankan dan  memelihara, memperbaiki,
mengganti, menambah dengan penyesuaian terhadap
bentuk asli; dan

i, lketentuan teknis permbangunan kawasan cagar budays
dan ilmu pengetahuan diatur lebih lanjut dalam
peratiiran z2onasi,

Ketentuan Umum Peratutan Zonasi
Eawasan Fawan Bencana Alam

Pasal &1

Keterifuan umum peraturan zonasi kawasan rawan tanah
longsor sebagaimana dimakaud dalam Pasel 71 ayat {5
muref a, dilaksanakan dalam rangka mitigasi dan
adaptasi, meliput;

a. ditetapkan dengan kriteria kawasan betbentuk lereng
yang rawan terhadap perpindahan  material
pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan,
tanah, atau material campuran dan umumnya Berada
pada kawagan dengan kondisi kemiringan lereng lebih
tngg dari dari 45* (empat puluh ima derajat);

L. mengurangi tingkat keterjalan  lereng, dengan
membuat teras bangku,

¢. meningkatken dan memperbailti sistem drainase badl
air permukaan maupun air tanah;

d. penghijauan  dengan  tanaman vang  sistem
perakarannya dalam untuk menghan laju gerakan
tanah tersebut;

e, menyarankan retokasi bangunan pada Kawasan rawan
longssr potensi Hngg;

f pengembangan hangunan penahen gerakan tamah;
dan

z. pengaturan kegatan budidaya yang sesuai dengan
kondisi fisik kawasarn.

Ketentiuan umum perafuran zonesi kAWasan rawan

kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat

(5] hurul b, dilaksenskan Jdalam rangka mitigasi dan

adaptasi, meliputi

a. penctapan kawasen-kawasan lahan  kering dan
kawasan hutan, vang sering terjadi kebakaran baik
vang dizebablkan oleh pembukaan lahan serta karena
kondisi iklim dan cuaca yang metrangsang terjadinye
kebakaran,

b. pengamanan kawasan hutan dari pembalakan Liar dan
permbukaan lahan bary dengan permnbekaran;

¢. penngembangan kawasan pEnYangsa untuk
menghadang perluasan kebakeran hutan; dan

d. perigembangan serana pemadam kebalkaran minimal.

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Kawasan Rawan Bencana Alam Geoleg
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(4]

Pasal 82

Keteptuan wumum pereturap  zonesi kawasan  yang
memiliki keunikan bentang alam dan kKawasan vehg
mempunyai  keunikan proses  geolog sebagaimansa

dimaksud dalam Pasal 71 avat (7) huruf a dan huruf b,

yang berada pada kawasan sekitar kaldera GUNUNEEP

Batur, meliputt;

a usulan penetapan kawasan sebagal kawasan aman
geologi (geopark) dundia;

b, pendayvagunaan kawasan untuk ektivitas pendidikan
dan penelian ke gunungapian, petualangan,
relireasi, olehraga alam, day kepanwisataan lainnya
dengan menerapkan relkavasa teknologi
pengembangan sarana dan prasarana  pendukung
untuk dapat menikmati keunikan proses geclog
kmwasan dengan mudah dan aman;

¢, integraal pemanfastan kawasan sebagai lkawasan
suci, kawasap tempat suci dan pola-pols kearifan
lokal masyarakat;

d. mitigasi terhadap potepsi rawan lefusan gunung
berapi, dan )

e, mengendalikan kegiatan pembangunan fielk, agar
tidak mengubah bentang alam Keldera.

Ketentuan wumum peraturan z2onasi kawasan rawan
letusan punungapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
71 avat (8] huruf a, meliputi:

a. penetapan kawasan rawan bencana gunungapli pada
keaasan rawan I [terlarang) dan kawsasan rawan I
(Bahaya) sebagai kawasan lindung;

b. pemanfaatan ruang pada jalur lintasan lave dengan
mempertmbarglan karakteristil, jenis, dan ancaman
bencana;

¢. penentuan lokasi dan  Jalur  evakuasi  daer
permukiman pendudulk,

d. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk
kepentingan pstnantauan ancaman  bencana  dan
kepentingan umum; dan

e, tdak diperkenankan  mendinkan bangunan
perumahban atan bangunan akomodasi wisata pada
kawazan rawan 1l {terlarang)-

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan rawan

Retnpa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 avat

(8) huruf b, meliputi:

A. penerapan sistem peringatan din Dencana  getmpa
bumg;

b. penerapan standar keonstruksi bangunen tahan
gempa; den

¢. rehabilitasi dan konservasi lahan dengan melakukan
mitigasi atas bencana gempa ami

Ketentuan umum peraturen zonesi kawasan rawan
gerakan tanah sebagaimena dimakaud dalam Pasal 71
ayat (8} huruf ¢, meliputi:

a. melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan meialui
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perbaikan pola tanam, pengembangan vegetasi dan
upave konaservasi lahan ;

pengerbangan bangunan penabar geralcan tanah;
pengaturan kegiatan budidaya yaog gegaual dengan
kondisi fistk kawasan dan tnembatasi  Kegiatan
budidaya intensif; dan

sosialisasi kepada masyarakar dan selurnh pelaku
pembangunan terkait mengenal lokasi  kawasan
rawan bencana gerakan tanah.

(5) Keténtuapn umum peraturan zonasi kawasan rawan
bahaya gas beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
71 ayat [B) huruf d, melipuu:

)

{7]

&,

b.

C.

pengembangan sistern peringatan dini rawan gas
eracurn;

penentuan lokasi dan jalur evakuasi bila tergadi
bencane gas beracun, dan

mosialisasi kepada masyarakat dan seluruh pelaku
pembangunan terkeit potensi adanya rawan gas
beracun.

Ketentuan umum peratiran zonasi kawasan unblihan air
tariah sebagaimana dimaksud delam FPasal 71 ayat (5}
huruf a, meliputi:

a.

pemanfaatan ruang untuk kawasan resapan air dan
mengurang bangunan fizik yang akan mengganggu
kswasan resapan tersebut,

meningkatkan upaya pelestarian kawasan melalui
reboisasi, rehabilitas:, penapaman pohon, vegetas: di
untuk  mempermudah [ mempercepat | pnoses
petssapan air kedelam tanakh;

penelitian  dan  pemetaan  air tanah  detail pada
masing-mesing cekungan air tanah sebagai desar
perigawasan dan pengendalian  pemaenfaatan  air
tanah;

pengharusan penvediaan sumur resapan dan/atau
waduk pada lahan terbangun;

menerapkan secara ketat perizinan pemalcajan air
tenah, dan pengenasn tarf progresif; dan

penerapafi perizinan pemanfaatan air tenab dan
menjadi persyaratan dalam proses penerbitan izn
mendirikan bangunan (IMB).

Keteriuan umum peraturan zonasi sempadan mata air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat {9) huruf b,
melipua:

.

b.

Pambatasan kegatan budidaye terbangun di dalam
kawnaan sskitar matg air dengan pengaturan KWT
seHneg-tingginya 30% [tiga puluh persen] dalam
radius (~200 (nel sampal dus ratus) o,

dapat dikembangkan untuk kegiatan lainnya

sepenjang tidak berdampak negatif terhadap fungei

lindungnya, antara lain:

1. obvelk wisata tanpa bangunan dengan kegiatan
pendukung antara lain wisata alam (ekowisata)
dan wisata spritual setelah melalui kajian; dan

2. kegiatan budidaya pertanian, perkebunan dan

T



peternakan dan ruang terbuka hijfau lainnya .

€, pcnataan perlindungan mata air untuk

mengantisipasi pencemaran dan kerusakan mata air;
dan

d. pelarangan melakukan pengeboran air bawah tanah

pada radius 200 {dua ratus) meter di sekitar mata air.

Pasal 53

Keteptilan Wnum peraturan zonasi kawasan lindung lamnya
aschagaimana dimaksud dalam Pasal 71 avat {140}, meliput:

it

perlindungan habitat dan glrogiatern  ranaman  kopi
arabika, jeruk kintamani serta satwa anjing ldntamani
agar terjamin kelangeungan proses pertumbuhannya dan
perkembangbiakannya;

integrasi kawasan pelestarian jenis plasma nutiah secara
ainerg dengan kawasan budidaya di sekitarnya; den
integrasi pelestarian kawasan dengan kegiatan wisata
desq dan agrowisata.

Paragraf @

Ket=tituan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pazal 84

KetentuAn umum  pergturan  zonasi Kewasan  budidava
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2] buruf 1,
meliputi:

.

b.

L

ketentuan Wmurm peraturan zonasi kawagan peruntukan
hutan produksi terbatas;

letentuan amum peraturan zonaei kawasan hutan
rakcyat;

ketentuan umlrm peratyran zonasi kawasan peruntukan
pertanian lahan basah;

ketentuan umum peraturan sotasi kawasan peruntukan
pertanian lahan kering dan hortikulfura:

Ketentuan umum pératuran zonasi keawasan peruntukan
peternakan;

ketembuan umumn peraturan zonasi kawasan peruntukan
perkebunan,

ketentuan umunl peraturan zenasi Kawasan peruntukan
petikanan

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan
pariwisata,

ketentuan umum peratyutan zonasi kawasen peruntukan
Irdusts, :

ketentuan umum peratiran somasi kawasan peruntulan
permukiman;

ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntulkan
pertambangan; dan

ketentuan umum peratiran zonasi kawasan peruntukan
pertahanan dan keamanan.

Fasal 25

Keteniflan umum peratutran zonesl kawasan peruntukan
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hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
&4 hurif 8, meliput:

&

h.

pemnbetasan pemeniaatan hasil hutan untuk menjaga
kestabilan neraca sumber daya hutan;

pembatasan pendinan bangunan hanya untuk Mmetiunjang
kegiatan pergamanan kawasan dan pemanfaatan hasil
hutan; dan

pengembangan fungsi hutan produksi men jadi  hutan
herfungsi lindung, dan

reboisasi dan rehabilitasi kawasan hutan kritis,

Pazal 86

Ketentuan uUmum peraturan zonasl kawasan peruntukan
hutan rakyat sebagaimana dimeksud dalam Pasal 84 huruf
b, meliputi:

- N

kaweasarn hutan yang dibebani hak milik maupun hak
lminnya dengan lias minimum 0,25 {nol koma dua lima)
hektar;

pengarahan pengembangan pada lashan-lehan yang
berbatasan langsung dengen kawasan hutan lindung,
kawasen yang memiliki kemiringan di atas 4P, [empat
puluh persenj, kawasan lereng sungai dan jurang serta
kewasan yeng kbusus telah  ditetapken  untuk
peruntukan hutan rakyat;

pelarangan pendirian bangunan di dalam  kawasan
kecuali untuk kegiatan terkait kehutanan secara terbatas;
integrasi hasil produksi tanaman kayw dengan kegiatan
indusgtri kecil dan industri kreatif;

reboisasi dan rehabilitasi laban pada kawasaen lahan
kritis; dan

penanaman kemball tanaman kehutanan pada kawagan
peruntukkan hutsn rakyat depgan kerniringan di atas
40% tempat puluh persen), yang telah terlanjur beralih
fungsi menjadi kegiatan budidaya lannyva.

Pasat &7

Ketentuan umum peratuvan zonasi kawasan peruntukan
pertanian lahan basah sehagaimana dimaksud dalam Pasal
84 hurul e, meliputi:

a.

pengamanan kewasan pertanian lahan basah produktf
perbesis subak, sebagai kawasan pertanian lahan basah
barkelasnjutan;

penetapan luas dan sebaran kewasan lahan pertaman
PANEAN berkelanjutan aelurang-KuraEnya 0%
{eembilan puluh persen| dari Jues sawah yang ada saat
Peraturat Daerah mi ditetapkan, di luar alih fungst lahan
sawah untuk kepentingan umum yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Deerah;

optimalisasl fungei dan pelayanan jarngan irigasi dalam
upaya meningkatkan produksi dan produkrivitas lahan;
pencegahan dan pembatasan alibh funga lahan sawah
beririgasi untuk kegiatan budidaya lainonya, seperti
akomoedasi/fasilitas pariwisata, industri, perumaban skala
besar, kecuall untuk prasarana umum yang sudah
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ditetapkan dalam Pergturan Daeerah,

peningkatan produktivitas  lahen-lahen sawah melahu
prograrm pertanian terintegraai;

permantapan kenszep pertanian erganik den perluasannys
gecara bertahap;

bangunen lain yang dapat dikembangkan adalah
hangunan penunjang kegiatan pertanian tidak termasuk
keglatan penyoschan beras, peribadatan, permukiman
penduduk lokal yang telah ada tanpa periuasan baru;
kegiatan lain yang dapat dikembangkan tumpeangsari dan
tumpang gilir mencakup kegiatan peternakan dan kegiatan
petikanan budi daya;

i, integrasi dengan pengembangan agrowisata,; dan

pemerintah dan masyarakat angzota subak, wajib menjaga
leberlangsungan pasckan air irgasi pertanian.

Pagal 38

Ketentuan umum peraturan zonasi kewasan peruntukan
pertanian lzhan kering dan hortikultura sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, melipou:

a
L.

c.

penegasan deliniasi kawasan budidaya herbkultures;
pengembangan produksi  dan  koalitas  komoditas
andalan/unggulan daerah dan memiliki peluang pasar;
peningkatan produltifitas tanaman boudidaya hertikultura
vang dapat bercampur dengan kawasan Thududaya
perkebuniatn; :

hangunan lain vang dapat dikembangkan adalah
bangunan penunjang Keglatan pertanian lahan kering,
peribadatan, permukiman penduduk, fasilitas penunjang
permukiman skela lokal, vang telah ada tanpa perluasan
baru dengan KWT =zetingg-tingginya 10 % {sepulub
perseq);

pengembangan sarana dan prasarana wisataagro dan
industr] agts, pada kawasan tertentu; dan

alih fungsi kawasan perantukan budidaya hortikultura
vang tdak produktif menjadi peruntukan lain tanpa
mengurangl keaegjahteraan masyaralat.

Fazsl 30

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukat
peterriakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 hurut e,
toelipati:

&

pengembangan kawasan peruntuken petérnalian Detas-
batas zonasinya tidak ditetapkan secara tegas, dapat
bercampur dengan kawasan pertanian dan kawasan
permulimen gecara terhatas,

pemanfaatan lahan pertanian vang dapat mensuplai
bahan palan ternak secara terpadu dan terintegraai;
pemanfaatan lahan pekarangan permukiman perdsgaan,
untuk kegiatan peternakan skala rumah tangga,;
pelarangan pengembangan usaha petemaken skala besar
di dalam kawasan permulaman; dan

pengendelian limbah temak melalni sistm pengetolaan
limbah terpadu dan terintegrasi dalam sistem pertanian
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terintegrasi.

Fasal 90

Ketentuan umum peraturan zonasi Kewasan peruntukan
perkebunan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf [
melpuati

a. penegasan deliniasi kawasarn budidaya perkebunan pacdse
lahan-lahan yang wmemiliki potensi/kesesuaian lahan
sebagai lahan perkebunan;

b. pengembangan produksi komoditas andafan/unggulan
deerah dan memiliki peluang pasar, dapat terintegrasi
dengan tanaman hortikultura, dan peda lahan dengan
kemiringan di atas 40¢4 (empat puluh persen] terintegrasi
dengan tanaman kehutanan;

¢. pengembengan  agroindusai  dan aErowisata  gerta
penviapan sarana-prasarana pendukung secara terbatas;

d. bangunan lain yang dapat dikembangkan adalah
bangunan penunjang kegiatan budideya perlebunan, agro
industry, peribadatan, permukiman penduduk dan
fasilitas penunjang pettovkiman skala lokal beserta sarana
agrowisata dengan KWT setinggi-tingginya 19 % [sepuluh
persern); dat

e, wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang
bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan
sertifikat indikasi peografis.

Pasal! 91

Ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan peruntukan
perkanan sehagaimana dimaksud delam Pasal 84 hurul g,
meliput;

a. kegiatan budidaya perikapan budidaya di darat dapat
tumpang sari dengan budidaya tanamean pangan baik di
sawah, kolam maupun jaringan irigasi;

h. sinergi tata letak pemanfaatan untuk budidaya perikanan
di perairan Tanau Batur dengan pemanfaatan perianian,
fasilitis penurgjang relreagi, kawasan tempat suecl, dan
pemanfataan lainnya,

c. pengaturan luas kawesan budidaya Penkanan dengan
Keramba Jaring Apung (KJA] di kawasan daneu Batur
setinggi-tingginys 5 % (lima persen) darl lyaa perairan
Danaw;

gd. penyesnpian  komeditazs budidaya permkanan dengan
kebutuhun pesar;

e. perlindungan kawasan pemijahan dan keramba jaring
apung (KJAJ;

{. pelarangan pola penangloapean ikan yang bersifat mervsak
lingkungan (destructive fishing); dan

f. penergpan sanksi administrasi dan sanksi adat terhadap

pelzku penangkapan ikan yang melanggar ketentuan
sebapaimens dimakeud pads huraf i

Fasal 42
(1} Ketentuen umum peraturanr zonasi kawasan peruntukan
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(2)

pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasgat 84 hurul
h, meliputi:

g. ketentuan umum peraturan zonasi KDTWK, dan

b. ketentuan wmum peratiuran zonas DTW.

Ketentuan urmum peraturan zonasi KDTWK sehagaimatia
dimaksud pada ayat {1} huruf a, meliputi:

L

b

pengembangan kewasan ¢fektif pariwisata di KDTWK
Kintamnani yang dituangken dalam Fencansa Rinci Tata
Ruang Kawasan Strategis Pariwisata;

pengembangan agrowisata tetep memperhatikan
lungsi konservasi kawasar;

pengembangan fasilitas penunjang pariwisata, jasa
pelayanan makan dan minum, serta akemodasi non
bintang dan melati yang berkualitas;

pengharusan penerapan cir arsitektur tradialonal Bali
yang seraesi, ramah lngkungan, dan tidak merusak
kesatuan karakteristix tampilan arsitelctur dan
lingkungan setempat;

pembatasan  koefigien  wilayah terbangun  [(KWT),
setinggi-tingginysa 2% (dua persen) dar selurub luas
lrawasan DTWE dan berada diluar kawasan hndung
dan kawagan lghan pertanian pangan berkelanjutan;
pembatagan loefisien dasar bangunan, setinggi-
tingginyva 10% {sepuluh persen} dan persil bangunan,
pembatasan ketinggian bangunan, setinggi-tingginya
& {delapan) meter dan/atau bangunan berlantai dua:
pengharusan penyediaan fasilites parkir yang cukup
pag setap bengunan akomodasi dan  fasilitas
periunjang pariwisata; dan ' '
Pengharusan penyedizan sarena dan prasarana
lingkungan sesuai ketentuan perundang-undangen;

Ketentuan umum peraturan zonasi DTW sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hurul b, mencakup:

d.

b.

pengembangan  pariwisata  kerakyatan  berbasis

kearifan lokal;

pengembangan fasilitae penurnjsng pariwisata seperti

jesa pelayanan makan dan minum, wisata agro, el

wisats, dess wisata;

diperkenankan pengembangan fasilitas akomodasi

pariwisata non bintang peda DTW di luar Kawasan

parvwissata, mendapatkan kesepaketan pemanglku
kepentingan terkait dengan persyaratan berupa -

1. hanya untuk DTW yang berupa hamparan atau
Lawasan berupa pengembangan fasilitas
penunjang pariwisata seperti fasilitas makan dan
minum, wetrung/kios cinderarnata serta akomodasi
non bintang skale lkecil dan pondek wisata yang
berinialitas,;

2. hanva diperkemankan pada kawssan-kawasan di
luar kewasan strategis dart sudut kepentingan
perlindungan fungsi dan daya dukung linglkungan
hidup dan di luar kawasan straregis dan sudut
kepentingan sosial hudaya, kecuali kawasan dese
budaya khusus dengan koefisien dasar bangunan
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setinggi- tingginya 40% [empat pulubh persen); dan

3. pengembangan akomodasi wisata kerakyatan
secare campuran dalam Kawasan permmukiman
perdesaan.

d. pengharusan penerapan ¢iri khas arsitelitur Bali pada

setiap bangunan akomodasi dan fasilitas penianiang
barivwisata;

¢, pengharusan penyediaan fasilitas parkir yang cukup;

f. pengharasan penyediaan  sarana dan prasarana
lingkungan seslal Ketentuan perindang-undatgan;
dan

g. pembatasan ketinggian bangunan, sehlingm-tingginye
% |delapan| meter dan/atau bangunan berlantai due,

Pasal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan
industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 hurdd 4
mmeliplki:

.

(1}

(2)

pemanfaatan kewasan industri diproritasken untuk
mengelah bahan baku lokal menggunakan potensi
sumber daya alam dan sumber deve manusia sctempat;
pemanfaatan  kKawasan industri  untuk menampung
kegiatan aneka industri sesitai dengan karakteristik
kawasan, berupa induatr kecit, milre dan menengah ;
luas hamparan Kawasan Industri Terpadu UMKM adatah
rminimal 5 ha dalam satu hampatraty;

kewajiban menyediakan infrastruktur pengeolahan limbah
dan mfragtrultur pendubkung kegiatan produksi lainnya;
den

pembatasan pembangunan perumahan di dalam kawasan
industri, kecuali untuk perymahan katyawan industri.

Fa=al 94

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntulan

permuldman scbagaimana dimaksud dalem Pasal 84

huruf j, meliputi:

g, arehan peratursn  zonasi Kawasan  perrmnukiman
perkotaan; dan

b, grahan peraturan  zonasi kawasan  permukiman
perdesaan,

Ketentuan umuin petaturan zonasi kawasan permukiman
perkotaan sebagaimana dimakaud pada ayat {1} huruf a,
maliputi:

B, penigembangan pada lehan vang sesual dengan
kriteria fisik, meliputi: topografi datar-bergelombang
dengan leelerentgan lahan G - 25% (nol sampai dua
puluh lima persen), ketersediaan dan mutu sumber
air beraih, bebag dan potensl banjir/ genangan dengan
sistemn drainase balk sampai sedang;

bh. bangunan yang diperbolehkan dalam kawasan
permukiman perkotaan, mencakup bangunan fasilitas
perdagangan  dan  jasa, bangunan  fasilites
pemenntahan, bangunen  fasilitas  pendidiken,
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£3)

-

IIl.

n.

bangunan fasilitas kesehatan, bangunan fasilitas
peribadatan, bangupan fasilitas rekreasi dan olah
raga dan bangunan penunjang lamnya;

pengharusan penerapan ketentuan tate lingkungan
dan tata bangunan [amplop bangunan) meliputi
ketentuan Xoefisien Dasar Bangunan (KDB), koefisien
lantai bangunan (KLBY, Koefisien Daerah Hijau [KDH],
Koefisien Tapak Basement (KTB),  ketinggian
bangunan dan Garis Sempadan Bangunan {GSE}
terhadap jalan;

orientasi ruang mengacy pada konsep cotus parha,
dan konsep n mandald

pengharisan  penataan lintasan jaringan  utilitas
dengan mempricritaskan pada penerapan gistem
pembangunan ascara  terintegrasi  dengan
menempatican dalam trowongan khusus bawah tanab
dan/atay ditanson sesuai dengan pola jalur sempadar
jalan serta memperhatikan keselamatan dan estetila,
lingkungan,

terintegrasl  dengan koneep tota palemahan dese
pekramaon yang terkait;

pacda kawasan peruntukan petinukiman dapat
dikembangkan kegiatan induwatri kecil rumah (angga
yang tidak memmbulkan polusi,

pengharusan penerapan cirl khas arsitektur Bah;
pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan
bangunan dan lingkungan,

pengharusan penataan bangun-bangunan pelengkap
lingkungan kawasan permukiman perkotasn seperti
rekiame ager serasi, aman, dan tidek menganggn arus
lalu hintas;

pengharusan penctapan jenis dan penerapan syarat-
Byarat penggunaan bangunan,

pengharusan penvediaan kolam penampungan &
hujen secara memta di setdap bagian lota yang rawan
genanigan alr dan rawan banjir;

pengharusan penyediaan fasilitas parkir bagi metiap
beogunan untuk kegiatan usaha; dan

pengaturan kepadatan penduduk dan kepadatan
bangunan dalam kaweasan permmukimarn.

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman
perdesaan sebagaimana dimeksud pade ayat (1) huruf b,
RiEliputi:

E.

pengembangan peda lahan yang sesuai dengan
ktiteria fisik, meliputi: topegrafl datar-bergelombang
dengan kelersngan lahan §-25% (nol =zampai dua
puluh lima persen}, ketersedipan dan mutu sumber air
bersih, behas dari potenai banjir/genangan tdengan
siatern drainase bailk sampai sedang,;

bangunan yang diperbelehkan delam kawasan
permukimen pecdesaan, mencakup bangunan fasilitas
penurjang skala desa mencakup perdagangan dan
jasa, fasilitas pemerintahian, fasilitas pendidikan,
fasilitas kemshatan, fasilitas peribadatan, [a=ilitas
rekreasi dan oclah raga. dan bangunan pénunjang

B



ladniniya;

c. penghorusen penerapan ketentuan tata lingkungan
dean tata bangunan {amplop bangunant meliputi
ketartuyan Koefisien Wilavah Terbangun [KWT],
Koefiglen Deasar Bangunan [(KDB), Keefisien Lantai
Bangunan (KLB], koefisien daerah hijau (EDHD,
Koefisien Tapak Basement (KTHj, Ketinggian Dan Garia
Sempadan Bangunan (GSB) terhadap jalan,

d.  orentasi rueng mengacu pads konsep cams paiha
dan konsep tn mandalid,

e. melindungi pola tata bangunan dan lingkungsn
perumahan tradisional Bali;

f  terintegrasi secara serasi dengan kawasan pertarian
dan kewasan ruang terbuka perdesaan sesual konsep
tata pelemahan desa pakraman yang terlait]

g pengharusan penataan lintasan jaringan utilitas yang
bersifat mefayang di atas permukasn bumi sesual
dengan pola jalur sempadan jalan dan memperhatikan
estetika lingkungan;

h. pengharusan penerspan ¢iti khas arsiteltur Bali;

1. pengharusan penyediaan kelengkapan, keselamatan

- bangunan dan hngkungan;

j» pengharusan penetapat jenis dan penerapen syarat-
syarat penggunaan bangunan; dan

k. pengharusan penvediaan fasilitas parkir bagi setap
bangunan untuk kegiatan usaha.

(4] Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan zonasi

kawasan perimukiman sebagaimens dimaksud pada ayat
{1} diatur dalam Eencana Rinct Tata Ruang Kawasan
Strategls Kebupaten dan Eencana Detail Tata Ruang
Kabupaten.

Paszal 93

Ketentuan umum peraturan zonasi kewasan peruntukan
pertambangan sehagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf

Kk, meliputi:

a. pelarengan penambangan bahan galian C terutama batu
padas pada tebing-tebing sungai dan jurang;

b, pengembangan masterplan rencana penambangan pada
kawasarn yvang telah ditetapkan sebagan kawasan
peruntukkan pertambangan bahan galian C;

c. penghentien kegiatan penambangan pade lokasi yang
telah mengalami kerusakan;

d. pewgjiban permulihan rona bentang alam pasca
petiatnpangan;

e, pembatasan kegiatan penambangan untulk mencegah
dampak kerusakan lingkungan;

[ pengharusan penjaminan sepl-segl keselamatan pekerja
daty kearmnanan lingkungan dalam penyediaan peralatan
dan pelaksanaan kegiatan penambangan; dan

g pengaturan jalur-jalur pergerakan kendaraan penganghkut

hasil behan gahan.
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Pazal 96

Ketentuan Umnum peraturan zonasi kewasan peruntukan

anan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam

Fasal 84 huraf I, meliputi:

8.

b

(L)

(2]

(3)

{4]

{3]

pemanfaatan mang untuk kegiatan budi daya vang
mendukung fungai pertahanan dan keamanan;

penataan lingkutigan dan bangunan untuk meninghkatkan
kualitas linpkungan yang mendukung Kawasan
pertahanan dan keamanan,

pembatasen  pendirian  bangunan  hanya untuk
menunjang kegiatan pertahanan dan keamanen; dan
inatnlasi, fasilitas, sarana danp prasarana pertabranan dan
keamanen yang telah ada tetap dibina dan dipslibara
sedual detigan peraturan perundang-undangan
pertahanan dan keamanan negera.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Pazsal 97

Ketentuan perizinan sebagaimana dimmaksud dalam Pasal
63 avat (1) huruf b, merupakan semangkaian izin
pemanfaata riang sehagai proses administrasi dan teknis
vang harus dipsnuhi sebelum  kegiatan pemanfaatan
ruang dilaksanakan., untuk menjamin  kesesuaian
pemenfaatan ruang dengan rencana tata ruang, meliguti |
izin prinsip;

izin lokaai;

izin panggunaan pemanfaatan tanah (IPFT);

izin mendirikan bangunan, dan

izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. -

LIRS L o

Izin prinsip sebageimana dimaksud pada ayat (1) huraf a,
merupakan persetijuan pendahuluan yang diberikan
kepada orang atau badan hukum untyk menanamkan
modal atau meangembangkan kegiatan atau pembangunan
di wilayah kabupaten, yang sesual dengan arahan
kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.

Izin prinsip dipakai sebagai kelengkapan perayaratan
teknis permohonan lzinn lainnya, yaitu izin lokasi, izn
penggunean pemanfaatan  tanah, imn mendirikan
bangunan, dan izin laitinye,

Izin loicasi sebagaimana dimakaud ditnakaud pada ayat (1)
huruf b, merupakan izino veng diberikan kepada pemchon
untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam raneka
melakulan ektivitasnya den merupakan dasar wntuk
melaklkan pemmbebasan  lahan  dalam rangka
pernanfaatan ruang.

Izin penggunaan pemanfaatan  tanah  sebagaimana
dimeksud dimaksud pada ayat (1) buruf ¢, merupakan
dasar untuk permchonan mendirikan bangunan.
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[6) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimalrsud
dimaksud pada ayat (1) huruf 4, merupakan dasar dalam
meandirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.

(7) Ketentuan lebih lamjut tentang izin pemanfaatan ruang
sebagai dimaksud pada ayat (1) distur dengan Peraturan
Bupati.

{8} Izin pemanfantan ruang pada kawasan strategis provinei
yang mempunyai dampak luas terhadap wilayah provinsi
mendapatkan  rekeomendasi dari  pemerinwab provinsi
seauai dengan jemis dan lingkupnya, vang diindaklanjud
oleh pemerintah kabupaten.

{9) Pelaksanaan pemanfaatan roang dan pengendalian
pemanfaatan Tuang kawasan strategis provinsi dapat
dilaksanalan pemertaly  kabupaten melalui  tugas
pemnbantian,

(10] Izitn pemanfaatan riang vang dikeluarkan dan/atau
diperoleh dengan tidak melalui presedur yang benar,
batal demi hukum,

{11) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menecrbitkan
igin pemanfaatan roang dilarang menerbitkan i yang
ticdak sesuail dengan rencana tata reang.

12} Tsin pemanfaatan ruang diterbitkan oleh pejabat yang
berwenang dengan mengacu pada rencana tata ruang
wilayah, rericana detail tata ruang, rencana tata rdang
kewasan strategis kabupaten, dan peraturan zonast.

(13) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan rueng Yang telah
mendapatkan izin harys memenuhi Ketentuan peraturan
zonasi Kawasan setérnpat muang.

Bagian Keempat
Ketentuan Pemberan Insentif dan Disinsentif
Pagal o4&

(1] Ketentuan  pemberian insentif dan  disinsentif
achagaimana dimalisud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf e,
merupakan scuan bhapi pemerintah kabupaten dalam
pemberian insentif dan pengenaan disingenti,

(2) Insentf dapat diberikan untuk kegiatan pemeaniaatan
ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.

3] Diginsentid diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang
vada kawaszan yang dibatasi pengembatigannya.

(4] Insentif dan disinsentil diberikan dengan tetap
menghormati  hek orang sesuai dengan  ketentuan
peraturan perundangundangan.

(5} Pemberfan insentf dan disinsentf dalam pemanfaetan

ruang wilayah kabupaten dilakukan cleh Pemernintah
Kabupaten kepada masgyarakat atau desa.

(6 Pemnberian insentif dan disingentf dilakukan oleh instansi
berwenang saguai dengan KewenaNEATINYA.
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{7} prosedur pemberian inzentf dan disinsentif diatur lebih
lanjut dengan Feraturan Bupati sesuai  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 9%

i1) Pemberian insentif scbagaimana dimaksud dalam Fasal 98
ayat (2) dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non
fiakad

{2} Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dapat
berupa
a. pembenan keringanan pajak; dan/fatau
b.  pengurangan retribusi;

(3] lnsenitif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat {1]
dapat beraps !

pemberian kompensasi;

subsaidi silang;

imbalan;

SEWA FUATIE;

urun saham;

peryedinnn prasarana dat Sarans;

kernudahan perizinan;

penghargaan; dan/atau

publikasi dan penghargaan

FTm o Op

Pasal 100

(1) Pemberian disinsentif sebagaimeana dimaksud dalam Pasal
98 avat (3] depat berupa disinsentf fiskal dan/atau
disinsentif non fiskal

(2) Disingentif fisknl sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
dapat berupa pengenaan pajali vang tngg,

(3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada avac i1)
dapat berupa _

a. kewajiban memben kompensasi;

b. kewajiban memberi imbalan; _

¢. pembatazen  penyediaan sarana  dan  prasarana;
dan fatan

d. pensyararan khusus dalam pernzinan.

Begian Kclima
Arahan Pengenasn Sanksi
Paragraf 1
Umum
Prgal 101

(1} Arahen sanksi zebagaimans dimalsud dalam FPasal 63
ayat (1) hurul d merupakan tindakan penertiban yang
dilakuken terhedap setiap orang yeng melakukan
relanggaran di bidang penataan ruang,

(2} Pelanggaran di hidang penataan ruang sebagaimana
dimaltsud pada ayat [1) meliputi;
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12)

4]

{5]

(1)

(2}

)

a. pemanfaatan ruang ¥ang tidak sesuai dengan rencana
tala ruang;

b. pemanfamtan ruang yang tidak sesual dengan izin
pemanfaatan Tuang yang diberikan oleh pejabat
berwenang:

c. pemanfaatan ruang yang tidak sesual dengan
persyaratan izin wvang diberikan oleh pejabat yang
berwenang; dan/atau

d. menghalangi akses wrhadap kawasan yang
difivatakan olsh peraturan perundang-undangan
sebagai milik umum.

Dalam hal pelanggaran di bidang penakaan  Tiang
scbagrimana dimaksud pada ayet (2, pihak vang
melakulkan pelanggaran dapat dikenakan  Banksi
adrlnistravf dan sanksi pidana,

Sanksi administratf sebagaimana dimaksud pada eyat
(3] dapat berupa:

pembongkaran bangun-hangunan;
pemulihen fungsi neng; dan/atau
denda administratil.

Ketentuan lebih lanjut mengenai kirteria dan tata cara
pengenaan sanksi administratil sebagaimana dimaksud
pada avat (4) ditetapkan sesuai dengan  ketentuan
peratutran perundang-undarngan.

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara Kegiatan;

c. penghentian sementata pelayanan umum;
d. penutupan lokasi,

e, pencabutan 12in;

f. pembatalan izin;

2

L.

i

BAE VIl

TUCAS DAN WEWENANCG
Bagian Kesatu

Tugas
Fasal 102

Pemerintah  kabupaten menyelemggarakan penataan
ruang untuk acbesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penyelenggaraan periataan roang dilakukan dengan tetap
menghormati hak yang dimiliki orang gesyai dengan
ketentuan peraturen perundang-undangan.

Hak yang dimiliks orang mencakup pula hek yang dimilild
mogyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangs:,

Bagian Kedua
Wewenang Pemerintah Kabupaten
Pagal 102
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{1}

|2]

[3

(4]

{3}

(5

(7]

Wewenang Pamerintah Kabupaten dalam

penyelenggaraan penataan rang, meliputi:

a. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten;

. pelaksanasn penataan ruang  kawasan atrategs
kabupaten; dan

¢. kerja sama penataan rTuang antar kabupaten
'perbatasan,

Wewenang Femerintah Kabupaten dalam peleksanasn

penataan tuang wilayah kabupaten spebagaimana

dimaksud pada ayat (1] huruf a, meliputi:

d. perencenaan tata ruang wilayah kabupaten,

b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan

c. pengendalian pernarifaatan ruang wilayah
kabupaten.

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kebupaten
dalarn penataan ruemg kawasan strategis kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) hural b, meliputi:
a. penetapan kawasan strategis kabupalen;

b. pelaksanaan penyusiinan rencapa rinci tata ruang
kawasan strategia kabupaten;

c. pelaksanaan pematifaatan TUETIE melalu
penyusunan indikasi program dan pembigyaan
pembangunan pada kawasan strategis kabupaten;

d. pelaksanaan pengendalien pemaninatan ruang
berdasarlcan rencana rtin¢i tata rulang lkawsasan
strategis kabupaten dan/atau rencans tata rueng
yang terkait, petraturan zonasi, perizinan, pemberian
insentif-disinsentil dan pengenaan sanksi; dan

¢. pelaksanaan pengawasan | melalui  pelaporan,
pemantanan dan evaluasi pada kawasan strategis
leabupaten.

Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan  pengendalian
pemanfaatan ruang kawasan sirategis kabupaten.

Wewenang dan tanggpung jawab Pemerintah Kabupaten
dalam kerja sama penataan rueng antar kabupaten
perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat {1] hurf
c, meliputs: :

a. perencanaan tata rueng wilayah kabupaten,

b. pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan

c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah

kabupater;;

Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah
kabupaten, Pemerintah Kabupaten dapat menyusun
petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada
tingirat lLabupaten.

Felaksanaan wewenang Pemerintal Kabupaten, meliputi:
a. penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan:

1, rencana umum tata ruatg dan rencana rinci tata
ruang dalam rangks pelakgsanaan penataarn rUAng
wilayah kabupaten; dan

2. ketentuph ymum peraturan zonasi yang disuaun
dalam rangks pengendalian pemanfaatan ruang
wilaveh kabupaten.
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{1}

b. pelaksanean standar pelayanan minimal bidang
[HIIALARN TUATIR,

Dalam hal Pemerntah Kabupaten tidak dapat memenuhi
atendar pelayanan minime] hidang pénataan ruang,
Femerintaly  mengambil langkah penyelesaian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

EBAB X
FENIMNJAUANM REMBALI DAN PENYEMPURMNAAN
Pasal 104

RTRW Kabupaten Bangli berlaku untuk janegha waktu 20
{dua puluh) tahun ssjek diundamgkan, dan dapat
ditinjau kembali 5 {lima) tahun sckal;

Dalam kondisi lingkungan strafegis  terteniu  yang
herkaitan dengan bencana alam skals besar dan/atau
perubshan batas wilayah kabupatén yang ditetaplean
dengan peTEiUtan perundang-undangan, RTRW
Eabupaten Bangli dapat ditinjau kembali lebih dari 1
(satu} kali dalam 5 (hima) tabun; dan

Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
dilakukan apakila terjadi parubahan kebijakan nasional,
provinal dan atrategl yang mempengaruhi pemanfaatan
ruang kabupaten  dan/fatau  dinamike  internal
kkabuapaten.

BAB X
PENCAWASAN PENATAAN RUANG

Fasal 105

Pengawasat penataan ruang, meliput:
a. kinerja pengaturan;

b. peambinaan; dan

. peleksanaan penataan ruatg.

Pengawasan penataan ruang sebagaimana dimeksud
pada ayat [1), melaksanakan:

. tndakan pemeaitausn;

b, evpluasi; dan

¢. pelaporan.

Pengawasan dilakukan dJdengan mehbatkan peran
masyarakat.

Peran masyarakar sebagaimana dimalisud pada ayat (3],
meliput:;

2. menyampaikan laporan; dan /ated :

b. pengrduzn kepada pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 105
Pemantauan dan evaluasl dilakukan dengan mengrmaty
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i2)

{3)

|

(3]

(1)

|2)

2]

dan memsriksa kesesuaian antara penyelenggaraan
penataan ruang dengan ketentuan Peraturan Daerah.

Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai
kewenangannya dalem hal pemantauan dan evaluasi
schugairnana dirmaksud pada ayat (1}, apabila terdapat
bukti-bukti  penyimpangan  administratift  dalam
pervelengparaan penataan ruang.

Dalamm hal penvimpangan delam penyelenggaraan
penataan ruang, pihak yang mefakukan penyimpangan
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

FPaszal 107V

Pengawasan untuk menjamin  téreapainys  tujuan

penyelanggaraan penataan ruang, melipoti:

a. kinerja fungei dan manfaat penyslenggarasn
penataan ruang, dan

b. kinerja pemenuhan standar pelayanan minimal
bidang penatasn rUEngE.

Bupat menyusun standar pelavanan penyelenggaraan
penatsan ruang.

Standar pelavanan minimal bidang penataan tuang
sebagaimana dimeksud pada ayat (2], melipud aapek
pelayanan dalam persncanaan tata ruang, pemanfaatan
ruang, den pengendalian pemanfaatan mgang.

Standar pelayanan minimal mencalup  standar
pelavanan minimal bidang penataan ruang kabupaten,

Standar pelayanan minimal penataan ruang diatur
dengan Peraturan Bupad.

Fasal 108

Perngawasan pengizan ruang pada setiap tingkat wilayah
dilakukan berdasarkan pedoman penatasn ruang.

Pengawasan sebagaimena dimaksud pada ayat (1},
meliputi: pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan
PENAatsEan IUang. :

Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada awat
(1) den avat (2} diatur dengaty Peraturan Bupati.

EAB XI
HAK, RKEWAJIBAN DAN PERAN MASYARARKAT
Bagian Psrtama

Hak Masvarakat
Paszal 109

Dalam melaksanakan peran masyarakat pada proses
perencansan  tata  Tuang, pemanfaatan tuang  dan

tk|



pengendalian pemanfaatan ruang, masyarakat berhak:

a. mengetahui secarn terbuka rencana tata ruang dan
mendapatkan penjelasan teknis terkait dengan petataan
TMUANE,

b. menlkmat manfaat dan/atae pertambahan nilad ruang
sebagai akibat dari penataan ruang,

¢, mermperolel penggantian yang layak atas kerugian yang
dialaminya schagai akibat pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang sesual dengan rencana tata TUang;

d. mengajuken keberatan kepada pejabat berwenang
terhadap pembangunan yang tidal: sesuai dengan rencana
tata ruang di wilayalinya;

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan tuntuian
penghentian pembangunan vang ddak sesue] dengan
rercana tata ruane kepada pejabat berwenang, dan/atau

f. mengajukan pugatan gant kerugian kepada pemernntah
dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan
yang tidak aesual dengan rencana  tata  tuang
merimbullan kerugian.

Bagan Kedus
Eewajiban Masyarakat
Pagal 110

Dalam melaksanalkan peran masvaraket pada pemanfaatan

ruang, masyaraket wajib:

a. menaat tencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan treang sesual dengan izin pemanfaatan
ruang dari pejabat yang berwenang,

¢, mematubi ketentuan yeng diterapkan dalam persyararan
izin pemanfaatan ruang;

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan

perundang-undangan dinyatalkan sebagai milik umum;

dan

melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan,; dan

menjaga kepentingan pertahanan denm keamanan serta

memelihars dan meningkatkan kelestanian  fungsi

Lngkungan hidup dan sumber dava alam.

ban B

Bagian Ketiga
Peran Masyvarakat
Fasal 11t

1) Masyarakat dapat berperan dalam penataan riang vang
mencalup proses perencanasan tate ruang, pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

{2} Bentuk peran masvarakat dalam perencanaan tata ruang
barupe -
a. memberilan masukan mengenai:
1. persiapan penylsunan rencane tats ruang
2. penentuan arah  pengembangan wilayah atau
kawasarn;
3. pengidentihlkasian potenal dan masalah



(3

(4

()

{1}

{2]

pembangunan wilayah ataw kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
D. penetapan rencana tata ruang.
b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah
dan/atal sesama  unsur masvarakat  dalam
perencarnaan tata riang.

Bentuk peran masyarakat dalam pemaniaatan ruang

berupa -

a. masulan mengsnai kebijakan pemanfaatan ruang;

b. keda same dengan pemeénntah, pemenntah daerah
danfatau segama unsur maesyvarakat  dalam
pernanfaatan mang;

¢. kegiatan pemanfagtan ruang vang sesuai  denpgan
kearifan lokal dan vencana tata ruang yeng telah
ditetaplan;

d. peningkatan efsiensi, efektivitas, dan keserasian
dalampemanfaatan ruang darat, rueng lawt, rang
udara dan rang di  dalam bumi dengan
meinperhatikan  kearifan lolal serta sesual dengan
ketentuan perundang-undatngean;

e. keginten memnjaga kepentingan pertahanain  dan
keamanen serta memelihara dan meningkatkan fungei
lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan

[ kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai
dengan kietentuan perundang-undangan.

Bentuk  peran mesvaraikat  dalam  pengendalian

pemanfaatan ruang berupa :

a. masuksn terlait arahan dan/atay peraturan zonasi,
perizinen, pembetian insentif dan disinsent semia
pengenaan sanksi;

b. keikutsertasn dalam memantan datn  mengawasi
pelakeanaan rencana tata ruang yang telah divetaplan;

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabar yang
berwenang dalam hal menemukan  dugaan
peTYimpangan atau pelanggaran kegiatan
pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata
ruang vang telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhedap keputusan pejabat yang
berwenang terhadap pembangunan vang tidek sesusa
dengan reicang tata raang.

Tata cara peran masvarakat sebageimana dimaksud pada
avat (1] dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Fazal 112

Maayaraleat yang dirugikan akibat penyelenggaraan
penataan ruang dapat mengajuken pugatan melalui
pengadilan.

Datam hal masyarakat mengajukan gugatan, tergugat
dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan
dalam penyelenggaraan penataan ruang,
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BAB XII

KELEMBAGAAN
Pasal 113

Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan
penatean ruang dan kegjesama antar sector dan antar
dasrah di Widang penatesn rwang dibentuk Badan
Koorditaei Penataan Rueng Daerah {(BKPRD) yangberaifat
ad hoc

Tugas, suaunan organisasi, dan tata Lkerja BKPRD
ashagaimana dimaksud pada ayat [l} diatur dengean
Keputusan Bupati.

BAE X[l

KETENTUAN PENYIDIKAN
Faszal 114

Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republbk
Indoneaia yang kertugas menyidik tindak pidena,
penyidikan atap tindak pidana sebagaimana dimakeud
dalam Peraturan Daerzh ini dapat juga dilakukan oleh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah

kabupaten.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud

pada ayat (1], beraenang:

& menerimna japoran atau pengeduan  berkenaan
dengan tindak pidana di bidang RETRWK,

b. melekukan pemeriksaan atas kebenaran laporan
atau penpadusn berkenaan dengan tindak pidana di
bidang RTEWE;

r. melakukan pemanggiian terhadap perscorangan atay
bardan usaha untuk & dengar dan diperiksa g=bagai
tergaripka atau sebagai salksi dalam tindak pidana di
bidang RTEWK,

d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau
badan usaha vang diduga melakukan tindak pidana
di bidang ETREWK;

e. memeriksa tanda pengenal sescrang yang berada di
tempat terjadinya tidak pidana di bidang RTRWEK;

f. melakukan penggeledahan den penyitagn barang
tukti tindak pidana di bidang RTEWK,

g memintz kKeterangan atau bahan  bukti  dan
perseorangen ataw  badan  hulum  sehubungan
dengan tindak pidana di bidang ETEWk,

h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan;

i. membuat dan menandatangani berita acara; dan

j. menghentikan penyidikan apabila tdak terdapat
culup bukt temtang adanya tindak pidana i bidang

1
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(2)

(1)

2]

(3]

(4]

RETEWEK.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), memberitahuken dimulainya penyidikan
dan menverahkan hasil penyidikan tersebut kepada
Peniuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

BaB X1V

FENTELESAIAN SENGRETA

Pasal 115

Penyelesaian sengketa penatasan tuang pada tahap
pertarna diselesaikan berdasarkan prinsip musyawarah
roufakeat,

Dalam hal penyelesaian  sengkets  sebageimana
dimaksud pada ayat (1] tidak dapar mengakhin
sergketa, para pibak dapat menvelesaikan sengketa
melatui prosedur pengadilan atau prosedur penyelezaian
sengketa alternatd

BAR XV

SANKS] FIDANA
Pesal 116

Setiap orang yanp melalbukan pelanegaran tethadap
rancana tata ruang yang ditetapkan dapat dikenakan
sanlei pidena sesual dengan  keterrtuan  peraturan
perundang-undangan.

Setiap pejabat pemetintah yang berwenang menerbitkan
izin tidak seavai dengan rencana  tata  ruang
sebagaimana dimaksad dalam Fasal 97 avat (11}, dapat
dikenakan senksi pidana sesuai dengan letentuan
Pererar perundangan,

Setiap orang vang mendenta kerugian akibat tindak
pidane sehagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dapat
menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelalou
tindak pidana,

Sanksi pidana vang diberikan terhadap pelanggaran
pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal
102 memjuk pada pasal 70 sampai pasal 75 Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAR XV]
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 117



i1}

{2]

(3]

Peraturen Daersh tentarg Rencana Tata Ruang Wilayal
Kabupaten Bangli Tahun 2013-2033 dilenglapi dengan
Rencana dan Album Peta dengan skala 1 ;0 50.000,
meripakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Pelaksanaan Peraturan [raerah tentang RTRWK Bangli,

dilakukan dengen penyusunan

a, Repcana Detail Tata Ruang (EDTR| Kewasan meliputi
EDTRE Keramatan, ROTRE Kawassn Perkotaan, dan
RDTE Eawssan Perdesaan; dan

b. Rencene Tatz Rusng (RTE} EKawasan 3Strategis
Kabupeten.

RDTRE Kawzssn dan RTR Kawasan Strategis Kabupaten
sebagaimena dimaksud pada ayat (3} ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Prasal 1185

Dengan berlalunya peraturan daerah ini, maka

a.

semua peraturan pelaksenaan yang berkaian dengan
penataan ruang vang telab ada dinyataltan  berlaku
sepanjang tidak bertentangen dengan dan belum diganti
herdagarkan peraturan daerah ind;

izin pemanfaatan ruang vang telah dikehlarkan dan telah
aesual dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap
berlaku sesual dengan masa berlakunya;

izin pemanfaatan ruang yeng telah dikeluarkan tetapi

tidak sesuai dengan ketentwan peraturan daerab imi
berlalu ketentuati:

1. untuk vang belum dilaksanakan pembangunannya,
izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan
berdasarkan peraturan daerah im;

2, untuk vang sudah diakesnakan pembangunanya,
dilakukan penyesuaian denegan mesa  transisi
berdasarkan  Ketentuan  peraturan  perundang-
undangan; dan

3. untuk vang sudah dileksanekan pembangunannys
dan  tidak memungkinkan untuk  dilakukan
penyssuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan
peraturan deerzh ini, izin yang telah diterbitkan dapat
dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai
aldbat pembetalan izin tersebut dapat diberilkan
penggantian vang lavak,

pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa
izin dan bertentangan dengan  ketentuan  Perataran
DPaerah ini, sken ditertibkan dap disesuaikan dengan
Peraturan Daerah ini; dan

pernanfaatan rueng yang Sesual dengen  Kelentian
tursn dasrah ini, dipercepat unwak mendapathan izn
yvarg diperlukan,
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BAB XVIi
KETENTUAN PENUTUP.
Pesal 119

FPerztutran Daerah ini mulai  berlaku  pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, —memerintahkan
pengundangan Peraturan Deerah i dengan penempatannya
dalam Lemnberan Daerah Kabupaten Banghi.

Ditatapian di Bangli,
padae tanggal 30 Desember 2013

Tundangkan di Bangli
pada tanggal 30 Desember 2013

Flh. 5 5 DAERAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2013 NOMOR 4



L.

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
' NOMGR & TAHUN 2013
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAM KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2313-20323

UMLIM

1.Dalam upaya mencapal pertumbuban dan perkembangan  wilayah

Kabupaten Dangli vang merats, seimbang, optimal dan berkelanjutan,
maka diperlukan adanya Rencans Tata Ruang Wilayah HKabupaten
[RTRWK) sebagei matra ruang Rencana Pembangunan Jangks Paniang
Dasrah (RPJPDH Kabupaten Bangli Rencana tata ruang dimaksud
merupakan pedoman dalam mengintegrasilian berbagal kepentinegan
sektor kegiaten pembengunan yang memanfaptkan ruang di wilayah
Kabupaten Hangl:.

UL, No. 26 Tahun 2007 tentang Fenatsan Ruang, menvatakan bahwa

sermua peraturan daerabl kabupateti/kota tentang rencana tata ruang
wilayah kabupaten/kota agar disusun atau disesuaikan paling lambat
dalem wakt 3 [tiga) tahun sejak diundangkannya UU tersebut.

Dengan demikian, Peraturan Daerah tentang RTREWK Bangli mutlak
harus disedigkan, mengingat belum tersedianya Raperda RTEWEK
sehelumnys, yang sckaligus disesuaikan PP, No. 26 Tahun 2003 tentang
RTRWN, Perda Provinsi Bali No. 16 Tahun 2009 tentang RTRWF Bali
serta Perda Kabupaten Bangli No. 8 Tahun 2011 Tentang RFEJPD
Kabupaten: Bangli 2005-20235.

.Kabupaten Bangli merupakan sataly satu dan 9 Kabupaten/Kola di

Wilayah Provingi Bali yang dibentuk berdasarkan UU No. 6% Tahun 1955
tentang Permbentukan Dasrsh-daerah Tingkat 11 dalam Wilayah Daerah-
deerah Tingkat | Bali, NTE dan NTT. Secarn geografis posisi Kebupaten
Bangli merupakan satu-satunya wilayah kabupaten di Provinst Bali yang
tidak memilild pentai, dar: di batasi oleh lima Kabupaten lainnya di Bali
yaitu Kebupaten Karangasem, Xabupaten Klunghkung, Kabupaten
Gianyar, Kabupatsn Badung dan Kabupaten DBuleleng  Secara
administrasi Kabupaten Bangli, terbagi menjadi 4 wilayvah Kecamatan
yaitu : Kecamatan Susut, Bangl Tembuku dan Kintamani dan terbag
dalarn 72 desa/kelurahan, Luas wilayah Kabupaten Bangli adalah
52081 Ha atau 9,24% deri luas wilayah Provinsi Bali (563.668 Ha)
weribukots di Kawasan Perkotaan Bangli. Posisi wilayah yang berada di
tengah-tengah Pulau Bali menyebabkan wilayah sebagian  besar
merupakan kawasan perbukitan dan psgunungan yang sekaligus juga
memillki Danau Batur. Dengen demikian wilayah kabupaten merupakan
kawasan resapan air bagi wilayah Bali,

lsu utama pembangunan  wilayah adalah  ketidakseimbangat
pengembangan antara wilayah Bangli Bagian Utara dengan Wilayah



Bangli bagian Selatan. Walaupun jantung perwisata Kabupaten Bangli
berada di wilayah Bangli bagian Utara, namun posisi geografis desa-desa
di lereng pegunungan, dengen aksesibilitas yang rendah, keterbatagsan
kemammpuan pengelolaan dumber daya alam yang ada, serta rentang
kendali wilaysh pelayanan adminisirasi yang hanya dipayungi satu
wilayah kecamatan (Kecamatan Kintamanil menyebabkan wilayah Bangli
bagian utara menjadi relative tertinggal.

Di sisi potensi daya tark wisawa yang ada dengan keurtikan panorarma
alarn, keunikan bentang alam gunung dan daneau Batur, serta desa-desa
dengan budaya lokal yang khas tidak serta merta dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat karena posisi pada kawagan peguUriingan dan
resapan air menyebabkan ditetaplkannya pengaturan yang ketat terhadap
remanfatan bentang alam.

Porensi Tuang vang melimpah dengan komoditas unggulan perkebunan
yang tetah ada belum dapat dimanfastkan maksimal karena lemelittys,
akeesibiitas dan keterbatasan sumber daya air.

Kondisi ini menjadi tantengan berat bagl Kabupaten Bangli, terkei
dengan pencapalan Visi Pembangunan yang telah dituangian dalam
Fencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah [RPJPD} Kabupaten
Bangli Tahun 20052025 yaitu @ " Bangli yvang Sejahtera, Mandird,
Terdidik dan Siap Mengabdi (sewyekirt) berdasarkan Tri Hitg Karene”

4, RTRW Kabupsaten Bangli sebagai matra ruang RPJPD Kabupaten Bangli,
berlandesksn mzas Tri Hita Karane yang berintkan unsur-unsur nilei
keseimbangan hubungen antara manusia dengan Tuhan, antara
manusia dengan manusia, dan antara manusgia dengan linglkungannya,
yang penerapannya adalah :

a. Unsur nilai keseimbangan den keharmomisen hubungan antara
manusia denpan Tuban, tercermin dalam bentuk upaya untuk
melindung tempat-tempat suci dan kawasap-kawasan sucl Yang
divakini memiliki nilai-nilai kesucian, sebhagai tempat bag manusia
untuk menghubungkan diti dengan Tuhan, vang =elanjuthya dalam
RTRWK ini akan ditetapkan sebagai kawasan-kawasan yang harus
dilindungi keberadaannya, baik yang berada di dalam kawasan
lindung maupun kawasan budidaya.

b. Unsur nilai keseimbangan dan keharmonisan hubungan anterm
manieia dengan menusia tercermin datam bentuk upaya penataan
dan pengelolaan kewasan permukiman sebagai tempat atau ruang
wadah manusia melakukan interaksi sosial secara aman, damai, dan
beradab, serta mamplu menjamin berkembangnya =umberdaya
menusia secara optimal.

c. Unsur nilai keseimbangan dan keharmomisan hubungan antara
manusia dengan slam linglingan dicerminkan dalam bentuk upaya
penataan dan  pengelolaan  sumberdaya  alam  untuk  dapat
dimanfaatkan secara berkelanjutan, beals untuk  kepentingan
generasi Bali masa kini maupun generasi Bali masa depan.

S, Materd muatan Peraturan Daeral tentang ETREWK Bangli 2013-2033,
didasarkan atas ketentuan dalam Pagal 26 Undang-Undang Nemor 26
Tahun 2007 tentang Penatzan Ruang, dan hkarena ity sekurang-
kurangnya harus memuat!

a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penaraan ruang wilayah kabupaten;
b. Rencana struktur ruang wilsyah habupaten yang meliputi gistern
perkotaan dalam wileyahnya yang berkaitan dengan kKawazan
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perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan sistern jRringan
prasarana wilayah kabupaten;

¢. Rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan
lindung kabupaten dan kawasan budidays kabupaten;

d. Penetapan kawasan strategia kabupaien;

e. Arahan pemanfeatan ruang wilayah kabupeaten yang berisi indikasi
program utama jangka menengah lima tahunan; dan

f. Ketentuan pengendalian pemenfaaan ruang wilayah kabupaten yang
berimi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan,
ketartuan insentif dan disinsentif, serta arahan sankesi.

#. Sesual dengan hel-hal tersebut diatas, maka untuk mencapai tujuian
pemarnfastan rmang wilayash secars optimal, serasi, seimbang dan lestar
diparlukan tindak penstapan ruatig yang jelas, tegas dan mepyeluruh
serta memberikan kepastian hukum bagi upaya perencansan dan
pemanfaaian ruang serta pengendalian dan pengawasan pembangunan
melalyi penetapan Peraturan Daerah tentang RTRWK.

I1. PASAL DEMI PASAL

Pamal 1
Cukup jelas.

Pagal 2
Huruf &

Yang dimaksud dengan ‘Tv Hita Karanae’ adalah falsafah hidup
masyarakat Bali yang memuat tigs unsur yang membangun
keseimbangen dan keharmonisan hubungan antars manusia
dengan Tuhen, manusia dengan manusia dan manusia dengan
lingkungannya yeng menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian
dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia

Hurul b

Yang dimaksud dengan ‘sad kertih® adalah enam sumber
kesejahtersan yang harus dilestarikan untuk mencapai
kebahagiaan lahir dan batin vang terdiri dari atma kertib, wana
kertih, danu kertik, segara kertih, jana kertih dan jagat kertiil,

Di dalam lontar Mpu Kuturan disebutkan bahwa Bali sebageal
Padima Bhuwana, yaitu pusat dunia, segalanwa bermuara oi Hab
agar segala kehidupan mencapai kestjahteraan; molhsartam
jagatdhita ¥a ca iti dharma, di dalam menata ruang Bali yang
terbatas ini dipstlukan ketsatan manusia Bali akan pentingnya
menjaga kelestarian lingkungan hidup yang menjaga kelangsungan
kehidupan dengan melaksanakan ke enam kompenen sad keruh,
yaify:

1. Atma Kertih adelah jiwe dan rohani yang harus dilestarikan
dengan melakukan penataan ketertiban hidup beragrme di Bal
melalui pemelinaraan fasilitas tempat suci, parhyengan atan pura
vang kebanyakan digunakan sebapgei rtus keagamaan, dan
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dikembangkan juga sebagai pusat pendidikan Keagamaan yang
dilengkapi sarana dan prasarananye.

2. Wana Kertih adelah tumbuh-turnbuhan dan segala isinya yang
diwujudkan dalam bentuk hutan, yang harus dilestarikem detigan
membangun puta olas angker di setiap kawasan hutan, untuk
menjaga hutan secara niskala [spriritual).

4 Panu Kertth adalah kesucian sumber-sumber air, yang harus
ditestarikan dengan melarang melakulkan pencemaran sumber-
sumber air sepertd meludah, kencing, membuang Motoran,
membuang sampah, dan membuang zat beracur.

4. Segara Kertth adalah laut atau samudera achagai sumber alam
tempat Jebumya semua kekeruhan, yang harus dilestankan
dengan tidak melakukan pencemaran dan pengerusakan
lingkungan pesisit dan laut serte menjaga nilai-nilai kesucian dan
Keparannya.

5 Jana Kertih adalah sumber daya menusia baik secara individu
maupun  berkelompek, yang  Tharus  dibangun dengan
meningkatkan kualitas masyarakat Bali yang handal den hetdaya
saing tinggl untuk menjags  keberlanjutan dan  keajegan
pembangunan Bali.

6. Jagat Kertih adalah sosial Ludaya masyarakar Bali yang
terintegrasi dalam lingkungan Dess Pakraman yang harus
dileatarikan dengarn menjags Heharmonisan  kehidupan aosial
budaya yang dinamis. Dalam sistem desa ini dibemgun auatu
keharmonisen antara hubungan manusia dan Ida Hyang Widin
dengan sradha dan bhakt, hubungan antara fmanusia dan sesama
berdasarkan saling pengabdian ‘paras-pares sarponaya salumium
sebayantaks’, hubungan antars manusia dan lingkungannya
berdsssrkan kasih sayeng. Hubungan im metupakan hubungan
timbal balik yang disebut Cakra Yadnya Dalam Bhagawagitha
disebutkan hubungan tersebut akan menimbulkan suasana sosial
yang menjemin setiap crang dapat menjalankan swadharma-nya
masing-masing.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan keterpeduan adalah bahwa penataan ruang
dianalisis den dirwmuskan menjadi sara kesatuan dari berbagsi
kegiatan pemanfsatan ruang baik coleh pemerintah maupun
masvarakat.

Humaf d

Yeng  dimaksud dengan  keserasian, keselarasan, dan
keseimbangan adalah bahwe penataan roang dapat menjamin
terwujudnya kesergsiann, keselarasan, dan kessimbangan struktur
tata ruang dan pola pemanfastan ruang bagi persebaran penduduk
antar wilayah, pertumbuhan dan perkembangan antar sektor,

entar-daeral, serta antara sektor dan daerab dalam satu kesatuan
Wawasan Nusantara.

Huruf e
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Yang dimaksud keberlapjutan adalah bahwa penatagn ruang
menjamin kelestarian kemampuan daya dulung dan daya tampung
lingungan dengan memperhatikan kepentingan lahir dan batin
antar-generasi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan keberdayraglinasarn dan keberhasiigunaan
adalah behwa penataan ruang harus dapat mewujudkan kuaiitas
ruang yang sesuai dengan potensi dan fungsi ruansg.

Huruf g

Yang dimaksud dengan keterbukaan adalah bahwa dalam
penyelenggaraan penatsan ruang masyarakat memiliki akses vaog
scluas-luasnya dalam mendapatkan informasi yang berkaitan
dengan penataan ruang.

Huruf h

vang dimaksud dengan *kebersameap dan  kemitraan“adalah
bahwa penataan roang diselenggarakan dengan melibatkan
seluruh pemangku kepentingan.

Hurfi

Yang dimaksud dengan “pelindungan kepentingan umum” adalah
bahwa penatpan ruang disclenggarakan dengan mengutamakan
kepentitigan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum dan keadilan™adalah
bahwa penataan ruang diselenggaraken dengan berlandaskan
hulkum/lestentuen peraturan  perundangundangan dan  bahwa
penataan ruang dilaksanekan dengan mempsttimbanglan rass
keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban aemua
pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum.

Huraf k

Yeng dimaksud dengen  “akuntabilitas”™  adalah  bahwa
penyeienggaraan peénataan ruang dapat dipertanggungjawabkan,
beik prosesnya, pemblayaannya, maupun hasilnya.

Pagal 3
Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a
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RTRWE Bangli merupakan bagian dari kelompok Rencana Umum
Tata Ruang yang merupakan penjabaran dari RUTR lainnya sepeTt
Hencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi [RTRWF} Bali

Huruf b

Rencana Tata Ruang Wilavah (RTRW) Kabupaten Bangli adalah
perumusan matra iuang darn Rencana Fembangunan .Jangha
Panjang Daerah (RPJPD)} Kabupaten Bangli Tahun 2005-2025 yang
diwujudkan dalam strategi pelaksanaan struktur ruang dan pola
ruang wilayah Kabupaten, dan selanjutnya memnyadi acuan dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daersh
[REJMDY Kabupaten Bangli dan Rencana Pembangunan Tahunan
Dratrah

Hurul ¢

RTRWK Bangli selanjutnnya mencadi acuan pedoman dalam
penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang seperti  RDTR
Kawasan /Kecamatan, RTR HKawasan Strategis Kabupaten dan
Feraturan Zonasi

Huruf d

RTRWEK diharapkan menjadi acuan bagl sukerta teta palemahan
desa adat/pakraman, sehingga terjadi sinergi penataan ruang pada
tataran formal pemerintahan dengan sukerta tata palemahan bap
desa pakramen di selurub wilayah karena pada prinsipnya
penjumlabhen seluruh palemahan tiap desa pakraman di Bangli
adalalh sama dengan wilavah Kabupaten Bangli secara
keselyruhan.,

Pasal &

Ayet {1)
Sesual dengan pengertian ruang dalam Pasal 1 avet (1} Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diuraikan
cakupan wilayah RTRWHK mencakup ruang darat, ruang laut, dan
ruang udara termesuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan
paratyran perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2], avat (3)
Cudup jelas.

Avat (4

Ruang wilayah Kabupaten Bangli scluruhnya merupakan total
palernahan Dess Pakraman di Wilavah Kabupaten Bangli scbagai
bagian dari wilayah PFrovinsi Bali, sehingegr penataan ruang di
wilayah kabupaten harus meneerminkan jati diri Budaya Bah,

Avat |5
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Cukup jelas

Pasal &

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan
perwujudan ruang wilayeh kabupaten yang ingin dicapai pada maza
yarg akan datang.

Tujuan penataan ruang wilaysh kabupaten memiliki fungai:

o sebagai dasar untuk memformulasiken kebijakan dan atrateg
penataan ruang wilayah kabupaten;

b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam
ETRW kabupaten; dan

c. sebagal dasar delam penetapan arahan pengendalian pernanfaatan
ritang wilayah labupaten.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dirumuskan berdasarkan
visi dan tmisi pembangunan daerah, larakteristik wilayah, isu
atrategis; dan kondisi objektif vang diinginkan.

Yoang dimaksud dengan hijau adalah kemampuan untuk tetap menjaga
lingkungan alam Bangli agar tetap lestari

Vemg dimalesud dengan produkdif adalah prozes produksi dan distribusi
berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah
ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligns meninglatkan daya
sAing.

Vang dimaksud dengen berkelanjutan adalah pengembangan potensi

wilayah memperhatikan kebutuhan saat ini serta kebutuhan masa yang
akan datang

Pasal 7

Kebijaken penatzsan ruang wilayah kabupaten merupakan arah
tindakan yang harus ditetapken untulk mencapai tujuan penataan
ruang wilavah kabupaten.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

a. sebagal desar untuk memformulasikan strateg penataan Tuang
wilayah kabupaten,

b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah
kabupaten;

¢, memberikan arah bagl peoyusunan indikasi progrem utama dalam
RTRW kabupsaten, dan

d. sebagai dasar dalam penctapan arahan pengendalian pemanfaatan
rueng wilayah kebupaten.

Pasal B

Strategl penatasn rusng wilayah kabupaten merupakan penjabaran
kebijakan penataan ruang wilayah kebupaten ke dalam langkah-
langkah opsrasional untuk mencapai tujusn yang telah ditetaphkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:
a. sebagai dasar untuk penyUSUNADN ISNCGHA struldutr tuang, rencatia
pola ruang, dan psnatapan kawssan strategis kabupaten;
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b. memberikan atah bagl peryusunan indikasi program utame dalam
RTRW kabupaten; dan

¢, sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan
ruang wilayah kabupatern.

Pemerataan pengembangan wilayah melalui peningkatan pusat-pusat
pelayanan kaweasan Pperkotean yang terintegrasi dengan Kewasan
perdesaan  merupakan upaya pengembangan keterpaduan  sistem
pelayanan pusat-pusat perkotaan dann pusat-pusat pertumbuhan
ekonami wilayah yang proporsional, merata dan hierarkhiz dalam
aistemn nasional, sistem provinsi dan  sistem  kabupaten yang
dituangkan dalam bentuk fungsi kota.

Yang dimaksud fungsi kota adalah fungsi yang telah ditetapkan sesuat
Rencana Tata Ruang Wilayah Nagional (RTRWN] mencakup Puszat
Kegiatan Masional [PHN), Pusat Kegiatan Wilayah [PEW), Pusat
Kegiatan Lokal [FKL] dan Pusat Pelayanan kawasan (PPKJ

Dalam =sistem perkotaan nasional, Kewasan Perkotaan Bangli
merupakan Pusat kegiatan Lokal (PKL] yang didukung beberapa Fusat
Pelayanan Kawazan [PPK)

Dialarn sistemn wilayah Kabupaten Bangli, Kawasan Perkotpan Bangli
memiliki hirarki pelayanan perkotaan tertinggi

Pasal 9

Yang dimaksud meningkatkan aksesibilitas langsung Kawasan
Perkotaan Bangli dengan Kawasan Perkotaan Semarapura sebagai
FKW den Kewasan Perkotaan Denpasar sebagai FKN melalui jaringan
nasional, adalah usulan untuk meningketkan status jaringan jalan
provinsi yang menuju ke kawasan Perkotaan Bangli menjadi jalan
nasionel serta mengembangkan jaringan jalan baru simpang Sidan -
Jalan IB Mantra sesuai arahan RTRWTP Bali

Usulan pengembangen jaringan jalan lainnya dilakuken untuk
meningkatian aksesibilitas antar wilayah kecamatan, antar desa dan
antar dusuen serte untuk membuka keterianlasian wilayah terutam di
wilayah Kecamatan Kintamant

Pasal 10

Culkup jelas

Pasai 11

Pemantapan Kabupaten Bangli yang hijeu, produktif dan
berkelanjutan sebagai penopang pelestarian lingkungan alam Bali
dimakesudkan untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan dan
keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
buatan s=suai dengan prinsip pembangunan  berkelanjutan
berdasarkan kearifan lokal.

Kawasan budidaya perkebunan dan budidaya hortikultura juga
disrahkan sebagai kawasan penvangga lingkungan hadup untuk
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menambah luasan membanty kawasan lindung dalam mengejar target
minimal 20% (tiga puluh persen| tutupan vegetasi wilavah /DAS.

Fengembengal jenis tanaman yEng mempunyai sifat agroforestry pada
ruang kawasan budidaya yang memilila tingkat kemiringan di atas 40 %
(ampat  puluh  persery) dimaksudkan untuk  tetap  dapat
menjaga/mendukung kestabilan lereng, memperhtas Rawasan resaparn
alr dan upaya wmitigesi dan adaptasi terhedap potensi kawasan Tawan
tanah longsor atay rawan banjir,

Yang dimaksud mengembangkan pertanian ocrganik secara hertahap
menuju Bali sebagai pulau organil, adalah upaya dan langkah-langkah
untuk mempertahankan alam  dan  budaya agraria Bali s&ecara
bherltelanjutan, melalui pelestarian lingkungen scria pencitraan Bak
sehagai destnesi wisata yang peduli lingkungan sehingga sektor
pariwisata memberikan nilai tambah tinggi terhadap sektor pertanian,

Yang dimaksud Bali Clean and Green adalah komitren Pemetrintab
Provinsi Bali bargame Pemarintah Kabupaten/Kota se-Bali, swasta, LaM,
Ferguruan Tinggl, Sekolah, Desa Pekraman dan =zeluruh komponen
masyarakat Bali, dengan segala daya dan upava untuk mewujudkan
Bali vang beraih, sehat, nyamarn, Jestari dan indah bag generasi kam dan
aken datang menuju tsreapainya Bali yang maju.aman, datpai dan
ssjahtera { Bali Mandaral.

Pasal 12

Pemantapan potensi keunikan alam dan budaya daerah gsebagal
potensi kepatiwisatgan, diupayakan tetap memperhatikan daya
dukung lingkungan dan budaya, serta mendorong peran dan peluang
keterlibatan masyarakat lokal

Sinergi sslttor pertanian dan sekeor parwisata selanjutnya diherapkan
dapat menekan dan meminimalkan potenst alih fungsi lahan pertanian,
dan bersama-sama menjadi sektor unggulan Bali yang =aling
mendukung dan saling bergantungan.

Fasal 12
Peningkatan peran Komoditas unggulan pertanjan,  hortikultura,
perkebunan, tanaman kehutanan, peternakan, petikanan dan

industed keeil untuk mendorcng perekonomian daerab diarahken
wntuk berfungsi sebagai penggerak utama persltonomian kawssan dan
wilayah sekitarnya. Agar kegiaten budidaya unggulan dapat
berkembang dengan balk, perlu dikermnbangkan prasarana dan sarana
pendukung seperti jaringan jelan, air minum, jaringan listrik, dan
telekomunikasi vang dapat mendorong pertumbuhan ekenomi di
kawasan tersehut dan di kawasan sekitarnya.

Fazal 14

Yang dimaksud pengelolaan wilayah vang mempethatikan daya
dukung, daya tampung, mitigasi bencana den adaptasi terhadap
perubahan  iklim, adalah kemastpuan lingkungan hidup untuk
mendukung prikehidupan manusia dan mahluk hidup lain {Undang-
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Undang Mo. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Daye dukung lingkungan dapat ditingkatkan dengan adanya masuken
teknologi  staut adanva sistem  penyedizan infrastrulitur  yatg
terintegrasi. Misalnva dalam penyediaan air baku, integrasi atau
kerjpsama antar’ wilavah dapat meningkatkan daye dukung suatl
lingkungan atsu wilayah.

Yang dimaksud daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuarn
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energl dan / atall kompaonen
lzin vang masuk atau dimasukkan ke dalamnya (Undang-Undang No.
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelplaan Lingkungan
Hidup.

Yang dimaksud mengembangkan ruang terbuka hyau kota mintral
40% dari luas kota adalah ketentuan minimal untuk Kawasan
Perkotaan Bangli. Sedangkan untuk HKawaswan Perkotaan Kintamani
adalah 50% dan Kawasan Perkotaan Susut, Kawasan Perkotaan
Tembuky, Kawasan Perkotaan Kayuamba, Kawasan Perkataan
Carur-Belantih minimal 60% {enam puluh persen).

Mengendalikan atih fungsi lahan pertanian dilaksanakan, antarea lain,
dengan mempertahankan lahan sawah beririgasi teknis di kawasan
yang menjadi sentra produksi pangan daeral, pengembangan lahan
pertanian pangan berkelanjutan dan mempertahankan kebudayaat.

Fa=al 15
Avat [1]

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten Bangh merupakan
kerangka tata ruang wilayah kabupaten Bangli yang tersusun atas
komstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain
yang dihubungkan cleh sistem jaringan prasarana wilayah

Rencansa struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1, stbagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah
kabupaten, vang memberikan layanan begi kawasan perketaan
dan kawssan perdesaan di sekitamya vyang berada dalam
wilayah kabupaten; dan

2. sistemn perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang
katerkaitannyva serta memberikan layanan bagi fungei kegiatan
varg ads dalam wilayah kabupaten, terutama pade pusat-pusat
kegiatan /perkoteaan dan perdeésaan yarng ada.

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten ditumuskan
berdasarkan : %ebijakan dan strategi penataan ruang wilayah
kabupateni, kebutihan pengembangen dan pelayanan wilayah
kabupaten dalam rangka mendukung kegiatan soeial tkonomi,
dava dukung dan dava tampuang lingkungan hidup wilayah
kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana atruktur rusng wilayah Kabupaten Bangli memperhatikan
dan mengadopei kebjjakan pengembangan sistem  perligotaan
berdasarkan arahan RTEWHN den RTRWF Bali, veng selanjuinya
diintegrasikam dengan penstapan sistem perkotaan dan sistem
prasarena wilayah kabupaten. Eebijakan ini dimaksudkan untuk
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menjamin keterpaduan struktur ruang pada tingkat nasional,
Provingi Bali dan Kabupaten Bangli .

Dengan demildan, rencans struktur ruang wilavah kabupaten

Bangli, mencakup:

1. sistem pelayanan pusat-pusat perkotaan dan pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi wilayeh yang proporsional, merata dan
hierarkhis

7, sistem jaringan prasarana wilayah.

Ayat [2]
Kawasan perkotaan adalah wilayah yang menipunyai kegiatan
utame bukan pertanian dengan susunan fungs kawasan achagai
tempat permukiman perkotaan, pemusatan  dan digtribusi
pelavanan jasa pemerintahean, pelayanan scsial, dan kegiatan
ekonGmi.

Sistern perkotaan disusun secara berhierarki menurut fungsi dan
besarannya sehingga pengembangan sistem perkotann nasional
dan wilayah yang meliputl penetapan fungsi kota dan hubungan
hierarkisnys berdasarken penilaian lkondisi sekarang dan
antisipasi perkembangan di masa vang akan datang, dapat
mewujudkan pelayanan prasarana dan sarana yang efektil dan
elisien, yang peracharannya disesuaikan dengan jents dan tingkat
kebutuhan vang ada.

Fengembengan pusat perkotaan nasional dan wilayah dilakukan
secara selaras, sallug memperkuat, dan serasi dalam ruang wilayah
nasional, ruang wilayah provinsi dan ruang wilayab kabupaten
sehingga membentuk saty sistem yang menunjang pertumbuhan
dan penyebaran berbagai usaha dan/atau kegiatan dalam raang
wilayah nasional dan wilayah.

Pengembangan pusat perketaan nasicnal dan wilayah diserasikan
dengan sistem jeringan transportasi, sigtem jaringan pragarans
dan serans, dan memperbatiken peruntultan ruang kawasan
budidaya di wilayah sekitarnya, baik yang ada sekarang maupun
vang direncanakan sehIngRa pengembangannya dapat
meningkatkan kualitas pemanfaatan tuang yang ada.

Dalam pusat perkotaan nasional dan wilayah dikembanghan
kawasan untuk peningkatan kegiatan ekonemi, sesial, budaya, dan
pelestarian lingkungan hidup secars harmonis, serta jaringan
prasgrana dan sarane peleyanan penduduk yvang sesual dengan
kebutuhan den menunjang fungsi pusat perkotaan dalam wilayah
nasional,

Sebagai plusat pelayanan perkembangan kegiatan budidaya, baik

dalam wilayahnva maupun wilavah sekitarnya, pusat perkotaan

nasionsal dan wilayah mempunyai fungsi.

1. ekanomi, yaitu sebagal pusat produksi dan pengolahan barang;

2. jasa perchonomian, yaitu scbagai pusat pelayanan kegiatan
keuangan,/bank, dan/atan sehagai pusat koleksi dan distribusd

bareng, dan/atau =ebagai pusat  simpul Lransportasi.
pemerintahan, yaitu sebagai pusat jasa pelayanan pemerintah;
dan
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3. jasa sosial, vaitu sebagal puset pemerntahan, pusat pelayanan
pendidikan, kesehatan, kesenian, dan/atan budaya.

Apar pelayanan prasatena dan sarana dapat menjangkau seluruh
masyarakat termasuk yang tinggal di kawasan perdesaarn,
ketentuan tenteng pengembangan kawasan perkotaan dalam
Paraturan Dasrah ini perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan
kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan, juga memiliki fungsi yang
sama se¢bagel pusat pelavanan perkembangan kegiatan budidaya
meskipun dalam skala kegiatan yang lebih kecil dan terbatas.

Kawgsan perdesaan merupakan desa yang memptnyai potensi
cepat berkembang dan dapat meningkatkan perkembangan desa di
sekitarnya. Dengan demikian, pemanfasten ruang kawasan
perdesaan digrahkan untuk melayani perhkembangan  berbagai
kegiatan ussha danj/atan kegiatan ekonomi, dan permukiman
masgyarakat perdesaan baik di desa tersebui maupun desa di
SekItArTIVA,

Pengembangan kawasan perdesaan diselaraskan dengan pusat
perkotaan nasional dan wilayah yang melayaninys aschinggn secarg
keseluruhan pusat perkotaan nasional dan wilayah =aling terkait
dan berjenjatig, =erta saling sinergi= dan saling menguatkan
perkembangan kota dan desa.

Ayat (3)

Rencans jatingan prasarana wilayah, terdiri dari

1. sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana
utama,

. sistem jarinpgan prasarana ldinnya, mencalup; sistemn jaringan
energl, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber
daya air dan sistem jaringan prasarana lingkungan.

Ayat (4]
Cukup jelas

Fasal 16

Ayat {1}

Kawasan perkotaan, ditetapkan dengan kriteria:

e memilild fungsi kegiatan utama budidaya bukan pertaruan atan
labih dar 75% f(tujuh puluh lima persen] mata pencaharien
petidudukomya di sektor perkotaan,

b. memiliki jumlah penduduk sekurang-kurangnya 10.000 [(sepuluh
ribu} jiwa;

z. memiliki kepadatan penduduk  selurang-kurangnya 0 (lima
puluh) jiwa per hektar; dan

4. memilili fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan
barang dan jasn dalam bentuk sarane dan prasarana pergantian
tnoda transportasi,

Selanjutnya yang dimaksud
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o, Pusat Kegiatan Nagional (PKN) adalah kewasan perkotaan yang
perfunpsi untuk melayani kegiatan skala internaeional, nasional,
atau beberaps provinsi;

b. Pusat Kegiatan Wilayah [PKW) adalah kawssan perkotaan yang
berfungs! untuk melayani kegiatan skals provinsi atau bebetapa
kabupaten fkota,

c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adelah keawasan perkotazn Yang
berfungsi untuk melayani keglatan skala kabupaten/kota atal
heberapa kecamatan,

d. Pusat Pelayanan Kawsasan (PPK] adalah kawasan perlcotaan yang
berfungs! untuk melayani kegiatan skela kecamatan atau
beberapa desa;

¢, Pusat Kegiatan Lokal Fromosi [FKLpl adalah kawasan perikoptaan
yang dipromesikan menjadi PKL yang sehelumunya telah berfungsi
sebegai PPK; dan

f, Pusat Pelayanan Kawasan Promosi (FPKp) adalah kawasan
perkotaan yang dipromosikan menjadi PPK yang sebelumnya telah
herfungsi sebagai pusat peiayanan beberapa desa (FPLI-

PKN ditetapkan delam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 tentang RTEWN, dan di Provinal Bali  terdiri dari Kawasan
Perkotaan Denpasar-Bangli- Glanyar-Tabanan (Sarbagita).

Kawasan Perkotaan Denpasar-Bangli-CGianyar-Tabanan (Sarbagita)
sebagai PKN juga sehkaligus merupekan Kawasan Strategis Nasional
(KSN} disebut Kawasan Metropolitan Sarbagita.

PKW ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nemor 26 Tahun
2008 tentang RTRWN, di Provinsi Bali  terdiri dan Kawasan
Perkotagn Singaraja, Kawasan FPerkotaan Semerapura  dan
Kawasan Perkotaan Negara.

PEL ditetapkan oleh pemetinitah Provinsi meialui Peraturan Daerah
tentang RTRWP Bali, yang terdiri dari kawasan Perkotaan Bangli,
Kewasan Perkotaan Amlapura, dan Kewrsan Psrkotaan Seririt.

PPK ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota vang didasarkan
pada kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Konsultasi dengan Qubernur dalam proses penetapan PFK cleh
pemerintah kabupaten/kota diperlukan karena penetapan terseibut
memiliki kofiseluenai dalam pengembangan jaringatl prasarana
yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah provinsi dan
pemerintabh  kpbupaten/kota. Adanya  kesepakatan  antara
pemerintah provinsi demgan pemerintah kabupaten/kota dalam
penetaparr PPK  ekapn menjamin dulkunpgan sistem  jaringan
prasarana vang dikembangkan.

Avat (2], Avat {3}, Ayat {4}, dan Ayat (3]
Cukup jelas

Pasal 17

Kawasan perdesaen dalam wilayah pelaFanannys sdalah wilayah yang
mempunyai kegiatan utama pertanian, dan lebih dard T5% {tujuh puluh
lima persen} mate pencehanan penduduknya di sekror pertanian ataw
eektor primer termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunen
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fungsi kawasan sabagai tempat permukiman prrdesaan, pelayanan Jagsa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kepiatan ekonomi.

Ayat i1}
Huraf a

Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PFL adalah
pusat permukiran yang berfungsi untuk melavani kegiatan skala
antar desa, dengan kriteria;

+ memiliki jumlah penduduk peling sedikit 5.000 {lima ritau) jiwa
sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;

» memilili fasilitas pelayanan untulk pelayanan beberapa desa
seperti pasar, sekoleh menengah pertama, sekolah menengat
aras, puskesmas, lapaigan umurm atau fazsilitas umum laintya;
dan

« memiliki simpu] jarngan transportasi anter desa maupun
entar kawasan perkotaan terdekat.

PPL dapat melayanai wilayah desanya senditi maupun melayant
heberapa desa, PPL harus terintegrasi dengan Kawasarn Perkotaan
paik yang berfungsi PFK, KPL, FEW dan PRN.

PFL pada dasarnya sstars denpgan istilah pusat pelayanan
kawasan perdesaan lainnya yang telah ada  atau tefah
dikembangkan berdasarkan program-program lainnya seperti ;

1. Kawasan Terpadu Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)
2. Desa Pugat Pertummbuhen {DPF}
5. Pusat Pelayanan Terpadu Antar Deaa (FFTAD]

Huruf b

Kawasan agropolitan merupekan kawasan yang terdin atas saftu
atan tebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagal sistem
produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alem rertentu
yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitzn fungsional dan hierarki
keruangan sahian sistem perrulkiman dan sistem agrobisnis.,

Kawasan sgropolitan, ditetapkan dengan kriteria:

a Telah ditetapkan sebagai Kawasan Agropolitan

k. merupakan kawasan perdessan vang memiliki pusat pelayanan
sebagal kota pertanian untuk melayani desa-desa =entra
produksi pertanian yang ada disekitarnys, dengan batasan
yang tdak ditentukan olch  Dbatasan ed ministratil
pernstintahen, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikarn
akala ekonomi kawasan berdasarkan komoditas pertanian
unggulan tertentu yang dimilikinya,

¢ sehagian besar kegiatan masyarskat di dominasi Kegiatan
pertanian dan/atau agribisnis dalam suatu kesisternan yang
utih dan terintegrasi; dan

d. memiilll prossrana dan infrastruktur vang memadai untuk
mendukung pengembangar sistem dan usaha agribisnis
khususmya pangan, seépetti: jalan, sarana irigasi/pengairan,
aumber ajr baku, pasar, terminal penumpang, tetminal
agribisnis, jaringan telskomunikasi, fasilitas perbankan, pusat
informasi  pengembangan  agribisnis, savana  produlsi
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pengolahan haail pertanian, fagihitas umum dan fagilitas sosial
lainnys,

Penigembangans  kawasan  agropelitan dimaksudkan untuk
meningkatkan efisiensi  pelayanan  pragsatana dan sarana
nenunjang kegiatan pertanian, baik yeng dibutuhkan sebelum
proses produksi, dalam proses produksi, maupun setelah proses
procluksi. Upaya tersebut dilakukan melalii pengaturan lokasi
permukiman penduduk, lokasi kegiatan produlksi, lokasi pusat
pelayasian, dan peletaken jaringan prasarana.

Huraf ¢

Kawasan minapolitan metupakan kawasan yang terdiri atas satu
atay lebih pusat kegiatan yang memanfaatkan potensi perikanan
dan perairan, dalam hal ini adalah perairan di Danau Batur.
terdiri dari  usaha bididaya perikanan beserta  kematan
penunjangnys sepert sebaran Keramba Jarmng Apung {(KJA) pasar
ikan, industri pengolahan hasil perikanan, ¢ald  storage,
perpudangan dan lainnya

Kawasan minapolitan, ditetapkan dengan kriteria:

a. Telah ditetapken scbagai Kawasan Minapelitan {Danau Batur)
oleh Kementerian terkait vang memiliki tuas 6,05 (gnam koma
nel lima) km2 dengan kedalaman 60-70 (enam puluh sampai
tujulh pulub) m untuk pengembengan ikan niia dengan
amparan produksi 750 (fujuh ratus lima puluh)] ton/tahun.

bh. Merupakan kawagan yang memiliki pusat kegiatan dibideng
terkait perikenan.

c. Kewaasn Minapolitan Danau Batur berbasis sektor perikanan
(Keramba  Jaring Apungt dipadukan dengan  sektor
perkebunan, pertanien ¢an ussha jasa pmriwisata yang
herkembang di sekitarnya.

d. mempertahanlkean luasan lahan perikanan darat yang telah
ditetapkan sebagai Kewasen Minapolitan.

e. mengembangkan kawasan minapolitan  yang meliputi
subsistern hulu, subsistem: usaha perikensn, subsistern hilir
dan aubsistem penunjang.

f memilild peluang untuk pengembangan senira-sentra produksi
dan useha berbasis perikanan yang dilengkapi dengan sarana
dan prasarane yeng memadai  sebagai  pendulung
Leanekaragaman aktvitas elonomt.

Avat (2], ayat (3), ayat [4] dan ayat {3)
Cukup jelas

Pasa] 18

Ayat (1}
Huruf 5

Pengembangan sistem  jaringan | Lransportas witavah
dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antarpusat
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provinsi dan kabupaten serta mewujudkan keselarasan dan
keterpaduannya dengan sektor keglatan ekonomi masyvarakat,

Pengembangan  sistem  jaringan  transportasi mencakup
transportasi darat, yang menghubungkan antar wilayah
kabupaten, antar kecamatan, antar desa, entar fdusun-dusun
terpeneil, penveberangan serta Kawasan perkotaan dengan
kawasan produksi, sehingga terbentuk kesatuan untuk
mentnjang kegiatan sosial, ¢konomi, budays serta pertahanan
dan keamanarn

Yang dirnaksud dengen 'sistem jaringan jalan’ datam ketentuan
ini adalah mistem vang mempetlihatkan keterkaitan kebutuhan
dan pelavanan transportast antarwilayah dan antarkawasan
perkotaan dalam ruang wilayah kabupaten serta keterkaitannya
dengan jaringan transportasi wilayah provinsi dan nasional

Ayat {3
Cukup jelas

Pasal 10
Avar (1}

Menurut UU No. 38 Tahun 2008 tentang Jalan pada Pasal &,
pengelompekan jalan sesuai dengan peruntukannysa terdiri atas
jalan umum dan jalan khusus, Jalan umum dikelompolkan
menurst sistem, fungei, status, dan kelas.

Pade Pasal 7 BSistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan
jalan primet dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistemn janmgan
jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan
pelayanan distribusl barang dan jass untuk pengsmbangan semua
wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul
jasa distsibusi vang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem
jaririgen jelan sekunder merupakan sistem jeringan jalan dengan
peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di
dalam kawasan perlotaan.

Padsa Pasel 8, Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke
dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, den jalan hingkungan,
Jalan arteri merupakan jalem uwmum yang berfungsi melayani
angkutan utama dengan cir perjalanan jarak jash, kecepatan rata-
rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibata=i secars berdaye guna.
Jalan kolektor merupakan jalan umum vang berfungsi melayani
angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak
sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan rrasuk
dibatasi. Jalan lokael merupakan jalan umum yang berfungsi
melavani angkutan setempat dengan ¢iri perielenan jarak dekat.
kecepatan rate-rate rendah, dan jumlah jalan masuk tidak
dibatasi. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi
melayani angkutan lingkungan dengan cini perjalanan jarak dekat,
den kecapatan rata-rata rendah,

Pada Pasal © Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke
dalam jalan naslotel, jalan provinai, jalan kabupaten, jalan kota.
dan jalan desa. Jalan nesicnal merupakan jalan arteri dan jalan
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kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan
avtaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan 1ol
Jalan provinsi merupakan jalan keolektor dalam sistem jarngan
jalan primer vang menghubungkan ibuketa provinsi dengan
ibukota kabupaten/kota, atay antaribuketa kabupaten/kora, dan
jalan strategis provinsi. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal
dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibuketa
kabupaten dengan ibukota kecarmaian, antaribukota kecamatan,
ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat
hegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistemn jaringen jalan
sekunder dalam wilayah kebupaten, dan jalan ptrategis kabupaten.
Jalan kota adalsh jalan umum dalam sistem jaringan jalan
sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota,
menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan
antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman Yang
beradn di dalarmn kota. Jalan desa merupakan jalan umum yang
menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam
desa, serta jalan lingkungan.

Jalan Nasional yang berupa jalan arteri primer dan jalan kolektor
primer ditetapkan melalui Peraturan Menteri. Sedangkan Jalan
Pravitisi ditetapkan melalii Peraturan Gubernut.

Avat (2]

Yang dimaksud dengan jalan kolektor primer menurut Pasal 10
avat (1) PP. 34 Tahun 2006 tentang Jalan adalah jalan umum yang
menghubungken =ecara berdaya guna antara pusat kegiatan
nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayab,
atan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokai

Jalan kolektor primer ! (K-1) adalah jalan kolektor primer yang
menghubungken antar ibukota proving atau yang menghubungkan
Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusar Kegatan Wilayah (PKW}.

Jalan kolektor primer 2 [K-2) adalah jalan kolektor primer yang
menghubungkan ibuketa provinsi dengen ibuketa Kabupaten/Hota,
atau vang menghubungkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan
Pusat Kegiatan Lokal [FEL), dan antar Pusat Kegiatan Wiayah [FRW];

Jalan kolektor primer 3 (K-3] adalah jalan kolektor primer yang
menghubungkan antar ibukota Kabupaten/Kota, atau yang
menghubungkan Pusat Kegiatan WNagionml {PEN] dengan Pusat
Felayanan Kawasan (PPK), Pusat Hegiatan Wilayah [PKW) dengan
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Jalan kolektor primer 4 (K-4] adalah jalan kolektor primer yang
tidale tarmasult jalan nasional den jaian  provinsi  yang
menghubungkan ibukota kabupaten dengen ibukota kecamatan,
ibuketa kebupaten dengan pusat dess, antaribukota kecamatan

Avat (3]

Jalan lokal priner vang menghubungkan secars berdaya guna
ibukota kecamatoan dengan desa, dan antardesa, serta pusat-pusat
banjar dalam deaa;
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Avat [4]

Jalan sistem sekunder vang merupakan jeringan jalan kebupaten
yang berada di kawasan perkotaan

Avat [D) dan ayat (6]
Cukup jelas

Pasgal 20
Avat (1)

Termina! dan jaringan angkutan umum merupakan bagian dart
sistem  transportasi darat untuk menyediakan prasarana dan
pelayanan tranapoitasi kepeda mesyarakat vang relatil lebih
murah, mengurangi kemacetun lalu lintas, mengurangi poiuzst dan
efak rumah Lkaca, dan efisienai pelayenan lainnya melalwi
Peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan englutan umim.
Jaringan pelayanan angkutan umum di Kabupaten DBangh
merupakan bagian dari system jJaringan pelayanan anglutan
umum Provinsi Bali dan di dalam wilayah Kabupaten Bangli
sendiri.

Avat (2]

Terminal 4 (Terminal Penumpang Tipe &), berfungsi melayani
kendaraan umum untuk angkwatan sntarketa aentar propinsi,
angkutan kota dan angkutan pedssaan.

Terminal B {Terminal FPenumpang Tipe B}, berfungsi melayani
kenderaan umum untuk angkotan antarketa dalam propinsi,
anglutan kote dan/fatau angkutan pedesaan,

Terminal C [Terminal Penumpang Tipe C), berfungsi melayani
kendarsan umum untuk anghutan perdesaan. Terminal A dan B
merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi, sedangkan terminal
C merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten fKota,

Avat (3]
Cukup telaa

Pasal 21
Cukup jeias

Pasal 22

Sigtern sarana penunjang transportesi lainnya di wilayah Kabupaten
Bangli, merupakan bagian dari sistemn jaringan cansportasi darat
vang ada, terdiri dari :

Ayat {1) Huruf a
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Pengernbangan jaringan lintas angkutan barang terdirt dati Terminal
Barang dan jalur fintasan angkutan barang. Berdasarkan Kepmen
Perhubungan No.31/1995 tentang Terminal Transportas:  Jalan,
terminal barang berfungsi melayani bongkar dan atau muat barang
serta perpindahan intra dan atau moda transportasi.

Terminal barang di Kabupaten Bangli diarahkan di Kawasan
Perkotann Kayuamba veng dikembangkan berdampingan dengan
kawasen perdagangan dan jase wilayah dan berada di jalur jalan
PTOVITLS.

Jalur lintasan terminal barang adalah pada jalan-falan provinsi yang
menunju jalan nasional selanjutnya menuju ke Pelabuhan Lant atau
Bandara Hgurah Rai

Avat (1) Huraf b dan hurafe.
Cukup jtlas

Avat (2], avat {3), dan ayat [4)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Culkup jelas

Avat (2]

Yang dimeksud dengan ‘pembangkit tenaga listrik” adalah fasilitas
untuk kegiatan memprodukei tenaga listrik, yang tidak diarahlan
di lokasikan di Kabupaten Bangh.

Pengembangan pembangkit tenaga listrik dilakukan dengan
memeanfaatken sumber energ tak terbarukan, sumber energi
terbarukan, dan sumber energi baru.

Pembangkit tenaga listrik, antara lain, meliputi Pembangkit Listrik
Tenaga Adr (PLTA), Pembanglit Listrik Tenaga Uap [FLTU),
Pernbangkit Listrik Tenaga Gae ([PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga
Dieasl [PLTD), Pembangkit Listrik Tenaga S3urya (PLTS), dan
Pembanghkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

Ayat {3)

YTang dimaksud jaringaty transmiai tenega listrik adalah system
jaringan untuk menvalurkan tenaga listrik untuk kepentingan
umum dissbut juga dengen jaringan transmisi nasional yang di
wilayah Provinsi Bali atau wilayah Kabupaten Bangli terdiri dari
jaringen transmisi eksira tingel, tegangan tinggi dan tegangan
menengah,

Yang dimaksud jaringan distribugi tenaga listrik adalah adalab
penvaluran tenaga listtik dari sistem  tranemisi  atau dari
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pembangkitan ke konsumen, vang terdin dari Gardu Induk, Gardu
Penvulang, dan transmisi tegangan menengah,

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1],

diarahkan untuk:

a. memenuhi peyedinan temapa listrik yang mampn mendulung
kebutuhan dasar masyarakat den kegiatan perekonomian,

h. maningkatkan pelayanan secara merata ke seluruh wilayah
dengan metalrukan perluagan jaringan distribusi dan penambahan
kapasites pembanglit tenaga hstrik; dan

¢. pengembangan pembangkit tenaga bLstell alternatilf dari sumber
energi terbarukan, uniuk menghemat PengEunaan energ vang
tidak terbarukan dan mengurangl pencemaran lingkungan.

Aval (4], dan Ayat [3)
Cukup jelas

Pasgal 24
Avat (1}, Avat [2] dan Avar (3)
Cukup jelas

Avat [4]

Sebaran  pengembangan  menara  telekomunikasi  terpadu

berdasarkan Peraturan Gubermur Mo, 55 Tahun 2007 terdiri atas

12 buah menara terpadu, meliputi :

Bukit Penulisan Kintamani Bangli --Kode BLI1

JL. Hgurah Rai Bangli KEantor Telkom - Kode BLS

Penginyekan Kintamani Bangli - Kode BLO

Bukit Penulizan Kintamani Bangli, di Tower TVE] - Kode BLE

10

Desa Katung Bangli - Kode BLB L1

Tembuku {rekomendasi rencana) - Kode BLE 12

Penelokan Bangli {Rekomendasi Tower Bersamaj - Kode BLE 14

Kayuemba, Susut Bangli - Kode BLE1S

Utara Tamais Bali Bangli, Jalano Merdeks (new) - kode BLEB 1

0. Cempage, Bangli Utara jalan diatas Bukit + 500 m - Kode BLB
4

11. Kantor Telkom 3TO Kintamani - Kode BLB7

12. Kayubihi, Ke¢. Bangli - Kode BLEaru 1

Lo

=0 00 v en

Ayat (5] dan ayat {B)
Cukup jelas

Fasal 25
Avat 1]

Pendayagunaan sumber daya air menyangkut penyediaan sistem
jaringan air baku vang ditujuken untuk memaniaatlian sumber
daya air secara berkelanjutan dengah mengutamakan pemenuhat
kebutuhan pokok masyarakat secara adil dJdan terpacdu,
Fengembangan sumbsr air baku di Kabupaten Bangli terdiri dar

119



pendayagunaan #ir permukaan meliputi air Danau Batur dan air
sungal di Sub Wilayah Sungai (SWS) yang terdapat di Kabupaten
Bangli dan cekutigan air tanah di wilayah Kabupaten Bangli atau
lintas wilayah kabupaten/kKota.

Sumber air baku di Kabupaten Bangli merupakan paszokan
pemanfaatan tebapian besar wilayah Bali Zelatan

Ayat (2), ayat [3) dan ayat (4]
Cukut jelas

Avat {5
Sistern Jaringan Irigasi adalah usaha penyedisan, pengaturan, dan
pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian ¥ang jenisnya
meliputi irigasi permukasn, irigasi rawa, irigasi eir bacwah tanah,
irigasi pompa, dan irigasi tambak.
Sistern itigasi meliputi prasarana ivigasi, air ingasl, manajemen
irgasi, kelembagasn pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.

Avat [6], ayat (7], avat (8] dan ayat (D)
Culnip jelas

Pasal 26
Ayat |1}
Cukup jelas

Ayat {3}

Sistern Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah satu kesatuan sistem
figik (tekmik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun,
memperluas danfatau meningkatkan sistem fisik{teknik] dan non
fisilr (kelembagaan, mansjemen, keuangan, peran masyarakat, dan
hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan pensyediaan
air minum kepada masyarakat menuju keadaan yvang lebih baik.

Penyelenggaraan pengernbangan SFPAM adalah kepiatan
merencanakan, melaksanakan konastrulai, mengelola, memelihara,
merehabilitasi, memantau, danfatau mengevelyasi sistem  (aik
{telmik] dan non sk penyedinan air minum.

Peryelengga 3PAM adalah badan usaha milik negara/badan usaha
milik daerrb, koperasl, bedan usaha swasta, dan/atan kelompok
magvarakat yang melakukan panyelenggaraan pernigembangan aiatern
peryedisan air minum.

Avat [3] dan ayat (4]
Jemie sampah yang dikelola zebagaimansa dimaleaud pada ayat (2],
meliputi ; '
a. sampah rumah tangga, tidek termasuk tings;
b. sampah sejenis sampah rumah tanggs,; dan
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C.

sampah spesifik.

Peryelenggaraatn sistem pengelolsan sampah, mencakup:

1.

3.

pengurangan sampah untuk sampah rumah tanggs dan sampah
sejenis sampah rumah tangga metiputi pembatasan timbulan
zsampah (reduce), pendavran ulang sampah (recycle); dan/arau
pemanfaatan kembali gampah (Teuss),

, penanganan sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah

aeienis sampeh rumah tangga meliputi pemiiahan, pegumpulan,
pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir; dan
pengelnlaan sampah spesifik diatur dengan Peraturan Bupati.

Ayat [5)
Penanganan sampah dilaksanakan melalui

1.

2.

Mewujudkan hirarkhi proges/prasarans pengelolaan sampah
dari rumah tanges — kalektif — kawasan — terpusal;

sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah rumah
maken/restoran  dan  sampah hotel dikumpulkan oleh
penghininya atau petugas sampah, setelah melalui tahapan
pengurangan sampah, kemudian dianghkut ke transfer depo ateu
ke TPS;

. sampah jalanan dan sampah lainnya dikumpulkan pada tepi

jalan kemudian diangkut dengan kereta sampah ke transier
depo;

. Pengolahan sesuar dengan kaerakteristik sampah di wilayah

pelayanan sebelurn sampah diangkut ke TPA;

. Penerapan tekoologi tepat guna dalam pengolshent sampah

dengan sasaran meminimalkan sampeah masuk ke TEA,

. Pengembangan sistem terpusat pada daerah perkotaan tingkat

kepadatan tinggi dan pengembangan sistern individual ataw
pengelelaan seternpat pada daerah terpencil tingkat kepadatan
renidal,

. sampah di transfer depo dan TPS diangkut dengan truck

asampah ke ternpat pemrosesan akhir {TPA) di IPST Bangklezt;
daty

pengelolaatt sampah sampai dengan ke transfer depo dan TPS
dilakukan oleh masyarakat dan desa pekreman, sedangkan dari
tranafer depo dan TPS sampai ke TPA dikelola oleh dinas terkait,
desa pekraman atau swasta.

Ayat (6}, avat {7), ayat [8), ayat (3}, ayat [10) dan ayat (11]
Cukup jelas

Fasal 27

Rencana pola ruang wilayah merupakan rencana  distribus
peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten Bangli vang meliputi
rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.

Rencana pala ruang wilayah berfungsi:

1. sebagri alokasi ruang untuk berbagai kegiatan scsial ekonomi
masyarekat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilavah
kabupaten, '

2. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang,

121



3.
4,

sebagal dasar penyusunan indikasi program pembangunan, dan
sebagal dasar pemberian izin pemanfaatsn ruang pada wilayah
labupaten.

Rencana pola ruang wilayah diromuskan berdasarkan:

1.
2

LR

4.

kebijakan dan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten;

daya dukung dan daye tampung lingkungan hidup witavah
kabupaten;

kebutuhan rang untulk pengembangen kegiatan sosial ekonomi
dan lingkungan; dan

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Bangli merujuk pada rencana
pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN, KTRWF Eali, serta
disaragikan dengan RTRW Kabupaten yang berbatasan yang terdi
dari -

1.
2.

Kawasan Lindung;
Kawasan Budidave.

Ayat (1) hurufa :

Kawaszan lindung di Kabupaten Bangli adalah kawasan yang secara
ekologis merupakan satu ekosistem yang memberikan pelindungan
terhadap kawasan bawehannya di wilayah kabupaten Bangli, atau
kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturarn
perundang-undangan pengelolaannya merupakan koordinasi
kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten.

Pengelolaan kawasan lindung berrujuan  untuk  mencegah
timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dalam rangla
meningkatkan [ungsi indung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan
dan satwa, serta nilai sejarah budaya dan bangse serta
mempertabankan keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistern
dan keunikan alam. Pemanfaaten tanah pade kawasan lmdung
hanva untuk kegiatan yang bersifat tidak terbangun serta tidak
memanfaatkan peralatan yang {apat menggangeu kelestarian
lingkungan den keseimbangan chkosistemn.

Pemantapan kawasan lindung menjadi titik  tolak  bagl
pengembangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangli yang
berlandaskan kepada prinsip pembangunan berkelapjutan. Setelah
kawagan lindung ditstapkan =ebagai limitasi bagi pengembangan
wilayah, selanjutnys dapat ditentukan sarehan pengembatigan
kawasan budidaya.

Semoua kawsasan Jlindung dipetakan sesuai keberadaannya di
wilavah kabupaten. KXhusus untuk kawasan perlindungan
setermpat, dan kawasan cagar budaya, karena luasannya relacf
kecil [sempit], tidek dipetakan dalam peta pola ruang wilayah
kabupaten, namun tetap diatur dalam pengaturan pela ruang pada
RTRWI.

Rentana pengembangsn kawasan lindung 41 Rabupaten Bangl
seluae 10672 [sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh dua) ha atau
20,5% [dua puluh koma lima persen| dari luas Daerah Kabupaten
Bangli.
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Ayat (1] huruf b

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetaplkan dengan fungai
utama untuk dibudidayaken atas dasar kondisi dan potensi
sumber daya alam, sumberdaya manusia, danh sumberdaya buatan.
Selyruh kawasan vang tidak ditetapkan sebagai kawasan lindung
secara prinsip dapat diperuntukkan =sebagai kawasan budidaya.
Dengun demikian, kawasan budidaye merupakan Ruwssan yang
potengial untuk dikembangkan baik sebagai kawasan usaha
produksi maupun permukiman,

Rencana dalam pemanfaatan kawasan budidava ditujukan pada

upaya optimasi pemanfaatan sumberdaya wilayah seslal dengan

dava dulung lingkungan. S8asaran pengembangannya adatah -

n. Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya
secarz optmal dan mendukung perbangunan berkelanjutan;

b. Memberikar arahan untul menentukan prioritas pemanfasatan
ruang antar kegiatan budidaya vang berbeda; dan

c. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanlaatan ruang
dari jenis kegiatan budidaya tertentit kejenis lain.

Semia  komponen  kawasan  budidaya  dipetakan  sesuail
keberadaannya di wilayah kebupaten. Khusus unmk kawasan
budidayva vang letaknya tersebar dalam Tuasannya relatlf kecil
{scmmpit), tidek dapet dipetaken dalam peta pola ruang wilayah
kabupaten, namun tetap diatur dalem pengaturan pola ruang pada
RTRWEK.

Repcana pengembangan kawasan budidava di Kabupaten Bangli,
ealupgs Kurang lebih 41.40% (empat puluh satu nobu empat rams
Sembilan) ha atay 79,5% [tujuh Sembilan koma lima persen) dari
luas Deerah ¥abupaten Bangli.

Ayat (2], ayat (3], ayat (4], dan avat [3)
Cukup jelas

Avat (6]

Rencana pengembangan kawasan lindung dan kawasan yang
berfungsi Lindung, dalam ranghka untuk memenuhi kebijakan dan
strategl pengembangan kawasan lindung, yaitu -

a. mewujudkan kawasan berfungsi lindung dengan luas paling sedikit
304 (tHge puluh persen) darn luas wilayah;

b. menetapkan kewasan hutan dan vegetasi tutupan lahan permanen
paling sedildt 20% (tiga pulnh persen) dar luas DAS,

maka Ilas Kewasan Lindung di tambah keberapa komponen
kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung seperti kawasan
peruntukan hutan produksi, peruntukan hutan rakyat, kawasan
budidave perkebunan dan budidaya hortikultura, maka didapatkan
jumlah kawasan yang berfungsi lindung seluas kurang lebih
41 985 (empat puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh limal
ha atau 20.61% {delapan puluh kome enam gatu pereen| dar luas
Daerah Kabupaten Bangli.
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Avat {71, ayat (8], avat (9), dan ayat (10)
Cukup jelas

Pazal 28

Kawesan hutan lindung adalah kewasan hutan vang memiliki sifat
khas yang mampu member perlindungan terhadap kawasan
seliitarnya atay bawahennya. Tujuan perlindungannya adalah untuk
mencegah terjadinye erosi, bencana banjir, sadimentasi, dan menjaga
fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersedian unsur hara
tangh, air tanah, dan air permukaan.

Pasal 29

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahantya
mencaliup kawsagan resapan air, adalah kawasan yang mempunyal
kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan
tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai surnber air.

Pagal 30
Cukup j¢las

Pasal 31
Ayat (1)

Yang dimaksud keweasan suci menurut Bhisama FHDIP 1994,
adalah Qunung, Daneu, Campuhan (perternuan dua sungai,
Pantai, Laut dan sebagainya divakini memiliki nilai-nilai kesucian.
Dan umtuk Kabupsaten Bangli ditambah kawasan zuei loloan dan
cathus patha. Perlindungan terhadap kawasan suci terkait dengan
pereujudan tri hita karana, vang dilandasi coleh penerapan ajaran
sad kertih, '

Ayat (1)

Yang dimaksud kewssan suci gunung adalah mencakug selurup
kawasan dengan kemiringan sekurang-karangnya 45% {ernpat
puluh lime dergjat) dilihat dar keki lereng gunung menuju ke
puncak gunung.

Ayat (3]

Yang dimnakeud kawasan auci danau adatah kawasan perairan
danaz yvang difungsikan untuk tempat melangsungkan upacara
keagamaan bagi umnat Hindu.

Ayat [

Yang dimakaud kawasan suci campuhan adalah kawasan
perternuan aliran dua buah sungai di Bali
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Ayat (3]

Yang dimaksud kawasan suci mata alr adalah kawasan di sekitar
sumber mata air vang difungsikan untuk tempat upacara
keagamaan bagi umat Hindu,

Ayat (6]

Yang dimaksud kawssan sucl cathua patha mencakup
persimpangan-pérsimpangan utama wilayah arau desa pekraman,
yang difungsikan sebagai tempat pelaksanaan Upacara tawur
Lesanga

Pagal 32
Avat (1]

Yang dimnaksud keawasan tempat suci adalah kawasan di selitar
tempat suci/bangupnan suci yang ada di Bali vang dissbut Fura
atau Kahyangan yang berwujud Dbangunan yang disakralkan
sebagai tempat memmja lda Sang Hyang Widhi Wasa, terdiri dari
Kahvangan Tiga, Dhang Kahvangan, Kehyangan Jagat, 3Jad
Kahyangan dan pura lainnya.

Ayat [2)

Bhisama Parisadha Hindu Dharma Indonesia mengenai Kesucian
Para Momer 11/Hep/[/PHDI/ 19594 tertanggal 25 Januari 19894,
menyataken hahwa tempat-tempat suci tersebut memilild radius
kesucian vang disebut daerah Kekeran, dengan ukuran Apeneleng,
Apenimpug, dean Apenyengker. Phisama Kesucian Pura adalah
norma agame yang ditetapkan oleh Sebha Pandita PHD Pusat,
sebagai pedoman pengamalan ajaran Agama Hindu tentang
kawesan kesucian puta vang belum dijelaskan secara lengkap
dalam kitab suci.

Rincian Bhisamea kesucian pura adalah:

1, Untuk Pura Sad Kahyangan diterapken uluran Aps#neleng
Agung atau minimal 5 [imea) km dari Pura.

2. Untuk Pura Dang Kshyangan dan Kahvangan Jagat laionya
diterapkan ukuran Apeneleng Alit atau minimal 2 {dua) km dan
Pura.

3. Untuk Pura Kahvangan Tiga dan lain-lain diterapkan uwkuran
Apenimpug atau Apenyencker .

Selanjutnya Bhisama Kesucian Pura juga mengatur pemanfaatan
ruang di sekitar pura yang berbunyi sebagai berikut

Berkenasn dengan terjadinya perkembangan pembangunan vang
gangat pesat, maka pembangunan harus dilaksanakan sesuai
dengan aturan yang telah ditetapkan. Di daerah radius kesucian
pura [daerah Kekeran) hanva boleh ada bangunan yang terkait
dengan kehidupan keagamaan Hindu, misalnyva  didirikan
Darmasala, Pasraman dan lain-lain, bagi kemudahan umat Hindu
melakukan kegiatan keagamaan {misaliya Tirtqyaira,
Dharmowacana, Dharmogitha, Dharmasadana dan lain-lain].
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Arahan pemanfaatan ruang menurut Bhisama Kesucian Fura
tersebut bila diterjemahkean dalam  fungsi ruang memplnyai
pengertien bahwa dalam radius kesucian  pura hanve
diperbolehkan untuk : pembangunan fasilitas Keagamaan, dartt
ruang terbuka yang dapat berupa ruang terbuka hijau maupun
budidaya pertanian.

Mengingat bahwa hitungan luas radins kesucian pura di Bali bila
dituangkan delam peta meliputi luas diatas 35% (tiga puluh lima
persen) dari luas wilayah Pulau Bali (berdasarkan luas radius 10
{sepuluhl Pura Sad Kahyangan dan 252 (dua ratus lima puluh dua)
Pura Dang Kshyangan dan mengingat bahwa untuk
mengakomodasi perkembangan pembangunan akan dibutubkan
lahan-lahans untuk pengembangan kawasan budidaya, maka
dilakukan penerapan pengaturan tiga strata ronasi {Utama finti,
madya/penyangga. hista/pemanfaatan ierbatas] dengan teiap
memegang pringip-prinsip Bhisama Kesucian Pura, den memben
keluwesann pemenfaatan ruang selama tidak menggangge nilai
keaucian terutama pada zona nista/pemeanfastan terbatas Yang
diuraikan lebih lengkap pada arahan peraturan zonasi.

Ayat (3]

Jumlah Purae Sad Kahyangan di Kabupaten Bangli adalah 1 buah
vaitu Pura Ulun Denu Batur di Desa Batar, Kecamatan Kintamani.
Jumlah Pura Dang Kahyangan dan Kahyangan Jagat lainnya di
Kabupaten Bangli adalsh 19 [Sembilan belas) buah, Pura
Kahyangan Tiga den Pura Swagina tersebar di tiap-tiap Desa
Fekrgman

Berdasarkan ketapitnan diatas, meka ketentuan Bhisama radius
Kawasan Tempat Fuci 41 Provinai bali termasuk di Kabupaten
Bangli tidak dapat diterapkan dengan tegas, karena beberapa
diantaranya berada pade tengah-tengah kawasan permukiman,
schingga dibutuhkan kesepakatan penetapan radius kesucian
dengan stakeholder terkait. Selanjutnya kesepakatan radius
kesucian purg di tiap-tiap pura perlu diterapkan dengan Feraturan
Bupati.

AvAat [&4]
Cukup jelas

Pazal 33

Yang dimaksud Kawasan Sempadan Sunga adalah  kKawasan
sepanjang tepi kiri dan kanan sungei, meliput sungal alam dan
tuatan, kanal, dan saluran irigasi primer, Tujuan perlindungan
adalah untuk melindungl sungsi dar kegiatan manusia yang dapat
mengpangel dan tmerusak kuslitaz air sungal, kendisi fisik pinggir
den dasar sungai, serta mengamankan aliran aungsai.

Penetapan sempadan sunga pada bangun-bangunan di luar kawasan
perkotaan dan kawasan perdesaen disamakan dengan penetapan
gsempadan sungai di kawasan perdesaan.
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Sungai-sungai 4! Kabupaten Bangli, meliputi aliran 14 [empat belas)
sungai vang merupakan hulu dari sistem sungai pada wilayah
kabupaten di bagian selatan, meliputi sernpadan sungai Tukad
Barcng (anak Tukad Bubuh), Tukad Tingzs, Tukad Belok, Tukad
Sama |anak Tukad Melangt), Tukad Bila, Tukad Belitiung {anak
Tukad Sengsang), Tukad Bangun Lemesh, Tukad Mundung Tukad
Daah, Tukad Basingah, Tukad Bangsani, Tukad Tingked Batu, Tukad
Geria (anak Tukad Pakerisan) dan Tukad Juuk.

Fasal 24

Yang dimakeud sempaden jurang adslah Daratan di tepian jurang yang
memmiliki kemiringan lereng lebih besar dan 45% [empat pulub lima
parsen), kedalaman minimal 5 (lima) m; dan deerah datar Liagian atas
minimal 11 {sebelas) m-

Sempadan jurang digambarkan seperti erikut

P'mjang >11lm

Timrrrrirker

Kelerengan = 45

Tingei » Sm

Pasal 33

Yang dimaksud kawasan Danay dan sempadannya adalah kawasen
perairan danau den tertentl di sekeliling waduk yang mempunyai
manfagt penting untuk mempstrtahankan lkelestarian fungsi danau.
Tujuan perlindungan adalah untuk melindungi danau dan kegiatan
budidaya yang berlebihan, vang dapat menggangegu kelestarian fungsi
danau.

Fagal 16
Avat [1]

Yang dimaksud ruang terbuka hijau (RTH) adalah salah satu
hentuk dari ruang terbuka, yang tandai oleh keberadaan
repohonan sebagai pengisi lahan yang ttama, yang kemudian
didukung pula oleh keberadaan tanaman lain sebagai pelengkap
perdu, semak, rerumputan, dan tumbuhen penutup tanah
lainnva). RTH juga dapat mengandung komponen / barang lainnya
di Iyar tumbuhan, vang keberadasnoya melengkapi dan
menunjang fungsi KTH sesuai dengan tema pengembangan dari
Iahan RTH vang bereanghkutan

Avat (2)

Yang dimaksud Jalur Hijau adalah RTH yang berupa pertanian
jahan basah [persawahan) yang dilestankan keberadannya secara
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berkelanjutan dengan tujuan wantuk melestankan lahan gaawah
beririgasi, membatasi perkembangan suatu penggunaarn lahan atau
membatasi aktivitas satu dengan altivitas lainnya agar tidak saling
mengEatiggi

Taman kota skala kabupaten di wilayah Kabupaten Bangli
digrahkan di setiap pusat Kota, Kawasan Perkotaan Bangli sebagai
titik sentral wilayah sekaligus sebagai orientasi wilayah terhadap
wilayah sekitarnya. Ruang terbuka kawasan ini disrahkan dengan
konsep tetap mempertahankan fungsi wtama kawesan (terutaima
lahan pertaniant yang berada di sekelilingnya. Beberapa fasilitas
sebagal pengikat aktivitas publik untuk menunjang keberadaan
ryang terbuka ini antara lain: kawasan jalur hijau, sabuk hijau
berupa Kewasan hutah, pertanian, persawahan, perkebunan,
taman kota, taman pada obyek wisata, taman pada permukiman,
hutan kota, setra, kuburan, taman makam pahlawan, lapangan
olah rags, lapangan upacats, parkir terbuka, jalur dibawah
tegangan tinggl, sepadan danau, sepadan sungai, jalur pengama
jalan, median jalan dan pedestrian, taman wisata alam dan
bentang alatn.

Ayat (3)

Yang dirmaksud ruang terbuka hijan kota (RTHR] adalah Taman
Kota adalah ruang terbuka di kawasan perlotaan yang dapat
dimanfaatkan oleh masvarakat untuk aktifivitas olahrage dan
rekreasi dart asekaligus berfungsi sebagai tuang terbuka hijau.
Konsep ruang terbukta sebagai tempat rekreasi dan hiburan i
dirancanalkan dengan pendekatan kepada kaidah-kaidal: arsitektur
den teman tradisionel Bali seperti bangunan gedung budaye atau
wantilan, penenaman pohon-pohon, lampu taman dan hiasan-
hiasan yang mempunyai ¢iri khas Bali.

Taman kotn diarahkan di setiap pusat Keta, Kawasan Perkofaan
Bangli sebagai titik sentral wilayah sekaligus sebaga: orientasi
wilayah terhadap wilayah selitarnya. Ruang terbuka kewasan ini
diarahkan dengan konsep teiap mermmpeértahankan fungsi utama
kawasan (terutame lahan pertanmian) yapng berada di sekelilingnys.
Beberape [asilitas sebagai pengikat aktivitas publik untuk
menunjang keberadaan ruang terbuke ini adalah: hutan kota,
sabuk hijua, lapangan olah raga, lapangan upacara, dan parkir
tarbuka.

Taman kot skala kecamatan dan skala lingkungan diarahkan di
maging-masing ibulkota kecamatan den pusat-pusat kegiatan

lingkungan.
¥ang termasuk ruang terbuka hijau kota, antara lain: kawasan
pertanian, persawahan, perkebunan di kawasan perkotaan,

kuburan umum, taman makam pahlawan, lapangen clah roga,
lapangan wpacara dan parkir terbuka.

Pasal 37
Avar (1)
Cukup jelas
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Avat [2)

Taman Wiseta Alam [TWA), adalah kawasan pelestarian alam di darat
maupun di laut yvang terutams dimanfaatkan untuk pariwisats dan
rekreast alam.

Avat {3)

Yang dimaksud Kewasan Cagar Budaya adalah kawasan yang
merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilat
tinggi maupun bentukan geologi alami vang khas.

Tujuen perlindungat kawasan ini adalah untuk  melindung
kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan-peninggalan eejarah,
bangunan, arkeologi, monumen nasipnal, dan keragamen Eentulan
geologd yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan
ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun
manusia.

Cagar budaya dapat dibedakan menjadi tiga kategori yaitu: warisan
budaya dunia; cagar budaya nasional; dan cegar budaya lokal.
Peraturan perundang-undangan vang mengatur tentang benda cagar
budaya edalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1992 dan Peraturan Pemenntah Nomor 10 Tahun 1593,

Pagzal 38
Cukup jelas

FPaaal 39
Avat (1]

Yang ditnaksud kawasan lindung geologi adalah kawasan yang
ditetapkan berfungai sebagai perlindungan kelestwan Yyang
mencakup sumber dava alam dan sumber daya boatan, serta juga
perlindungan terhadap keselamatan manusia dan mahluk hidup
lainnya dari kerawanan fisik lingkungan yang diakibatkan oleh
adanya proses geologl.

Kawasan Lindung Geologi terdiri dart .

1. Kawasan Cagar Alam Geologi terdin atas .

4. Kawasen Rawan Bencana alam Geologi,

3. Kawasan yvang memberikan perlindungan tethadap air tanah

Ayat (2] , ayat (J), dan ayat (4}
Cukup j¢las

Pasal 40
Avat {1}

Yang dimaksud kawesan capger alam geolog yang mempunval
keuniken bentang alam berupa kawah, kaldera, leher vulkanik
adalah Kaldera Gunung Batur.

Keunikan bemtang alam Gunung Batur ini telah membetikan
pancrama alam yeng sangat indah yang metjadal daya tarik wizata
utams di Kabupaten Bangli. Pada beberapa tulisan, Kawasan
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Gunung Berapi Aktif yang mudah dikhat dan dmikmati peraitive
alamnyva secars langsung hanya terdapat bebarapa saja di dunia dan
salah satunya adalah Guoung Batur Potensi  imt dapat
dimanfaatikan sebagai daya tarik wisara alam vang menarik dengan
tents edukasi dan petualangan dan sitasana alams,

Ataz keunikan tersebut, maka Kawasan kaldera Gunung Derapl
Batur diusulkan menjadi kawagan geo park unggular dunia.

Avat (2]
Cukup jelas

Fasal 41
Avat [1)

Yang dimakeud kawasan rawan letusan gunung berapi adalah
kawazan di sekitar lokasi Gunung Berapi yang sering terlanda awan
panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar dan
fatau aliran gas beracun .

Kriteria Kawasan rawarn letusan gunung berapi adalah .

» Wilayah disskitar kawah atan kaldera; danfataw
« Wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar
lontaran atew guguran batu pijar dan /atau aliran gas beracun.

Avat (2]
Cukup jelas

Ayat {3}

Kawaszan Rawan Bencana { | Daerah Waspada | adalah :

» Meliputi kawasan antara antara batas kaldera II sampai batas
Kaldera [; Zona ini henya terancam hujan abu dan kemungkinan
lontaran batu pijar, dan bilamana letusan yang kuat maka akan
terad] bam gunung api;

» Penyeberannye meliputi kewasen kaldera Beatur dengan mdius
kurang lebih 6 (enam) Km dari pusat lethsan Gunungapi Batur,

» Zona ind terdapat permmuakiman dan kegiatan usaha, namun ada juga
dasrah yang rawan terkena tanah longsor seperti jalen Penslokan
dan Kutadalem yang melintang sepanjang punggung vang dikirn
kanannya jurang; Dan bilamana sewaktu-waktu terjadi gempa baik
vulkenik maupun Taldonik yang kuat atau hujaol yang sangst lebat,
mungkin pada ebergpa tempat tersebut akan terjadi longsor.

Ayat (4]

Kawasan Eawan Bencang 1! [ Daerah Bahaya | adalah .

» Zona atan kawasan vang berpotensi terlanda hujan abu lebat dan
kemungkinan perluasan aliran lava serta fontaran batu pijar, bom,
lapill den pasir. .

« Zona ini mencakup ksl gunung sebelah utara, Timur Laut dan
Timur ¢. Batur hingea berbatasan dengan dinding kaldera delam
Batur dan dansu Batur karenz lokasi tersebut kemunghinannya
berpindah-pindah;
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Ayat

Serara umum meliputi jari-jar kurang 1ebﬂr_1 3 {tga) Km dari puncak
G.Bawr (tergantung letusan gunung apl tersebut | sedangian
kawasan yang diperkirakan terkena adalah Desa Songan & dan
Desa Songan B,

{3]

Kawasar Rawen Bencana III [ Dasran Terlarang j fdalah

Se

Merupakan zona atau kawasan yang berpotensi terlanda aliran
lava, hujan abu, pasir, lapili dan kemungkinannye adanya gas
beracun terutama ¢i deerah puncak G. Batur, Lereng bagian
Tenggara, 3elatan, Barat Daya, barat dan Barat laut.

Lusas daergh terlarang ini kutang lebih 33,6 {tiga puiuh tiga koma
eniam] Km?2, sedangkan kampung / desa yang terkena / termasuk
didalamnya yaitu Toya Bungkah, Seked, Yeh Mampeh, Panglung
Kueing, Latengayp dan Tamanesri,

Pada zona ini tidak diperkenankan untuk mendirikan perumahan
atau untuk wisata,

cara lebih rinci, sebaran Dusun pada Deaa-desa Rawan Letusan

Clunyng Berapi Batur adalah :

No

Desa Dusun Rawan | Rawan | Rawan
Bencan | Bencan - Bencan |
a a &
LI H [ |

[ -

i
Batur Yehmampeh - T
Utara

Tdbuanasari

Batut Bantang

Selatan Tingkad

Masemhbudik

| BTVE
Ke=rtabuana

- Kertabudt

--.

Batur Tovobongkah
Tengah -
Telembal
Bugbugan
| Penelokan
Bubungklam

bu
Jati

Songan A | Dalem
Yehpanas
SETongEa
Uludanu
‘Belingkang | .
Fulu :
Songen A
Tabu
Bantas

Songan B | Songan B ]
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" No Dess, Dusun Rawan | Rawan | Rawan -
Bencatn  Bencan { Bencan
B a a
_ Il I 1
& | Pinggan Finggan - -
Buanasari - ! -
Er. - -
Byanasari
7 | Sukawane | Paketan - -
" Kutadelam - -
"8 | Hintenani | Wiradarma - -
Surakarma n L -
Fasar r -
Jayamaruati - -
Sudihaii - -
3 | Kedisan Kedisan - -
10 | Buahan Binyan - -
Buahan -
Warl - -
11 i Ab, Bubung - -
Btdinding

Dukuh - -
12 | Suter Abangdukuhn - -
' Abang - -
[ 13 | Trunyan Melatio - -
Terunyan -~ -

Sumber ; Lap. Kajian Struktur Taneh dan Lokasi Publik View, 2008

Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Batur

PETH KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUKG AP BATIH
Dwnernt Polmsgay

ATy

A OTT TP T |

|_ i

——
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Ayat [5)

Yang dimaksud kawasan rewan gempa bumi adalah kawssan yang
berada pada daerah / kawasan yang berpotensi tegadinya gepipa
bumi atau yang pernah / sating terjadinya gempa bumi. Kawasan-
kewasan tersebut didentifikasikan mempunyai potensi  terancam
bahaya gempa bumi baik gempa Bumi tektenik maupun gempa bumi
vulkanik, diidentifikkasi berdasarkan karakterlstik fisik sebagai berilcut

+ Daerah yang mempunyai scjarah kegempaan vang merusak;

+ Daersh vang dilalui ¢leh patihan aktil,

s+ Daerah yvang mempunyad catatan kegempaan dengan keluatan
l#bik beanr 5 akala Richter;

» Daersh dengen batuan dasar berupa endapan lepas =seperti
sndapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk,

» Kawagsan lembah bertebing curam yang disusun oleh batuan
udel longsar,

Kawasan rawen gempa bumi ditetapkan denpan knteria sebagai
kawaszn yang Berpotensi dan / atau pemah mengalatni gempa bumi
dengat skala VII sampai X1 Modified Mercally Intencity [ MMI |;

Untuk Kabupaten Bangli, sejarah kegempaan vang ada tidak terlalu
banyak, kecuali gempa seterapat rerkait letusan gunung berapi batur
vang berupa Gempa Vulkanik. Menurit Peta kawasan rawan benicana
gempe bumi di Bali yang diterbitlzan oleh Departemen Energi Dan
Sumber Daya Mineral, Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi

Bencana Geclogl, Kabupaten Bangli termasuk dalam Kawasan Rawan
Bencane Gempa Bumi Menengah,

Ayat [T}

Yang dimakeud kawssan rawan gerakan tanah adalah kawasan-
kawasan vang memunyai potensi terjadinys geraksan tanah tmgg
terutama pada kawasan-kswasan yang memiliki perbukitan dengan
kemiringan tatpel.

Zona kersntanan gperaksn tanabh  bngg, barpotensi tetyads pada
kewaszsn dengan perbuldtan vang terjal, karena pada zona int sering
tetjadi petakan tanah, sedangkan gerakan tanah lama dan gerakan
tanah beru masih aktif bergerak, akibat adanya curah huwjan vang
tingm dan dibarengl dengan erorl yang kuat terutama pada kawasan
parbllatan yang terjal

Sebaran kawasan rawen geraken tanah di Kabupaten Bangli terdapat
di selurnh dinding Kaldera Gunung Batur,

Ayat {8} dan ayat [9)
Cukup jelas

Pasal 42
Avat [1]
Yang dimaksud kawasan imbuban air tanah adalah kawsasan dimana
proses pengimbuhan / peresapan air tanah berlangsung, vang
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ditandai eleh kedudukan muka preatik lebih tinggi dan pada muke
pisometrik. Kriteria dari pada kawasan imbuhan sir tansh adalah

a. Memiliki jenis fisik batuatt [/ litclogl dengan kemampuan
meluluskan air dengan jumlah yang berarti.

b, Mempunyai lepisan penutap tanah berupe pasir sampel lanau;

¢, Memiliki hubungan hidrogeologis vang menerus dengan daersh
lepasan;

d. Memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tingg
dari pada muka air tanab yang tertekan.

Sebaran kawasan imbuhan air tanah di Kabupaten Bangli dari Desa
Eubu ke arah utars merapelan kaweasan redapan air tanah.

Avat [2)

Yang dunaksud kawasan  senipadan mata air adalah
daratan/kawasan tertentu disekitar mata air yang memplnyad
manfaat penting untuk mempertabankan kelestarian fUngsi mata air.

Tujuan perlindungsn terhadep kawasan sempadan mata air ini adalah
untuk melindungi mata air dard kegiatan budidaya yeng dapat
merusak kualitas air dan Rondisi fisik kawasan sekitamya.

Kriteria penetapan kawassn sekitar mata air mencakup kawasan
dengan radius sekurang-kurangnye 200 (dua ratus) m dari mata air.
Sebaran kawesan sempadan mata air adalah di Kabupaten Bangli
adaleh 164 ({seratua enam puluh empar) mata air, dengan radius
pengamanan kawasan sekitar mata air minimal 200 (dua ratus) m.

Passl 43
Avat (1)

Yang dimekeud kawasan perlindungan plasma nutfah  adalah
Lkawasats di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam vang

diperuntukkan bagi pengembengean dan pelestanan pémanfaatan
plasma nutfah tertentu, dengan kriteria :

5. memiliki jenie plasma nutfabh tertentu  yang memungkinkan
kelangsungan preses pertumbuhannoya; dan

b. memiliki luas tertentu yang memungkinkan kelangsungen proses
pertumbuhan jenis plasma nutfah.

Ayar (2]
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45

Yang dimaksud kewasan peruntukan butan rakyat adalah hutan bak
vang berada pada tanah yang dibebani hek milik. Pemanfaatan hutan
rakvat bertujuan untuk mempercleh manfaat yang aptimal bagi
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kesejahteraan seluruh masyarakat secars berkeadilan serta untuk
mendukung pelestarian lingkungan. _
Kawasan peruntukan hutan rakyat termasuk kawasan hutan produksi
vang mempunyai fungsi pokek memprediks hasit hatan

FPazai 46
Avat {1}

Yang dimaksud kawasan peruntukan pertanian adalah kawaean yang
diperuntukan begi keginten pertartian yang meliputi kawasan
peruntukan budidays tanaman pangan atau pertamian lehen basah,
kawasan perutitukan budidaya hortikultura atau pertanian lahan
kering, kawasan peruntukan budidaya perkebunan atau pertanian
tamaman tahunan, perkebunan, dan peruntukan petemakan

Penetapan kawasan peruntukan pertanian mi diparlukan untul
memudahkan dalam penumbuhan dan pengembangan kewasan
pertanian berbasis agribisnis mulai dari penvediaan sarana produksi,
budidave, pengolahan pasca panen dan pemasaran serta Keglatan
pendukungnya secara terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.

Avat (2]
Cukup jelas

Fagal 47
Avat (1)

Yang dimaksud kawasan budidaya pertanian tanaman pangan
adalah kawazan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan lahan
basah dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun
tedoriy,

Avat (2}

Lahen Pertaman Pangan Berkelanjutan menurut Pasal 1 angka 3 Ul
No. 41 Tahun 2009, adalah bidang lahan pertanian vang ditetaplan
untuk dilindungi dan dikembanghkan secara konsisten guna
menghasailkan pangan pokek bagi kemandirian, ketabanan dan
kedaulatan pangan nasicnal.

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PCPZB) adalah
lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar sesual dan
ketersedinannya tetap terkendali uniuk dimanfaatkan sebagai lahan
pertanian pangan berkelanjutan pada mesa yang akan datang.
Kawasan budidaya tanaman pangan diarahkan sebagai kawasan
pertanian pangan berkelanjutan minimal 90% ({sembilan  puluh
persen) dari Juas yeng ada

Pasal 42

Yang dimakud kawasan budidaya pertanian hortikultura adalab
kawasan Kawasan yang diperuntukkan bag budidaya tanaman
palawije, sayur mayur, buah-buaban, bunga-bungeen (tanaman hias|
dan tanaman pangan lainnya.
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Fasal 49

Yang dimakud kawasan budideya peternaken adalah kawasan yang
secars teknis dapat digunakan untuk usaha petermnakan beik sebagai
sambilan, cabang usaha, uswha polok maupun itwlustri, pasar
petermakan sarta sebagal padang penggembalaan ternak. Kawasan,
petermakan di Kebupaten Bangh diarahkan bercamur dengan
kegiatan permukiman dan pertanian, karena skalanya kecil-kecil dan
tidak dalam bentuk padang penggembalaan.

Fagar hewan Kayuambua diarahkan untuk pelayanen regional.

Fasal 50
Ayat |1}

Yang dimakud kawasan budidaya perkebunan adalah kawaszan yang
diperuntukkan bagi tanaman-tanaman tahunan/perkebunan yang
menghasitkan baik bahan pangan dant baban baku industr.

Avat (2]
Cublap jelas

Pasal 51
Avat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan peruntukan perikanan adalah
kawasan tempat kegiatan yeng berhubungan dengan pengelolaan dan
pemnanfaatan sumber daya ilen dan lingkungannya mulai dari
praproduksi, produksi, vengolahan zampai dengan pemasaran Yang
dilak=snakan dalam suatu systeim hisnis perikanan

Kegiatat perikanan tangkap atay penangkapan ikan adalah kegiatan
untuk memperoleh jkan di perairan terutama di Danau Batur
maupun dsungai atau jaringen irgasi yang tidek dalam keadaan
dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan
vang metgpunakan perahu untuk memuat, mengangkut,
menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau
mengawetitannya,

Kegiatan budidays perikenan atau pembudidayaan ikan adalah
kKeglatan untuk memelibare, membesarkan, dan/atau memblakkan
ikan serte meman#n hasilhya dalam lingkungan yang terkontrol,
termasul  kegiptan vang mengganekan perahu untuk meémuat,
menganghut, menyimpan, mendinginkan, mensngani, mengolah,
dan /atau mengawetkannya.

Kegiatan pengolahen hasil penkanat atau pengelolaan penkanan
adalah semua upaya, termasuk prosgs vang terintegrasi dalam
perigumpulan informasi,  analisiz, peremcanaan,  konsultasi
pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementas
serta penegakan hukum dar peraturan perundang-undangan di
bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain
yang diarahkan untulk mencapai kelangsungan produktivitas sumber
daya havati perairan dan tujuan yeng telah disepakats.

Avat (2], ayat (3) dan ayat (4)
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Culkup jelas

Freal 52
Avat [1]

Industi adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah,
bahan balu, barang setengah jadi, den/atau barang jadi menjadi
barang dengan nilai yang lebih tingg untuk penggunasnnys,
termasuk kegiatan ranceng bangun dan perekayasaan Industri.

Kawasan [ndustri menurat Fasal 1 angka 2, PP. No. 24 Tahun 2009
tentang Krwssan ndustri adelah kawasan tempat pemusatan
kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarene dan prasarana
penunjang yang dikembangkan dan dikelola alehl  Perusahsan
Kawasar [ndustr yang telah memiliki lzin Usaha Kawasan Industri.

Kawasan Peruntukan Industri menurut Fasal 1 angla 5 PP Noo 24
Tahun 2009 tentang Kawasan [ndustri adalah bentangan lahan vang
diperuntukkan bagl kegiatan Industri berdasarlcan Rencana Tata
Ruang Wilayah vang ditetapkan sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Menurut Pasal 10 PP No. 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri :

a Luas lahan Kawasan Industri paling rendah 50 (lima puluh) ha
dalam satu hampeata,

k. Luas lahan Kawasan {ndustri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil,
dan Menangah paling rendah 5 (lima) ha dalam satl hamparan.

Kawasan peruninkan industri diklasihlasi menjadi :
1. Kawasan peruntukan industn besar

2. Kawaszan paruntulian indusiri menengah

3. Kawasan peruntukan itdustri lecil dan mikro:

Di wilayah Kabupaten Bangli tidak diarahlkan untuk pengembangan
kawasan peruntuken industri besar dan menengah, namun akan
mendorong pengembengan kawasan perantukan industt kecil dan

mikro
Kawasan industri yang skan dikembangkatt minimal Kawaesan
Industr Tertentu untuk Usaka Mikro, Kecil, dan Menengah

Ayut (2}

Pengembangan Keweasan lndustri Tertentu antuk Ussha bikro,

Kecil dan Menengah, dapat mengacu FP 24/2009 {tg Kawasan

Induatri, aapun beberape hal yang terkandung dalam PP Kawasan

Industri yang terkait dengan hal ini adalah

1. industri mikro, keeil dan menengah tidak wajib berlokasi pada
kawasen nduatri

2. Luas lahan Kawasarn Industr Tertentu untuk Usaha milken, kecil
dan menengah paling rendah 5 (limal ha dalaan satu hamparan

3. Adapaun beberapa dokumen vang  diperlukan  dalam
perngembangan Kawsasdao Industn antara lain @ masterplan, studi
kelayakan financial dan ekonomi, ANDAL, serta Detailed
engineering Deesign (DEDY.
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Pazal 53
Ayat (1)

Yang dimaksud kewasan peruntukan parwisats adaleh kawasan
vang diperuntukkan bagi kegiatan pariwlsata atau segala sesuatu
vang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyel dan
dava tarik wisata serts usaha-usaha vang terkait i bidang tersebut.

Kawasan peruntuitan pariwisata di Bali dibagi menjadi -

1. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Bali mencakup Kaweasan
Pariwisata dan Kawasan Deya Tarik Wisata Khusus (KDTWK]

2. Kawaasn Daya Tarik Wisata (DTW)

Kawasgan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada
dalam gecagrafis satu atau lebih wilayah administrasi desa/ kelurahan
vang di dalamnyna terdapat potensi daya tark wisata, akseaibilitas
vang tngei, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta
pkivitas sosial budeye masvarakat vang saling mendukung dalatn
pervujudan kepariwisataan.

Kowasan Daya Tarik Wisata Khusus, vang selanjuthya disebut
KOTWK, adalah kawasan strategis pariwisata yanp berada dalam
geogralis satu atau lebih wilayah administoasi desa/kelurahan yang
di dalarmnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas vang
tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata secara
terbatas serta  altivitas gosial budaya masyarakat yang saling
mendukung dalatn perrujudan kepariwisatasn, DAL
pengembangannya sangat dibatasi untuk lebih diarahkan kepada
upsaya pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Kawasan Dava Tarik Wisata, vang selanjutnva disebut DTW, adalab
segala sesuatu yang memiliki keunikan, kemndahan, dan mlan yang
berupe lkeanelaragaman kekavaan glam, budaya, hasil buatan
manuats serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang menjadi
SA%ETAan alau fujuan kunjongan wisatawan, yang dapat berupa
kawasan {hemparan, wilayah dess/kelurahan, masa bangunan,
bangun-bangunan dan lingkungan seldtarnya, jalur wisata vang
lokaginyg tersebar di wilaveh kabupaten /keta.

D1 wilayeli Kabupaten Bangli berdasarkan arahan Perda No. 16
Tahun 2009 tentang RTRWF bali hanva diarahkan terdapat aatn
buah KDTWK Kintamani den sebaran DTW.

Avat (2]

Penetapan KDTWEK berdasarkan cakupan geograhs vang berada dalam
saty atau lebih satman wilavah administrasi dega/kelyrahan vang di
dalamnya terdapat potensi daya tark wibkata, aksesibilitas vang tinggi,
ketersediaan feailites umum dan fasilitae pariwisata serta aktivitas
aosial budeya masyarakat yang saling mendokung dalam perwirjudarn
kepariwisataan, namun pengembangannya sangat dibatasi untuk
lebih diarahksn kepada upaya pelestarian budaye dan lingkungan
nidup;

Kawaaan Daya Tari Wisata Khusus yang ada di Kabupaten Bangli
adalah KDTWE Kintameani vang memiliki Tuas 17,535 {tujuh belas riby
Sembllan ratua tiga puluh lima) He atauw 34.44 %5 (tiga puluh enpat
kome empat puluh empat persen) deri luas Kabupaten Bangli, namun

138



kawasan yang dideleniasi pada petz hanya 10% {sepuluh persenj damn
luas kawasan yaitn sebesar 1.794 [seribu tujuh ratus 3embilan puluh
empat] He vang mencakup : Desa Sukawanr, Kintamani, Batur Utara,
Batur Tengah, Batur Selatan, Kedisan, Abang Songan, Abang
Batudinding, Songan A, 3ongan B, Trunyan, Buahan, dan Suter.

Pengaturan KDTWEK dengan kekhususan sifatnya sebagal kewasan
penvangea pelestardan budaya dan  lingkungan  hidup, maka
pemanfaatan ruang untuk fasilitas akomodasi dan fazilitas penunjang
keparivigsataan sangat dibatasi dan diatur lebhik lanjut dengan
Peraturan Dasrah tentang Renceng Rincd Tata Ruang kKawasan
Strategis Pariwisata.

Ayat 3], ayat |4) dan ayat {3
Cukup jelas

Feagal 54
Ayat {1}

Yang dirmakud kawasan peruntukan permukiman adalah bagian darn
lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan
perkotaan maupun perdesaan vang berfungsi sebagai lingkungan
temnmpat tnggal atau Lhgkungan huynian dan tempat kegatan yang
mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Kawasgan peruntukan permukiman memiliki fungsi antara lain:

1. Sebagai lngkungan tempat tinggal dan tempat’ kegiatan yang
mendukung pen kehidupan dan penghidupan masyarakat
gekaligus menciptakan interaksi sosial;

2. Sebagal kumpulan tempat hunien dan tempeat berteduh keluarga
gerta sarans bagl permbinaan keluargs.

Kawasan peruntukan permukiman meliputi :

1. Kawasan peruntukkan permukiman perkotaan
2. Kawasan peruntukkan permukiman perdesaan
3. Peruntukan fagilitas penunjang perrmukimean,

Kawasan peruntukan permukiman perkotaan adalabh bagian dan
kawasan perkotasn yang diperuntukan untuk tempar tinggal atau
lingkungan hunian dan tempat Kegiatan yvang mendukung bagi pen
kehidupen dan penghidupan yang sekaligus juga menyedialian
pusat-pussi pelayanan sesuai fungsi kawasan n perkotaan yang
disandangnya meliputi fungs PKL dan FPK.

Kawasan peruntukan permulumatt perdesaan adalah bagian dar
kawasan perdespan yang diperuntukan untuk kelompok tempat
tinggal atau lingkungan hunian dan  tempat  legiatan yang
mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan yamg selalignz
juga menyediakan pusat-pusat pelayvanan perdesaan sesusi fungsi
kawasatl perdesaan yang disandangnya meliput] fungsi PFL maypun
permilddman perdesaan murni.

i dalam kawasan peruntukan permukimen, dominas utama
pemanfaatan  tuang adalah  perumahan  beserta  fasilitas
pendulkungnya meliputi - perdagangan dan  jasa, fasilitas
pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas
peribadatan, lasilitas rekreasi dan olah raga, ruang terbuka hijau dan
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fungsi pemanfaatan m™uang lainnya sesuad karaliter tiap kawasan
permukiman, lebih lanjut diatur dengan Rencana Detail Tata Ruang
{RDTE).

Perymahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai
lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yvang dilengkap
dengan prasarane dan sarana lingkungan.

Avat [2) den ayat (3
Culp jelas

Ayat (4]

a. Yang dimaksud fasilitar perdagangan dan jasa, meliputi

1. fagilitas perdagangan dan jaze skala pelayanan wilayah sepertl
pasar wilayah, pusat pertokoan, atau perdagangan modern yang
tersebar di Kawagan Perkotean Bangli, Pusat Pelayanan Kawasan
(PPK] maupun pusat kawasan sfektil pariwisata;

2, faslitas perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan seperti
pasar kecamatan, kelompok periokeoan, maupun perdsgangan
modern skala kecamatan tersebar di ibukota kecamatsm atau
pusat desa dengan status FPL; dan

3. fasilitas perdagangan dan jmes skala pelayanan lokal seperti pasar
desa, kelompcok pertokoan tersebar di tiap desa atau thap
lingkungan permukiman.

b, Yang dirnaksud fasilitas perkantoran pemerintahan, meliput:

1. fasilitaa perkantoran pemerintaban skala wilayah Kabupaten vang
tersebar di Kawasan Perkotaan Banglt;

2. fasilitas perkantoran pemerintahan skala kecamatan  yang
tersebar di Xawasen Perkotaan Thukota Kecamatan;

3. kebutunhan pengembangan kawasan perkantoran pemerintaban
kecamnatan baru bila terjadi pemekaran wilayah kecamatan; dan

4, fasilitas perkentoran pemerntahan szkala desa/kelurabhsn yang
tersebar di tiap pusat-pusat desa/kelurahan,

¢, Yang dimaksud (amlitas pendidikan, meliput:

1. fasilitas pendidikan tinggd tersebar di Kawasan Perkotaan Bangli,

2 fasilitae pendidiksn menengah mencakup 3MP, 3MA  dan
sejenisnye  meampertahankan fasilitas vang telah ada dan
menambah  fagilitas zesuai  ketentuan jumlabh penduduk
petidukung; den

3. fasllitas pendidikan dasar mempertahankan faslitaz vang twelah
ada dan menambah fazilitas sesuni ketentuan jumlabh pendudulc
penduliuns,

d. Yang dimalkeud lasilitas Kesehatan, meliputi;

Fasititas kescharan pelayanan wilayah tereebar di Kawasan

Perkotaan Bangli mencakup RSUD dan RSJ Bangli,

1. fasilitas kesshatan akala petayanan kecamatan berupa Puskestmas
atau Puskesmaes Pembaniuy mempertahanlan faslitaz yang telah
ada dan menambab fasilitas sesulal ketentdan jumlah penduduk
pendukung;

2_Pugat Kesehatan Masgyarakat [Puskeamas) di Kawasan Perkotaan
fungsi PPK dan fungsi PFL, ditingkatkat statusnys dengan
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kelengkzpan pelayanan rawat inap, mencekup : Puskesmas
Kintameni;

3. Pusat Kesehatan Masyerakat {Puskesmas) dengan skals pelayanan
sebagian wilayah kecamatan atau beberapa desa, sejumlah 11
[sebelas) buah tetap dipertabanksn dan ditingkatikan kualitas
pelayanannya; dan

4. Pusat Kesehataon Masyarakat Pembantu (Pustu} dengan skala
pelayanan saty sampai dua desa zejumlah 58 (lima puluh eram)|
buah tetap dipertahankan dan ditingkatkan kualitaz pelayanan.

£. Yang dimeksud fasilitas Perlbadatan, meliputi:

1. sebaran fasilitas peribadatan umat yang beragama Hindu terdin
atas Pura Kahvangan Tiga, Pura Swagine, Pura Dadia, Pura
Kahyangan Jagat, Pura dang HKahyengan dan Pura Sad
Kahysmgats; dan

2 mebaran fasilitas peribadatan umat vang buken beragama Hindu
tetap dipertahankan terdini ates fasilitas peribadatan umat Islam
(mesjid, mushola, langgar, surau), fasilitas peribadetan umat
Kristern dan Katolik (gereja, kapele, pos pelayanan iman), dan
fasilitas peribadatan umeat Pudha dan Kenghucu [wihara, cetiya,
arama). :

f Yang dimaksud fasilitas rekreasi dan olah raga, meliputi:

1. sebaran fasilitas rekreasi sesuai dengan sebaran daye tank
wisata[DTW);

2. seharan taman-taman kota sebagai bagian dan raang terbuka
hijau kota terdiri atas tamen lingkungan perumahan, taman skala
banjar, tarnan skala dess, toman skala kecamatan, dan taman
skala kota,

3. sebaran lapangan umum atan lapangan olah raga skala banjar,
akala desa, skala kecarnatan dan skala kabupaten atau skala Kota;
dan

4_sebaran lapangan olah raga skala kecil seperti lapempgaty voli,
baskst, bulu tangkis, tenig, dan lainnya tersebar d dalam
kawasan pemukiman

Fa=zl 535

Yang dimakud kawmsan peruntultan pertambangan adalah kawasan
vang diperuntukan bagl Kegiatan pertambangan bag wilayab yang
sedoang maupun yang akan segera dilakukean kegiatan pertambangan,
meliputi golengen bahan galian C

Pasal 56

Rencana tata ruang vang berkaitan dengan fungsi periahanan dan
keamanan sebagai subsistern rencana  tata  ruang  wilayah
mengandung pengertian bahwa pela reang peruntukan kegiatan
pertahanen dan  keamanan merupakan bagian yang Gdak
terpisahkan dari upaya kessluruhan penatean ruang  wilavah
terutaima dalam upaya menjaga keterdban atnam,

Sebagal daetah tujuan pariwisata dunia, keamanan dan ketcrtiban
vang ditunjang sistem informasi den teknologi yang memadai
menjadi faktor penting keberlanjutan industm parwisata,
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Pasal 27

Cukup Jelas

Pasgal 58

Ayat {1}

Amhan pemanfastan ruang  wilayeh Kabupaten merupal{ﬂn
pervijudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi
program utama penatasn/pengembangan wilayeh kabupaten dalam
jangka wektu persncanaan 5 {lima) tahunan sampai akhir tahun
perencanaan 20 (dua puluh) tahiun,

Arahan pemanlaatan ruang wilayah kabupaten berfungei:

1.

schagai  acuan bagi  pemerintah  dan  mesyaralkat dalam
pemrograman penataarn / pergembangan wilayah kabupaten;

2. sebagai sarehan untuk sektor dalam  penNyuUSUNAT  DPIOTATL
{besaran, Iockasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan
waldu pelaksanaan);

3. sebagai dasar estimesi kebutuhan pembiayasn setap jangka
wakty 5 [lima) tahiun;, dan

4. sebagai acuan bagi masysrakat dalarn melakulan investasi.

Ayat (2

Hurui=

Pengembangan indikesi program  utama pemanfaatan ruang
Jjangks menengsh lima tahunan, adalah petunjuk yang memuat
usulan program  utame, lokasi program, prakiragn peridangan
beserta sumbernva, instansi pelaksena, dan waktu pelaksanaan,
dalam rangke mewgjudkan pemanfaatan Tang yang sesuai
datigan rencata tata mang,

Huruf b ssmpai horuf d

Yang dimaksnd dengan penatagunasn tanabh, penatagunaan ear,
dan penatagunesn udara, antara lain, sadalah penguRsaan,
penggunaan, dan pemanfaatan teneh, air, dan udaras yang
berrvujud konsplidaai pemanfaatan tanah, ar, dan udara melalu
pengaturan yvang terkait dengan pemanizgian {anah, air, dan
udara sebagai s=saty  kesatuan =sistemm  untuk kepentinigan
fnasvarakat secara adil

Dalam penatagunaan air, dikembangkan pola pengelelaan dacrah
aliran sungai [DAS] yang melibatkan 2 [duea)] aray lebih wilayah
administrasi provinsi dan  kabupaten/kota  serta untuk
menghindan konflik antardasrah hulu dan Inlir.

Avatr {3}
Kegiatann  petyusunan neraca  penatagunaan  tanah,  neraca
penatagunaan sumbsr daya air, neraca penategunaan udera, daty
nerace penatagunaan sumber daya alam lain meliputi
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a. penvajian neraca psrubahan penggunaan dan pemanfaatan tanab.
sumber daya air, idara, dan sumber daya alam lain pada rencana
tata ruang wilayalt,

b. penyajian neraca kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan
tangh, sumber daya air, udara, dan sumber daya alam Jain pada
rencana tata Tuang wilayah, dan

¢. penyajian ketersediaan tanah, sutber daya air, udara, dan
sumber daya alam lain dan penetapan prioritas penyediaannya
pada rencana tata ruang wilayah.

Dalam  penyusunan neraca  penatagunaan  taneh,  neracy
penatagunaan  air, neraca penatagunaan  wdara, dan neraca
penatagunaan sumber daya alam lain, diperhatikan falttor yang
mempengaruhi ketersediaannya Hal imi berarti penyusunan neraca
penatagunaan sumber daya air memperhatikan, antara lain, laktor
meteorologi, klimatologi, geofimka, dan ketersediaan prasarana
sumber daya air, termasuk sistem jaringan draanase  dan
pengendalian banjir.

Avat (4

Pengembangan peta dasar wilayah ataw kawasan menjadi sangal
penbng  dalam  rangks operazionalisasi Peraturan [Daerah  ini.
Keterpaduan keordinat nasiomal, provinsi, kabupaten dan
kabupaten /kota vang berbatasan menjadi penting ager integrasi peta
rencana tata ruang deapat dilalukan sesual skala pengamatan
Masing-masitg.

Mengingat bahwa rencana fata ruang nantinya merupakan pedoman
pethanfaatan ruang, terutama pedoman perjman pade kKawsasan
untulk ERTR Kawasan Strategis Provinsi/ Kabupaten dem RDTR
Kawasan/Kota, make sangat dipetiukan data pete dasar vang tevindl,
terkini dan berbaais satelit. '

Salanjutnya peta dasar terinci dan berbasis satelit tersebui harus
selgly  dimutakhirlan  minimal  setiap  lima  tahun, sehmgga
pemantauan pemanfaatan ruang dapat dilakukan sebagei dasar
pelaksanaan evaluasi atau peninjauan kembali sebuah produk atau
peraturan daerabh tentang rencana tata ruang pada  berbagat
tingkatan,

Avat [5)
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Paszal &0
Ayar (1]
Cukup jeias
Avat (3]
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Hak prioritas pertama bagi pemerintab deerah dimaksudken agar
dalam pelaksanasn pembangunen kepentingan umum yang sesuai
dengan rencana tata ruang dapat dilaksanakan dengan proses
pengadaan tanah yvang mudah.

Pembangunan bagl kepentingan wmurm  yang dilaksanakan

Pemsrintah atan pemerintah daerah melipud:

a. jalan umum, saluren air minum/air bersih, saluran pembuangan
air dan sanitasi;

b. waduk, bendungan, bendungan irigasi, dan hangunan pengeiran
linnys,;

c. termmnal;

d. fagilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan
bohaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana;

e, tempat pembuangan sampel;

f. cegar alam dan cagar budaya, dan

g tranemisi distribusi tenaga listrilk.

Avyat 3]

Hak pricritaz pertama bagi pemetrintch daerah dimaksudkan agar
pemerintah  daerah dapat menguasal tanah peda ruang yang
berfungai lindung wntuk menjamin babwa ruang tersebut tetap
memilika fungsi hodung,

Ayat (4}
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Fazal &2

Ayat [1)
Cukup jclas

Ayar {2)

Sesuai arahan Perda Mo, 18 Tahun 2009 tentang RTEWFP Bali
tentang ketinggian bangunan maka pemanfaatan ruang udara den
pengembangan ketinggian bangunan vang memanfaarkan ruang
udare 4i atas permuksan bumi  dilakbukan pembatasan sebagal
berikut:

1. pade prinsipnya ketinggian bangunan dibatasi maksimum 13
{lima beias) m distes permukaan tanah tempat bangunan
didirikan.

2. Untuk memberikan kelonggaran pengembangan bentuk atap
arsitektur tradisional Bali, ketinggian bangunan dihitung dari
permiukaan tatiah sampai dengen perpotongan bidsng tegak
atruktur bangunan dan bidang miring atap bangunan, =erts
dilarang memanfaatkan ruang diatas bidang perpotongan
tersebut untuk melakukan kegiatan yang berstial permanern.
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Tinggi = 15

. bangunan-bangunan yang ketinggiannya boleh melebibu 15 (lima
beles] m adalah’ bagian-bagian bangunan Jmum yang tidak
perly lantal untuk aktivitas manusia yaitu bangunan fasihtas
peribadatan seperti pelinggih untuk pura, menara-menara dan
kubah mesjid dan gereja, pagoda dan yang sejenis; bangunan
khusus vang berkaitan dengan pertabanat kemgnanan dan
keselamaten penerbangan, menara dan antene  peérmancar
pertelekemunikasian dan menara jaringan fransmisi tegangan
tnggi; monumen, dan sebagainya yang mutlak membutuhlan
persyaratan  ketinggian lebith dar 15 (lima belas) m,
pembangunannya tetep memperhatikan keserasian terhadap
lingkurngan sekitarbys serta dikoordinasikan dengan instansi
terkait.

. bangunan umum dan bangunan khusus yang ketinggiannya
boleh melebihe 15 {lima belas 1! diprioritaskan
pengembangannya padae kawesan-kawasan di luar: kawasan
lindung, kawasan budidaya pertanian tanaman pangan lahan
basah {sawah produktifl, tempat suci dan kawasan suci,
permukiman tradisional [(permukiman vang tumbuh secara
alami eerta didukung oteh kehidupan budaya "setempat yang
kuat}, senta di luar kawasan-kawasan lainmya yang periu
dikonservasi, setelah mendapat pengkajian ulang melalui
koordinaal dengan instanai terkait

. batas penerbangan terendab secara umum ditetapkan 1.000
{seribu} feet untuk menjaga keselamatan dan lenyamanan
masyarakat dari pengaruh kebizingan dan rasa kesucian. Batas
penerbangan terendah di atas Pura Kahyvangan Jegat diatur
seiares dethgan Bhisama Kesucian Pura, untuk menjaga rasa
kesucian  dan kelthusulan dalam melakulan kegatan
keagamaan, kecuali untuk kepentingan kesslameatan dan
peniyelamatan  dalam  keadaan darurat. Sedangkan uantuk
kepentingan  keselamatan  pensrbangan dalam manuver
pendaratan  dan  tinggal landaz, bangunan-bangunan dan
kepiatan-kegiatan lain yeng dapat mengganggu keselamatan
penerbangan dibatast sesuwai dengan  persvaratan  teknis
penerbangan dan peraturan perundang-undangan.

. Bangunan tower telekomunikasi yvang mengancatn keselamatan
peadudulk dan lingkungan harus dibangun diatas lahan yang
dikuesai pengemnbang dengan radius paling sedikit sama dengen
ketinggian tower dihitung dari tepi panghkel terlebar bangunan
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tower. Jumlah pembangunan tower dibaiasi, dengan cara
pernanfaatan tower bareama dan terpadu.

Catatan

Ketinggian bangunan dibatasi maksimal 13 {lima belas) m, dihitung
dari permukaan tanah dimmana bangunan itu didirikan sampal
dengan titik temu garia tegak dan garia miring, guna memberikan
kelonggaran pengembangan bentuk atap arsitekrur tradisional Bali,

Pasal 63
Avat [1}

Yang dimaksud ketentuan pengendalinn pemanfaatan ruang wilayah
kabupaten adalah  ketentuan yang diperuntukan sebagat  alat
penertiben penatasn rueng, melipud kKetentuan umurm peraturan
zonasi, ketentuan petizinan, Wetentuan pembenan insentif dan
disinsentif, serta arahan pengenaan sanksi dalam ranghka perwwuwdan
renicana tata ruang wilaysh kabupaten.

Ketentuan pengendalian pemaniaatan ruang wilayah kabupaten

berfungsai -

1. sebagai alat pengendal pangembangan kawasarn;

2. menjaga kesesucian pemeanfaatan ruang dengan rettcana tata
FURITE;

3. menjemin agar pembangunan batl  tidek  menggangsu
pemanfaztan ruang yang telah sesual dengan rencana tata ruang,

4, meminimallan pengunaan lahan vang tidak sesuai dengan
rencana tatz niang;

5. mencegah deampak pembangunan yang merugikan.

Ketentan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten

disusun berdasarkan:

1. rencana struktur Tuang dan pola TUANE,

2. masalah, tantangan, dan potengl yang domiliki wilayah kabupaten;

3. kesepakatan para pernangku kepentingan dan kehijakan yeng
ditetapkan; ¢an

4. ketentyan peraturan perundang-undangan terkait.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten,

mencakup :

1. kerentush umum peraturan zonas,

2. ketentuan perizinan;
3. ketentian inzentil dan disingentif; dan
4, prahan perigeriaan Serked.

Ayat |2]
Cukup jelas

Pasal &4
Cukup Jelas

Pagal &2

Cukup jelas
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Pasgl 66
Avat |
Cu

L)
kup jelas

Avat (2) !

Ruang manfaat jalan adelah ruang yang diperuntukkan bagi
medizn, petlaragan jalan, jalur pemisah, babhu jalan, saluran tep
jalan, trotear, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian,
gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelenghkap
lamrya

Ruang milik jalan adalah ruang yang diperunitukkan bagi ruzang
manfaat jalan, dan sejalur tanah vang depat digunakan untuk
pelebararn jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa akan
datang sertn kebutuhat ruangan untuk pengamenan jalan
Aezjalur tamah dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau
vang herfungsi sebagai lansekap jalan.

Ruang pengawasan jalan adalah ruang vang diperuntukiken bagi
roang milik jalan ditambah ruang untuk pandangan bebas
pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanarn
fungsi jalan. Ruang pepbgawesan jalan merupakan ruang
sepanjang jalan di luyar rueng milik jalan yang dibatasi oleh lebar
dan tinggl tertentu

Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang
pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit
dengan ukuran sebagai berikut:

jalan kolektor primer 19 (sepuluh) m;

. jalan lokal primer 7 (tujuhl) m;

jalan lingkungan primer 5 (lima) m;

jalan arteri sekunder 15 (Lma belas) m;

jalan kolektor sekunder S (lima) m;

jalan lokel sekunder 3 (bga) o,

jalan Lngkungan selander 2 (dua] m; dan

. jembatan 100 (ssramis} m ke arah hilir dan hyla.

g epan e

Ayat (3}, dan ayat (4}

Cu

Fa=zal 67
Cu

kup jelas

kup jelas

Pasal 68

Cu

kup jelas

Pasal &9

Cu

kup j=las
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Fazg] 70
Avat [1} dan ayat {2]
Cukup jelas

Avat [3) huruf a, huruf b, dan huruic
Cukup jelas

Huruf d

Yang dimeksud sistern sanitary land(ill adalah sitem penguraian
sampah dengan cara penpurugan sampah lee linglkungan yang telah
disiapken dan diopersaikan secara sistimatis, vang mana sampah
vang ekan diurai dipadatkan terlebih dahulu =etelah itu dierug
dengan tanah setiap har, sedangkan =istem controlled landiill hampir
sama dengan sigtem sanitary landfill hanya pengurugan dengan
tangh dilaksanakan setap tujuh hari,

Ayat (4], ayat (3, dan ayat (6]
Cukup jelas

Fasal 71
Cukup jelas

Fazal Y2
Cukup jelas

Pasal 7.3
Cukup jelas

Pazal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Ayat (1] dan ayat (2]
Cukup jelas

Avat {3}

Yang dimaksud denpgun konsep Tv Wanae adalah tiga jenis hutan
vaitu Maha Wane, Tapa Wana, dan S+ Wana, dimana pura dengan
kawasan sucinya dibangun dengan menonjolkan eksistensi pohon-
pohon dengen faunanyas vang sesuai dengan keberadaan hutan
tersebut.
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Huruf a

Maha Wana adalah hutan lindung atau alas keleran yang hanya
boleh  dikembangkan dengan meningkatkan kuanttas  dan
lualitas pohon-pohon pelindung yang disebur dengan tanam
Fuiiih (tanaman tehunanj.

Karang kekeron adalah kewasan radius kawazan tempat suci ataun
radiua kesucian pura dengan ukuran apeneleng, apenimpug, dan
BPETLY ETLET.

Yang termasuk dalam petnan(aatan ruang terbuka hijau adalah
pemanfaatan radius kawasan tempat suci untik kawasan tidak
terbangun atau untuk daerah tatupan vegetasi,

Huwiuf b

Tupa Wana adalah kawasan di sekitar pura atau tempat suci yang
dikembangkat sebaged tempai bangunan utama unfuk menunjang
aktivitas kawazsan tempat 3Ucl,

Yang dimakoud derngen fasilitas penunjang keagamaan antara lain
pesraman, dhasma sale, wantilan, dapur suel, penyineban bahan
upakara, pos pecalang, bale pesanekan, tempat parkir khusus
untuk kendaresan penunjang kegiatan upacara.

Permukiman pengempon pura yang sudah ada pada zona

penyangga dapat dilarguthan pemanfaatannya dan dilarang untuk
melakukan perluazan atau pengembangat baru.

Huruf ¢

Sri Wang edalah kawasan radius kesucian pura yang dapat diolah
dan dibudidayakan termasuk permukiman dan bangunan flasilitas
umum pettunjang kehidupan sehari-han masyarakat setempat

Yang dimaksud kegiatan usaha yang dilarang meliputi
pembangunan: villa, homestay, hotel, cafe, diskotik, karacke,
temnpat hiburan, panti pijat, permainen jud:, spa, dan kegiatan
Sejeni=nya.

Hurufd

Pagal 76
Avat

Yang dimaksud dengan batas-batay heile alam yang tegas adalah
bantuikan alam di permukaan bumi seperti; sungeal, dasar [urang,
lernbah, pungeungan daretan, tepian danay, tepian pesisir pantad
dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan batas-batas fislk buatan adalah bentukan
fisik di atsa permukaan bumi yang dibuat oleh manusia seperti;
jalan, saluran air, pagar, tembok, tapel batas, palck batas, dan
8E|ENiEAnYL.

(1)
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Huruf a

Lebar sepadan sungai pada kawasan perkotaan 3 (dga) m untuk
sungai bertanggul, 10 (sepuluhj m untuk sungai kedalaman 3- 10
[iga sampal sepuhsh) m, 15 [lima belas)] m untuk sungai
berkedalaman lebih dart 10-20 {sepuluh sampai dua puluh] m,
dan 30 [tiga puluh) m untuk sungai berkedalaman lebih dani 20
fdua pulub) m.

Huruf b
Lebar eempadan sungai pada kawasan perdesaan 3 (figa) m untuk
sungai bertanggul, 10 {sepuluh) m untuk sungai kedalaman
sampad 3 (tiga) m, 15 [lima belas) m untuk sungai berkedalarman
lebih dari 3-20 (tga sampai dua puluh] m, dan 30 (hga puluh]) m
untuk sungai berkedataman lebih dar 20 {dua puluh) m.

Sempadan sungai ditfluatrasikan seperti gambar berikut

d i
EEE )

Y. T
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Avat (2], dan ayat (3}
Cukap jelas

Pasal 77
Semnpadan jurang diilugtrasikan seperti gambar betikut :

—pagigan "'“'I'_.- - -,

Pagsal 78

Kawasan Danau Batur dan sempadannya ddiillustrasikan seperh
gambar berikut




Pasal 79

Ruang terbuka hijau dan ruang terbuka hijua kota merupakan ruang
terbuka hijpu yang dimiliki dan dikelola aleh pemerintah daetah,
yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum,
antara lain: lapangan olah raga, hutan kota, taman keta, taman
pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, jalur hijau sepanjang
sungai,, Ruang terbuka hijau privat adatah ruang terbulka hijau vang
dirniliki dan dikelola oleh swasta arau persecrangan yanp digunakan
untuk kepentingan pribadi pemilikoya, antara lain: telajakaen,
halaman rcumah/gedung milik masyarakat/swasta, kebun, sawah,
dan tegalan.

FPasal 80
Cukup jelas

Faszal 21
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pazal B4
Cukup jelas

Paszal &5
Cukup jelas

Pusal Bb
Cukup jelas

Paaal 87
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelna

Pasal 89
Cukup jelas
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Pasal 90
Cukurp jelas

Pasal 01
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Fasal 03
Cukup jelas

Pasal 94
Ayat (1]
Cukup j=las

Avat (2) huruf a, huruf b, hurufc, huruf d, huruf e, huned {, dan huruf g
Cukup jelas

hurul h

Perayaratan arsitektur Bali, meliputi antara lan: persvaratan
penampilan banpunan gedung, tata ruang dalam, kesgimbangan,
keserasian, dan  keselarasan  bangunat  gedung  dengan
lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antara
tudai-nilal scsia]l budeays =etempat terhadap penerapan berbagai
perkembangan arsitektur dan rekeyasa.

humfi

Kelengkapan hangunan yang dapat ditetapkan, melipotic lahan
parkir, jalan, kelengkapan pemadan: kebakaran, dan jalur evakuasi
bercana.

huruf i, haruf k, buruf 1, hueuf m, dan hurufn
Cukup jelas

Ayat (3] hursf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf ¢, huraf [, dan hurul g
Culiup jelas

hurui h

Pergyaratan arsitekmur Eﬁ]i, mehiptiti antara lain:  pereyaratan
penempilan bangunan gedung, tata ruang dalam, kegeimbangan,
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keserasian, dan  Keselarasan  bangunan  pedung  dengan
lingkungannya, serta pertimbangan adanya keseimbangan antera
nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagat
perkembangan araitektur dan rekayasa.

hurufi

Kelengkapass banpgunan yang dapat ditetapkan, mehputis lahan
parkir, jalan, kelengkapan pemadam kebakaran, den jalur evalmasi
benicana.

hurufj, dan huruf k

Avat [4)
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Frsal 96
Cukup jelas

Pasal 97

Ketentuan perizinan adaleh ketentuan-ketentuan yang disusun oieh
pemerintah  kabupaten Bangli, sebagai dasar dalam  menyusun
Letentuan perizinan oleh pemerintgh kabopaten Bangli, yang harus
dipernuhi oleh setap pihak sebelum pemanfaatan raang, vang
ditetapltan oleh pemerintah daerab sesual dengan kewenanganiyva, Yang
digunaltan sebegai alat delam melaksansken pemnbangunan Keriangan
vang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan
ditetapkan.

Ketentuan perizinan, meliputi:

a. pelaksanaan pengendalian pemanfaaten twang melalul mekanisme
perizinan vang efekdif;

b, pengembangan ketentuan tekmis, standar teknis, kualitas ruang,
dan standar kinerja sebagai Tyjukan bagi penerbitan izin yang letnh
efizien dan efelctil’, dan

. mensrapkan proses pengkajian rancangan dalam proses penerbitan
perizinan hagi kegiatan yang berdampak penting.

Yang dimaksud demgan perizinan adalah perizinan vang terkait dengan
izin pemanfaatan ruang yang menurit ketentuan peraturan perundang-
undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang. lzn
dimmaksaud adalah izin lokasi/fungsi ruang, amplop ruang, dan Kualitas
TUaNE

Ketentuan petizinan wilayah Kabupaten berfungsi:

5. sebagai dasar bagl pemenntal kabupeten dalam  menyusun
ketetituan perizinan; dan

b. stbagai alat pengendali pengembangan kawasan.
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d.
e

menjarnin pernanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata Twang,
peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal, dan kualitas
minimum yang ditetapkan;

menghindan dampal negatif, dan

tmelindungl kepentingan umur.

Ketantuan perizinan wilayeh kabupaten terdir: atas:

a.

betituk-bentuk izin pemanfaatan ruang vang harus mengacl

dokumen ETRW kabupaten, terdizl atas:

1. izin yang menjadi lkewenangsn pemerintah  kabupaten
berdasarkan peratltan perundang-undangan; dan

2. rekomendasi terhadap izin pemanfaatan ruang yvang dikeluarkan
oleh Pemetintah Kzbupaten,/Keta pada kawesan strategie provinsi

mekanisme periginan terkait pemanfaatan Tuang yang menjadi

wewenang pemerintah provinsi mencakup pengaturan keterlibatan

musing-masing instansi perangkat daerah terkeit dalam setiap

perizinan yang diterbitkan;

aturan-aturan  tertang  keterlibatan  kelembagaan pengambil

kepurusan dalam mekanisme perizinan at@s izin yang altan

dilteluarkan, yang akarn menjadi dasar pengembangan Standar

Operasional Prosedur (S0F) perizinan;

Avat [1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan izin prinsip adalah surat izin yang
diberikan aleh Pemerintah fpemerintah daerah untuk menyatakan
suaty  kegiaten  secara  prinsip  diperkemankan  uptuic
diselenggarakan atau beroperasi.

Izin prinsip merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan
berdasarkan aspek tekmis, politis, dan sosial budaya sebagai daszar
dalam pemberian izin lokasi. Izin prinsip dapat bermmpa surat
pendijukan penggunaan lahan (SPPL).

Huruf b

fzin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan
peraturan daerah vang berlaku diperlukan izin prnsip,

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Avat (2] sampal dengan ayat (1.3}

Culup jelas
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Fasal G2

Dasar perimbangan diterapkannya insentif dan/atau disinsentil dalam
pelakisanaan pemanlaatan ruang adalah :

1. Pergeseran tatanan tuang vang terjadi titlalk menyebabkan dampak
vang merugikan bagi pembangunan kota;

4. Pada hakekatnya tidek boleh mengurangi hek masverakat sebagai
warga negara, dimana masyarakat mempunyai hak dan dan martabat
vang sama untuk memperoleh dan mempertahankan hidumiya;

3. Tetan memperhatikan partisipasi masvarakat di dalam proses
permanfaatan ruang untuk pambangunan oleh masyarakat.

Kritetia Penetapantya Perangkat Insentf adalah .

1. Mendareng, merangsang pernbangunat yang sejalan dengan rencana
tata ruang;

3. Mendorong pembangunan vang membernkan manfaat vang besar
kepada masyarakat; dan

3. Mendorong partisipasi masyarakat dan  pengembang  dalam
pelaksanaan pembangunan.

Kriteria Penstapannya Perangkat Disinsennf adalah!

1. Menghambat/membatas pembangunan vang tidak sesuyai dengan
TENCANE tala rang;

2. Menimbulkan dampak yang cukup besar bagi masyarakat di
sckitarmya.

Petisrapan insentif atau disinsentl{ secara terpisah dilakukan untuk
perizinan  skala  kecil/individusl sesuai dengan  peraturan  zonasi
sedangkan penerapan insentif dan  disingentif secara bersamaan
diberilkan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalamn skala
besar/kawasan  dimungkinkan  adanys pemanfaatan reang  yang
gdikendalikan dan didorong pengembanganoya secara bersamaarn.

Disinsentf berupa pengennon pajak yang tinggi depat dikenakan untuk
pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalus
penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak {NJKP
sehingga pemanfeat ruang membayar pajak lebih tingg.

Inngentif dapat diberiken antarpemerintah  daerah yang saling
berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan
penatean ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang diragikan,
atal antara pemerintah dan swasta dalam hal pemenintah memberikan
prefersnsi  kepada swasta sebagal imbalan  dalam  mendukung
perwijudan rencana tata Tuang-

Pasal 99
Cukup jelas

Pagal 100
Cukup jelas

Pazal 101

Ayat 1)
Cukup jelas



Avat [2)

Huruf a

Yang dimeksud pemanfaatan ruang yang tidak sesvai dengan
tencana tata ruang, adalab @

1.

2.

3.

memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokas
yeng tidak sesuai dengen peruntukaatinya;

memanfaatlan ruang dengan tanpa izin pemanfaatan ruang di
Iokasi yang sesuai dengat: peruntukaannya; dan
memanfaatkan rusng dengan tanpa izin pemanfaatan ruang di
lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukaannya.

Huruf b

Yang dimaksud pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin
pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat vang berwenang,
adalah;

1.
2.

tidak menindaklanjutli izin pemanfaatan ruang yang telah
dileecluarkan; dan

memenfaatkan riang tidak sesuai dengan izin pemanfaaten
Tang.

Huruf ¢

Yang dimaksud pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
persyaratan igin yang diberlan oleh pejabat vang berwenang,
adalah :

1.
2.
3.

4,

melanggar ketentuan bataz sempadan;

melanggar ketentuan koefisien lantal bangunan;

melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien
dasar hiyaiz;

melakukan perubahan sebegian atau keseluruhan fungsi
bangunan;

. melaskukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi

lehan, dan

. tHidak menyediskan fasilitas sosial ataw fasilitas umum sesuai

dengan persyararan dalam izin pemanfaatan ruang.

Hurufd

Yang dimaksud menghalangi akses terbadap kewasan-kawasan
yang dinvetakan oleh peraturan perundang-undangan sebagal
milik umum, adalah :

1.

Huruf g

U

menutup akses ke pesisir sungai danau, waduk, bep dan
sumber dava alem serta prasarana publik:

menutup aksesa ke sumber mata air;

menutup akses terhadap fasilitas pejalan kalki;

menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana,

dan
menutup akses terhadap jalan umum  tanpa izin  yang

berwenang.

Cukup jelas
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Ayat {3}

Cukup jelas

Avat (4]

Huruf a

Peringatan tertulis dilakukan melalui;

1. Penerbitan surat peringatan tertulis dar pejabat yang
berwanang melakukan penerbitan pelanggararn
pemanfaatan ruang, mencakup:

A,

b.

.

Peringatan tentang terjadinye pelanggaran pemanfaatan
ruang beserta bentuk pelanggarannya;

Peringatan untuk sepeta melakukan tindakan-tindakan
vang diperlukan dalam rangka penyesusian pemanfaatan
ruang dengan rencana tata ruang dan/atau keteninan
telmis pemanfaatan ruang yang berlaku; dan

Batas waktu maksimal yang diberiken melakukan
penyesupion pemanfaatan ruang.

2. Burat peringatan tertulie diberikan sehanyak-banyvaknya 3
kali dengan ketentuan sebagal benkut:

a.

Hurul b

Pelanggar mengabaikan peringatan pertamea, pejabat
vang berwenang melakukan penerbitan kedua vang
memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimena
dimuat dalam surat peringatan pertama.

. Pelangpar mengabaikan penngatan kedua, pejabat yang

berwenang melkukan penerbitan ketiga yang memuat
penegasan terhadap hal-hal sebageimana dimuat datam
gurat peringatan pertama dan kedua.

. Pelanggaran  mengakibatkan  peringatan  periama,

peringatan kedua, dan peringatan ketiga. pejabatl yvang
berwenang menetbitkan surat keputusan pengenoon
sanksi vang dJdapat berupa penghentian kegiatan
sementara, penghentian sementara pelayanen Wmulm,
peniutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin,
pemulihan fungsi ruang, dan/fatay denda administratif.

Fenghentian sementara kegiatan dilakukan melalui:

1. Penerbitan suret perintah penghe#ntian kegiatan sementara
dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban
pelanggaran pemanfaatan rusng vang bhetisi:

g,

Pamberitabuan tentang terjadinya pelanggaran
pernanfaatan ruang beserta bemtuk pelanggarannya yYang
dirisalahkan dari berita acara evaluas,

Feringatan kepada pelanggar untuk menghentikan
kegiatan sementara sampai denpan pelanggar memenuhi
kewajiben untuk mengambil tindakan-tindakan yang
diperlukan dalam rangka pcoyesuaian pemanfratan
ruang dengan rencane tata ruang dan/acau ketentuan
teknis pemanfastan ruang yang berlakiu,

. Batasan waktu maksimal vang diberikan Kkepada

pelanggar untuk dengan kesadaran sendir melakukan
penghentiary  sementara kegiatan dan melakukan
penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
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d. Konselowenei akan dilskukannya penghentian kegiatan
sementata secara paksa apabila pelanggar mengabaikan
surat perintah,

2, Apebila pelanggar mengabaikan penntah penghentian
kegiatan asmentara, peiabat yang berwenang melakukan
petiertiban  dengan  menerbitkan  surat  keputusan
pengenaan sanksl penghentian sementara secara paksa
terhadap kegiatan pemanfaatan ruang,

3. Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban
dengan memberitahukan  kepada pelanggar  mengenai
pengenaan sanksi kegiatan pemanfartan ruang dan akan
segern  dilakukan  tindakan  penetiban oleh aparat
penertiban.

4, BPerdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pajabat
yang berwenang melakukan penertiban  melakukan
penghentian kegiatan pemaniaatan ruang secara paksa.

5. Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat
vang berwenang melakuban pengawasan agar keglatan
pemanfaatan ruang dihentikan tidak beroperasi kembali
sampal dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk
metiyesllaidatl pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata
ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaaian ruang vang
berlaku.

Huruf ¢

Penghentian ssmentara pelavanan umum dilakukan melalui

langkah-langkah sebagai berikui:

1. Penerbitan =urat pemberitahuan penghentian Sementars
pelayanan umum dar pejabat vang berwenang melekukarn
penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi
a. Pemberitahyan tentang terjadinya pelangparan

pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya }a.ng
dirisalahkan deari betita acara evaluasi;

b. Paringatan  kKepada  pelanggar  untuk  mengambil
tindakan-tiindakan wvang diperlukan dalam rangka
penyeslaian pemanfaetan ruang dengan réncana tata
ruang denfatau ketentuan teknis pemanfaatan ruang
vang berlaku,

. Batas waktu maksimal vang diberikan kepada pelanggar
untuk dengan kesadaran sendin melakukan penyesuaian
pemanfastan ruang; dan

d. Kongekwenai akan dilakukannya penghentian sementara
pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat
pemberitahuan,

2_ Apabila pelanggar mengabeikan surat pembericahuan ¥ang
disampaikan, pejabat yang berwenang melakulkan
penectibann dengan  menerbitkan  surat | Keputusan
pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum
kepada pelanggar dengan memuat rincian  jenis-jens
pelayanan umum yanag akan diputus.

3. Pejabat yang betrwenang melakukan tindakan penertiban
dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenal
pengenasn sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang
dan akan sepers dilakuban tindakan penertiban oleh aparat
penerbban.
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4, Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat
vang berwenang melakukan penertiban  melakukan
penghentian sementara pelayanan umum  yang akan
diputus.

5. Pejabat vang berwenang menyampaikan perintah kepada
peryedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan
pelayanan  kepada  pelanggar,  disertai  penjelasan
sacukupnye.

6. Penyedia jasa pelayanan uwmum menghentikan pelayvanan
kepada pelanggar.

7. Pengawasan terhadep penerapan sanksi penghentian
sementara pelavanan umum dilalukan untuk memastikan
tidalk terdepat pelayanan umuem kepada pelanggar sampai
dengan  pelanggar memenahi  kewajibannya  untuk
menyesuaikan pemanfaaten ruangnya dengan réncana tatn
ruang dan ketentuan tekm is pemeanfaatan rusng yang
berlaku.

Huruf d

Penutupan lokasi dilakuken melalui langkah-langhah sebagai

berikyt:

1. Penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dan
peiabat yang berwenang melakukan penartiban pelanggaran
pemanfaatan ruang, yang berisi:

a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran
pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannys yvang
dirisalahkan dan berite acara evaluasi;

b. Peringatan kepada  pelangger  untuk  dengan
kesaderannve sendiri menghentikan Kkegiatan dan
menutup lokasi pemanfastan ruang yang melanggar
repcAna  tata  ruang  danfatan ketentuan teknis
pemanfagtan ruang sampai dengan pelanggar memenuht
kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yeng
diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan
Tuang dengan fencana tata ruang dan/atau ketsntuan
teknis pemanfaatan ruang yang berlaku;

e, Baras wakin mzksimal yang diberikan kepada pelanggar
untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian
pemaniaatan rmyang; dan

d. Kensekwensi skan dilakukannya penutupan lokas
secAara peEksa Apakila pelanggar mengsbailian  surat
pPeringatan.

2. Apabila pelgnggar mengabaikan surat perintah yang
disampaikan, pejabat yang berwenang melaloakan
penertiban  dengan  menerbitkan  surat  kKeputusan
pengenaan sanksl penutupan lokasi vang akan segera
dilaksanalan.

3. Pejabat yvang berwenang melakukan tingakan penertiban
dengan memberitabukan kepada pelanggar mengenal
petigenaan sanksl penutupan lokasi yeng akan sepera
dilaksanakan. '

4. Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, peiabat
vang berwenang - melakukan penertban  melakukan
periutupan lokasi secars paksa.
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5. Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi,
untuk memastikan lokasi vang akan ditutup bidak dibala
lambali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya
untuk teanyesuaiksan pemanfsatan  ruengnya dengan
rencana tata ruang dan ketentusn teknis pemanfratan
ruang yang berlaku.

Huruf e

Fencabutan izin dilakukan melalui langkah-langkah sebagai

berikiit:

1. Penerbitan surat petnberitabuan sekalipus pencabutan izrin
dari pejabat yang berwenang melakukan penettiban
pelangearan pemanfamtan ruang, yang herisi:

a. Pemberitahuan tentang terjadiniya pelanggaran
pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang
dirisalakkan dari berita acara #valuasi;

b. Peringatan kepada pelanggar untulk deangan
kessdarannya sendiri menghentikan  kegiatan dan
menutup lokasi pemanfastan ruang vang melanggar
rencana  tate ruang denfatau  ketentuan tekmis
pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuil
kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang
diperlukan dalam rangka penyssuaian pemanieatan
ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan
teknis pemanfartan ruang vang berlaku;

¢. Batas waltu maksimnal yang diberikan kepada pelanggar
untuk dengen kesadaran sendiri melakukan penyesuaian
pemanfaatan ruang,; dan

d. Kon=zekwensi akan dilakukannya penutupatn lokasi
gecara palksa apabila pelangear mengebaikan surat
perifigatan.

2. Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah  yang
disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan
penertiban dengan  menerbitkan  surar keputusan
pengenaan sanksi penutupan lokasi vang akan segera
dilaksanakan.

3. Pejabat yvang betwenatrg melakukan tindakan penertiban
dengen memberitahukan kepada pelanggar mengenai
pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera
dilaksanakeail.

4. Pejabat yang berwenang melakukan tindak penertiban
mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat
vang memililki Kewenanpan untuk melakuken pencabutan
1Z111.

5. Penerbitan keputusan pencabutan izin cleh pejabat yang
memiliki kewenangan uniuk melakukan pencabutan izin.

6. Pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenal status
izin yang telah dicabut selkaligus pemerintah untuk secara
permanen menghentilkan kegiatan pemanfaatan ruang vang
telah dicabut izinnya-

Huruf §
Femnbatalan izinn dilakukan melalui langlkah-langkah swbagai
berikut:
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1. Penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan
antara pemanfaatan ruang menurut gdokumen perizingn
dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencans tata
ruang yvang berlaku;

a. Pemberitahuan kepada pihek vang memanfaatkan ruang
prihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan
dapat mengambil lengkah-langkah diperlukan untuk
mengantisipasi  hal-hal  vang  dialubatkan  oleh
pembatalan 1zin;

b. Penetrbitan keputusan pernbatalan izin oleh pejabat yang
berwenang melalulkan penertiban pelanggaran
pemanfasatarn Fuang;

2. Pemberitahuan Kepada pemegang izin tentang keputusan
pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:

a. Dasar pengenaan sanksil;

b. Hal-hal ~vang beleh dan tidak beleh dilakukan
pemanfaatan ruang hingge pembatalan izin dinyatakan
secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan
pembatalan izin; gan

r. Hak pemegang izin unuk mengajukan penggantian yang
layal atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktiken
bahwa izin telah diperoleh dengan itikad baik.

3. Penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang
memiliki kewsnangan untuk melakukan pembatalan izin;

4, Pemberitahuan kepada pemanfsat ruang merngenai status
izin vang telah dibatalkan.

Humf g
Pembongkaran dimaksud dapat dilakukan secara sukarela oleh
yang hersanglutan atau dilabulkan oleh instans: bernsenang.

Huruf h

Femutihan fungei ruang dilakukan melalul langkah-langkah

sebagel berikut:

1. Penetapan ketentuen pemulihan fungsi ruang yang berisi
bagian-bagian vang harus dipuiibkan fungsinya, berikut
cara pemulibannya;

2. Penerbitan surat pemberitahuan perintah permulihan fungsi
cnang dari pejabat yang berwesnang melakukan penertiban
pelanggaran pemanfaaten ruang, yang berisi:

a. Pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran
pemanfaatan ruang beserta bentuk pélanggarannys ¥ang
ditigsalahlcan dar berita acara evaluaai;

b. Peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesaderan
gandiri pemulihan fungsi agar aesuai dengan ketentuan
pemulihan fungsi ruang yang relah ditetapkean,

c. Patas waltu makasimal yang diberiken kepada pelanggar
untuk dengan kesadaran sendiri melakuken pemubhan
fungsi ruang; dan

d. Konselkwensi  vang  diteritna  pelanggar  apabila
mengebaikan surat peringatan.

3. Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang
disampaikan pejabat vang berwenang melakukan
penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sankas
pernulihan fungsi ruang,
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4. Peiabat ¥ang berwenang melakukan pemuliban fungsi
ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenal
pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus
dilakaanakan pelanggar dalam jangka wakiu
pelaksanaannya; dan

5. pejabay vang berwenang melakukan tindakan penertiban
melakukan petigawasan pelaksanaan kegiatan pemulinan
fungsi ruang

Huruf §
Denda administratil akan diatur lebih lanjut olsh Sarnan Kerja
Perangkat Daerah [3KPD) teknia apahila sampai janghka wakiu
vang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan .
fungsi raang, pejabat yang bertanpggung jawab melakukan
tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk
melakukan pemulihan fungsi ruang.

Pasal 102
Cukup jelas

Fasal 103
Culup jelas

Pasal 104

Eetcana Tata Euang Wilsyah (RTREW) Kabupaten berjangka waktu
perencataan 20 [dua pulub) tabun dan ditinjau kembali zetiap 5
(lima} tahun,

RTRW kabupaten dapat ditinjau kembali kurang darl 5 {lima] tahun

jika:

a. terjadi perubahan lkebjakan nasional den  sirategl  vang
mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan/atau

b. tegadl dinammika internal kabupaten veng mempengaruhi
pemanfaatan ruang secara mendasar, seperti bencana alam skala
besar eteu pemekaran wilavab yang ditetapkan melalui peraturan
perundeng-undangan.

Peninfauwan kembali dan revisi RTRW kabupaten dilakukan bukan
untuk pemutihan tethadap penyimpangan pemanfaatan ruang di
wilayah kabupaten,

Peninjauan kembali rencana i1ata ruang merupakan upaya uniak
melihat kesesuaian antare tencana tata ruang dan kebutuhan
pembangunan  yeng memperhatikan perkembangan  lingkungan
strategis dan dinamika internal serta pelaksansan pemanfaatan
Tang.

Hasil peninjavan kembali rencana tata ruang wilayah kahbupaten
berisi rekemendasi tindak lanjut sebagal bevikut:

a. perlu dilakukan revisi karena adanys perubahan kebjakean dan
strategi nasional dan/atau provinsi  yang — mempengaruhi
pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atap tegadi dinamika
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internal Kabupaten vang mempengaruhi pemanfastan  ruang
kabupaten secara mendasar; atau

b. tidak perlu dilalukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan
dan atrategi nasional dan/atau provinsi dan tdak terjadi dinamika
internal kabupaten vyang mempengarubi  pemanfaatan  ruang
kabupsien secara mendasar.

Peninjauan kembalii dan revisi dalam waltu kurang dar 9 [lima)
tahun dilakukan apabila strategi pemanfastan raang dan strukrur
ruang witavah kabupaten yang bersangkutan menuntut adanya suatu
perubshan yang mendasar sebagai akibat dari penjabaran Rencana
Tata Ruang Wilavah Nasional dan/atau rencana tata ruang wilayah
provinsi dan dinamika pembangunan Jdi wilayah kabupaten vang
bersangkutan.

Peninjauan kembali dan revisi rencana tata rusng wilayah kabupaten
dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang

Pasal 105
Cukup j=lasg

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Huruf g

Masvarakat dapat mengetabiui rencang tata ruang melalui Lembaran
Hegera atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan/atau
penyebariuaean oleh pemerintall dacrah.

Pengumurmnan atau  penyebarluasen dimaksud dapat  diketahui
masyarakat, antara lain melalu pemasangan peta rencana tata ruang
wilayah pada tempat umum, kantor kelurahan, kantor yang stcara
fungsional menangani rencans tata ruang, serta media masa.

Huruf b

Ferrtambahan nifai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ckonor,
sosin], budaye, dan kualitas lingkungan rang dapat berupa dampak
langsung terhadap peningkatan ekonomi masvarekat, spaial, budaya,
dan kualitas lingkungan,

Humal ¢
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Yang dimaksud dengan ‘penggatitian yang layak kepada setiap orang
yang mengalami kondisi sebagal akibar darl pelaksanaen kegiatan
pembangunan yang sesusi denpan rencana tata Tuang' adalah bahwa
nilai atau besar penggantian i tidak mengureng  tingkac
kesejiahteraan orang yang bersatgkutan,

Huruf d, sampal hurat'f
Culup jelas

Fasal 110

Huruf a

Mentaati rencana tata rueng rang telah ditetapkan dimaksudkat
sehagai kawajiban setinp orang untuk memiliki izin pemanfaatan
tuang sebelum pelaksanaan pemanfaatan rlang

Hurul b

Memanfaatkan tuang gesusai dengan izmin  pernaniaatan ruang
dimaksudkan sebagai kewajiban setap orang wntuk melaksanakan
permanfaatan ruang sesugi dengan fungsi ruang yang tercantum
dalam win pethanfatan ruang.

Hurufc

Mematuhy ketentuan vyang ditetapkan dalam  persvaratan  izin
pernanfastan ruang dimaksudkan sebagal kewqjiban setiap orang
untuk memenuhi ketentuan arnplop ruang dan kualitas ruang.

Huraf 4

Pemberian aikses dimalksudkan uptuk menjamin agar masyvarakat
dapat mencapsl kawaesan yang dinyvataken dalam peraturan
perutndang-undangan sebagai millk urmum. Hewajiban memberikan
alges dilalkan apabila memenuhi syarat berikut:

8. untuk kepentingan masyaraket umum; dan /atau

b tidak ada akses lain menuiu kawasan dimaksud .

Tang termasuk dalam kKawasan sebagai milik umum, meliputi
sumber air dan pesisir pantai,

Huruf e dan huruf f
Culoup Jelas

FPazal 111
Culup jelas

Pasal 112
Cukup jelas



Pasal 113
Cultup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

FPagal 115
Cukup jelas

Pagal 116
Culup jalas

Fagal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Fa=al 119
Culup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BAMGL] NOMOR 7
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Lampiran X1V
SEBARAN KDTWK DAN DTW

KO | NAMA KDTWEK/DTW KECAMATAN DESA JENIS
KEDTWE
1 | KDTWE Kintameni Kintarnani 13 Desa ‘Wisats Budaya/
Spritus] dan
Wisata Alam
OTW Sudah Berkembang
1 | Penulisan Kintamani Sukawansa Wisata
Budava /Spritusal
2 [PBatur Kintamani ___: Batur  Wisata Alam
3 | Terunyan Kintamani | Terunyan Wisata Budeya
4 | DA, Penglipuran Bangli Kel. Kubu Wisata Budeya
. 5 | Hehen Bangli Kel Cempaga | Wisata Budaya
DTW Sedang Berkembang
1 ] Keolam Renang Seganing | Bangll Kel. Kawan Wisata Alam
2 | Pura Puncak San Tembuku Feninjoan Wigata Budaya
3 | Tamanbali Raja Pangli Teman Beli Wisatn Budaya
4 | DA, Pengotan Bangli Pengotan Wisata Budaye
5 | Mussum Cunung Batur Kintamam Batur Tengah | Wisata
: - Alam/Pendidilta
- Il
| & ! Agrokopl Arabika & Jeruk | Kintamani Belantih Catur | Wisata Alam
7 | Ekowiseta Bukit Bangli Bangli Kel. Cemapag | Wisata
L Alam / Spritmal
8 | Teman Sari Tembuku Undisan | 'Wisata Alam
| DTW Potensi Berkembang
1 | Bukit Jati Bangli Bunutin Wisata Alam
2 | Gulisng Kanhgin Beangli Tamsn Bali Wissts Alam
A | Taman Sarn Bangh Kel. Cempaga | Wisata Alam
4 | Air Tefjur Dusun Kuning | Banghl Taman Bali Wigata Alam
5 | Buldt Demulil Suaut Cemulih Wisata Alam
6 | Tanggahan Talang Jiwa Susut Cremulih Wisata Alam
T | Bukit Serekodan Suaut ' Serckadan Wisata Alam
E | Pura Tirta Payuk Tambuku Peninjoan Wisata
Budays /3pritual
9 | Pr. Bangun Lembah Susut Apuan Wisata
Kangzin Budaya/Sprifual
10 | Cekeng Susut Dernulih Wisata Alam
1! | Peninggnlan Lesung Susut Apuan Wisata
Purhalmala
12 | Buldt Pulaaati Tembuky Peninjoan Wigata Alam
13 ! Pura Puser Tasik Tembulu Bangbang Wiseta
O Budaya/Spritual
14 | Lembah Pantunan Tembulku Banghang Wisata Alam
15 | Candi Tebing Jehem Tembuku Banghang Wisata
Purbakala
16 | Fanoremsa Dese Jehem Tembuku Jehern Wisata Alain
17 | Goa dan Mata Air Pulasari | Tembulo Jehem Wisata Alarn
18 | Desa Batukasng Kintarnasi Betulaang Wisata Alam
19 ' Buldh Kintamatii Belancan Wisata
. Budaya /Spritual
20 | Mungsengrn Eftamani Catur Wizata Alam
21 | Pinggan (Dalem | Kintamani Pinggarn Wisatia




B Budaya/Spritual |
22 isarz Jeruk dan Kintamani Seltaan Wisata Alam '
Sirsak
33 | Air Terjun Dusun Huning : Bangli Tarnanbaki Wisata Alam
24 | Alr Terjun Subaya-Kutuh | Kintamani Subaya,Kutuh | Wisata Alam
25 | Alr Terjun Yeh Mempeh Kintamarl Batur Wisatn Alam
| 26 ] Air Terjun Bunutin Kintrmen] Bunutin Wisata Alam
27 | Songan Kintamal Songan Wisata
Budava ) Spritual
28 | Alam Suter Kintamani Juter Wisata Alem
26 | Desa Trad, Deyung Gede | Kintamani __: Bayung Gede Wisata Alem
30 | Pura Delem Jawa Bangli Bunutin Wisata
[Langgar Budeya/Spritual
31 | Langgmharn Kintarmani Langgahan | Wisata Alam
32 | Bunutin Kintemani Bunutin Wiaata Alam
33 | Sekaan Kintamani Sekaan Wisata Alam
34 | Bantang. Kintamani Bantang Wigata Alam
35 | Undisan Susut Undisan Wisata Alean
36 | Landib Bangli Landih Wisata Alam
37 | Apuan Susut Apuan Wisata Alam
32 | Tiga Susut Tiga Wisata Alam
39 | Sekardadi Susut Sekardadi Wigata Alam

Sumber : Beppeda & PM 2009
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